BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR Z. TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020-2021

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dalam rangka percepatan pencapaian
pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2020-2021
melalui strategi pengarusutamaan gender sebagai satu
kesatuan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo Tahun
2020-2021;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886;
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Undang-Undang Nomor®25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan . Pembangunan Nasional
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data
Gender dan Anak;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum  Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah
Daerah;
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Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1429);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan  Pemberdayaan  Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9
Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender:
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun
2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2019 Nomor 30);
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20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo

(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020
Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

a1

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun atau disebut dengan rencana pembangunan
tahunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen
perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya
disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan di daerah.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan
peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan
perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah
oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
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Analisis gender adalah proses analisis data gender
secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan
perempuan kKhususnya yang berkaitan dengan tingkat
akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat
dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan
akar permasalahan terjadinya ketimpangan
kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara
laki-laki dan perempuan.

Responsif gender adalah suatu proses perencanaan
hingga pelaksanaan pembangunan yang
mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan
laki-laki dan perempuan terutama terkait akses,
partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan
untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang
dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman,
aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian
permasalahan perempuan dan laki-laki.

Anggaran responsif gender yang selanjutnya disebut
ARG adalah anggaran yang respon terhadap
kebutuhan peempuan dan laki-laki yang tujuannya
untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis
kelamin dan umur.

Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan
program/kegiatan yang responsif gender.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang
selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah
konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari
berbagai instansi dan lembaga di Daerah.

Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah
yang mempunyai kemampuan untuk melakukan
pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-
masing,

Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan
peran serta masyarakat Kabupaten Situbondo secara
aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan
dan Keadilan Gender dalam pembangunan di
Kabupaten Situbondo melalui implementasi PUG.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penetapan Rencana Aksi Daerah PUG Tahun
2020-2021 adalah :

a.

memberi arah dan  pedoman bagi pelaku
pembangunan dalam upaya pelaksanaan
pengarusutamaan gender;

memberi acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah, - terutama yang terkait dalam upaya
pelaksanaan pengarusutamaan gender pada perangkat
daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-
2021 adalah:-

a.

(1)

sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pengarusutamaan gender pada tahun 2020-2021 agar
pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok kerja
Pengarusutamaan Gender dapat berjalan lancar,
terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi
dan karakteristik daerah;

sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi
pembangunan dengan mengintegrasikan gender
menjadi satu kesatuan dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan di daerah.

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021 meliputi
penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender,
Sosialiasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi
Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender.

Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021 disusun
berdasarkan Capaian target kinerja tahun sebelumnya
dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap
kesulitan dan keberhasilan pelaksanaan program
pengarusutamaan gender.
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(3) Penetapan = target kinerja  tahun  2020-2021
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan
sebagai  tolok ukur keberhasilan pencapaian
pengarusutamaan gender tahun 2020-2021.

Pasal 5

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, memuat :

a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku di daerah;

b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;

C. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan

d. penguatan peran serta masyarakat.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 6

(1) Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB 1 . PENDAHULUAN

BAB II : ANALISA SITUASI
PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB IlI . ISU GENDER

BAB IV : RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSTAMAAN GENDER

BAB V . PENUTUP

(2) Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Tim Driver PUG melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020-2021.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal UB JAN 2020 _

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 6 JAN 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

\é\O\J“\J
YAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR &



LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : D 5 JAN 2020

Nomor 8 Tahun 2020.

BAB I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan bahwa Pengarusutamaan
Gender (PUG) merupakan strategi dalam pembangunan nasional, dengan
dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang
pelaksanaan PUG dalam pembangunan nasional. Selanjutnya di tahun 2011,
diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) empat menteri yaitu Menteri
PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor
270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-
PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender
(PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Dengan terbitnya Surat Edaran ini diharapkan strategi PUG dalam
pembangunan lebih fokus ke dalam proses penyusunan dan konten dokumen
perencanaan daerah dan penganggaran daerah, yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD,
RENSTRA dan RENJA OPD dan RKA OPD,

Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah
tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, dan RPJMN Tahun 2009-2014, RPJMN Tahun 2015-2019
dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup
bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan,
yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan
kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat.
Namun sampai saat ini masih banyak perempuan yang masih terabaikan
karena kurangnya informasi dan kurangnya menyadari hak-hak mereka

sebagal warga negara dalam pembangunan.
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Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan ruang yang cukup
besar bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender baik dari sisi regulasi
maupun non regulasi berupa program dan kegiatan pembangunan.
Berdasarkan regulasi yang ada, Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar
tahun 1945 telah menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sangat tegas dan jelas, bahwa semua warga Negara Indonesia (baik
laki-laki maupun perempuan) sama di mata hukum dan pemerintahan.
Namun ketegasan dan jelasnya pasal di dalam UUD 1945 ternyata belum
mampu memberikan jaminan kepada seluruh warga Negara Indonesia
Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun
perempuan namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan antara
laki-laki dengan perempuan terutama di dalam memperoleh akses,
berpartisipasi, kontrol dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunannya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun
1995, yang menyepakati “Beijing Declaration and Platform for Action” dan
strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Namun hingga saat
ini masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam
memperoleh akses, berpartisipasi, control dan terutama dalam proses
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam
pelaksanaan pembangunan.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dan sebagai
tindak lanjut dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah, kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah
Kabupaten Situbondo merespon Kkebijakan nasional tersebut dengan
menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD
PUG) agar menjadi panduan dan arahan dari para pemangku kepentingan di
Kabupaten Situbondo di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
dalam semua aspek pembangunan daerah.

RAD PUG diharapkan secara komprehensif mampu mengakomodasi
berbagai peran dan kontribusi parapihak di dalam mewujudkan terjadinya

kesetaraan dan keadilan gender di wilayah atau unit-unit kerja masing-

4
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masing. RAD PUG sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah ini berisi

tentang kegiatan apa yang harus dilakukan oleh parapihak, kemudian berisi

pula tentang siapa dan dengan cara bagaimana untuk menjalankan rencana-

rencana aksi daerah ini dan untuk kemudian RAD PUG ini dapat digunakan

juga untuk menilai sejauh mana efektifitas kegiatan dengan mencermati

output serta outcome dari aktivitas yang dilaksanakan sehingga strategi PUG

benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan kesetaraan

dan keadilan gender.

1.2 Undang-undang dan Peraturan Terkait

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
untuk Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 7 Tahun 2018;
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13

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang
Pedoman  Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Provinsi Jawa Timur,

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 73)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 30 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2019 Nomor 30);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2020 Nomor 11);
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1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender (RAD PUG) ini adalah untuk memberikan acuan/arahan kepada
setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif,
sistematik, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong
mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang responsif gender.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten

Situbondo adalah:

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah
untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses,
partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari
pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan
kesetaraan gender;

2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan
kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunannya;

3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaannya
karena adanya indikator yang terukur;

4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku
kepentingan daerah di Kabupaten Situbondo dalam mengimplementasikan

strategi PUG;

1.4. Sasaran
Sasaran dari Rencana Aksi Daerah PUG ini adalah semua stakeholder
pemerintah dan non pemerintah yang meliputi para perencana, pelaksana,

pemantau dan pengawas pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo.

1.5. Sistematika Penyusunan
Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Situbondo disusun dengan
sistimatika sebagai berikut:
BAB I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Undang-Undang dan Peraturan Terkait
1.3. Maksud dan Tujuan
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1.4. Sasaran
1.5. Sistematika Penyusunan
1.6. Metodologi
BAB II. Analisa Situasi Pengarusutamaan Gender
2.1. Aspek Pendidikan
2.2. Aspek Kesehatan
2.3. Aspek Politik dan Ekonomi
BAB III. Isu Gender
3.1. Permasalahan Gender
3.2. Isu Gender
BAB IV. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
4.1. PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di
Daerah
4.2. PUG dalam Siklus Pembangunan
4.3. Penguatan Kelembagaan PUG di Daerah
4.4. Penguatan Peran Serta Masyarakat
4.5. Matriks Rencana Aksi
BAB V. Penutup

Tata Kerja

Proses menyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini

dilaksanakan dengan tata kerja sebagai berikut:

1.

Membentuk tim penyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender, berupa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG);
Pokja PUG kemudian membuat kuesioner untuk mendapatkan informasi
dari OPD terkait, berupa data primer maupun sekunder;

Tim mengumpulkan data terpilah dan kemudian melakukan tabulasi

atas data pilah yang diperoleh;

. Data pilah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis gender;

5. Mengkaji isu-isu strategis di Kabupaten Situbondo;

Membuat rancangan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Situbondo;
FGD bersama para pemangku kepentingan terkait rancangan Rencana

Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang telah tersusun;

. Finalisasi RAD PUG Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2021.
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BAB 11

Analisa Situasi Pengarusutamaan Gender

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup
manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup
sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak
(decent standard of living).

IPM Situbondo mengalami peningkatan setiap tahun, dan naik cukup
signifikan sampai tahun 2019 yaitu dengan capaian 67,09, dan masih lebih baik
dari beberapa kabupaten sekitar. Namun capaian ini masih dibawah Jawa Timur
dan Nasional, tetapi rata-rata capaian per tahun masih lebih tinggi, yaitu
Situbondo 0,64, Jawa Timur 0,6375 dan Nasional 0,5925.

Grafik 2.1.
IPM Situbondo, Jawa Timur, Kabupaten Sekitar, dan Nasional
Tahun 2015-2019

79 -
69,55 o s W
70 - m 7007
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Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Tabel 2.1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015-2019
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin
Perempuan Laki-laki
2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016

Provinsi/

Kabupaten

JAWA TIMUR 69.09 | 68.32 | 67.86 | 67.34 | 66.78 | 76.00 | 75.27 | 74.77 | 74.23 | 73.32
Jember | 6094|6021 |5942| -|5743| 7220|7148 7047] .| 6874

Banyuwangi 65.48 | 64.76 | 64.26 -| 6239 | 75.43 | 74.92 | 74.55 - | 72.54

| 6298 | 6223 - | 6101 7057 | 70.06 | 69
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin
Perempuan Laki-laki
2018. . 2017 2017

Provinsi/

Kabupaten

2016 2015 2019 -2018 2016- 2015

Situbondo 63.31 | 62.61 | 61.96 - | 60.66 | 72.68 | 72.22 | 71.40 69.59
| 6063 | 5988 | 59.26| - | 5810
INDONESIA 69.18 | 68.63 | 68.08 | 67.44 | 66.98 | 75.96 | 75.43 | 74.85 | 74.26 | 73.58

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Dari tabel di atas tampak bahwa IPM Kabupaten Situbondo menurut jenis
kelamin perempuan pada tahun 2019 sebesar 63,31, dan masih lebih baik
daripada Kabupaten Jember dan Probolinggo, namun masih dibawah dari
Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jawa Timur dan nasional. Namun apabila
dibandingkan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki di Situbondo, tampak
bahwa IPM perempuan lebih rendah dari IPM laki-laki. Hal yang sama dialami
juga oleh kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional.

Tabel 2.2.

Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Situbondo,
Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019

Komponen Pembentuk [PM | _:Sit_ubo;f_ia'oé | Jawa Timur 4 N;asiénal =
Angka Harapan Hidup 68,97 tahun | 71,18 tahun | 71,34 tahun
Harapan Lama Sekolah 13,14 tahun 13,16 tahun 12,95 tahun
Rata-rata Lama Sekolah 6,12 tahun 7,59 tahun 8,34 tahun
Pengeluaran per Kapita 10,097 juta 11.739 juta 11.29 juta

rupiah rupiah rupiah
IPM 67,09 71,50 71,98

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2019

Indeks Pembangunan Gender atau IPG, digunakan untuk mengukur
pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan
ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender
merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga
perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki
dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan
berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana
porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan

harmonis.
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Tabel 2.3.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Situbondo,
Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Provinsi‘/ Kabupaten

2019 2018 2017 2016 - 2015

JAWA TIMUR 90.91 90.77 90.76 90.72
e e B e e
BANYUWANGI 86.81 86.44 86.20

BONDOWOSO | ©042| 899 ssas |
SITUBONDO 87.11 86.69 86.78 -
PROBOLINGGO | 8495 848€| 8457|  -| &
INDONESIA 91.07 90.99 90.96 90.82

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Capaian IPG Situbondo sejak tahun 2015 sampai dengan 2019
menunjukkan perubahan yang cukup fluktuatif. Jika dibandingkan Jawa Timur
dan Nasional, IPG Situbondo pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan cukup
signifikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 0,42 poin. Namun capaian ini masih di
bawah Jawa Timur dan nasional, dengan nilai IPG Jawa Timur sebesar 90,91 dan
nasional 91,07.

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPG Kabupaten Situbondo
tahun 2019 masih lebih baik daripada Kabupaten Jember, Banyuwangi dan
Probolinggo. Namun jika dilihat di tahun 2018, IPG Situbondo turun sebesar
0,09 poin dari tahun 2017, dan IPG tahun 2015 justru paling tinggi jika
dibandingkan capaian 2017 sampai dengan 2019. Begitu juga dengan Jawa
Timur, IPG tahun 2015 menunjukkan trend yang lebih tinggi jika dibandingkan

tahun sesudahnya.

Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, merupakan indikator yang
menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam

kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2.4.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Situbondo,
Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi / Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten ' :
2019 2018 2017 2016 2015
JAWA TIMUR 73.04 69.71 69.37 69.06 68.41
BEMBERE . o | e7ec ] (7045 | BsEE] 0 | i6RER
BANYUWANGI 74.52 69.71 69.43 = 67.58




19

Provinsi / Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten
2019 2018 2017 2016 2015
i ' Syr el 8
SITUBONDO 69.26 67.72 65.04 - 65.07
INDONESIA 75.24 72.10 71.74 71.39 70.83

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa perkembangan IDG Kabupaten
Situbondo tiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, dari
tahun 2018 ke tahun 2019 naik 1,54 poin atau naik sebesar 2,27 persen. Dan
apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian tahun 2019,
Kabupaten Situbondo masih lebih tinggi daripada Kabupaten Jember, Bondowoso
dan Probolinggo, namun masih dibawah Kabupaten Banyuwangi , Jawa Timur

dan Nasional.

2.1. Aspek Pendidikan
2.1.1. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun)
yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada
umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per

Jjumlah peduduk untuk umur yang sama saat ini.

Grafik 2.2.
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2019

ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

13,14

SITUBONDO 2015-2019

12,98 12,99 13,00 13,01
o— o

2017 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2019
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Dari grafik tersebut di atas tampak bahwa pada angka harapan lama
sekolah Kabupaten Situbondo mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 naik cukup
signifikan, mulai 12,98 sampai 13,14, atau naik sebesar 0,16 poin dari tahun
2015, atau naik sebesar 0,13 poin dari tahun 2018. Namun capaian kinerja ini

masih rendah dari Jawa Timur dengan angka harapan lama sekolah 13,16.

Tabel 2.5.
Angka Harapan Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015-2019
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin RELUT)
Provinsi/Kabupaten Perempuan Laki-laki

2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015

JAWA TIMUR

Jember 12901289

Banyuwangi 12.87

Bondowoso | 1327 | 12.94 |

Situbondo

INDONESIA 13.03 12.93 | 12.79 | 12.68 | 12.87 | 12.84

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Apabila dilihat dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa angka Harapan Lama
Sekolah menurut jenis kelamin di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2015
sampai dengan 2019, perempuan berada di bawah laki-laki. Hal yang sama
terjadi juga di Jawa Timur, Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Probolinggo.
Namun berbanding terbalik dengan Kabupaten Banyuwangi dan nasional,
dimana justru angka Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi daripada
laki-laki.

2.1.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan
sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani
pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan
masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama
sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9

tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.
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Grafik 2.3.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2019

RATA-RATA LAMA SEKOLAH . [ ; :
SITUBONDO 2015-2019 _ .6,1_2_

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) 201 94}

Sebagaimana grafik tersebut tampak bahwa rata-rata lama sekolah mulai
tahun 2015 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 5,67

hingga 6,12. Namun capaian ini masih rendah dari Provinsi Jawa Timur, dengan

nilai rata-rata lama sekolah sebesar 7,59.

Tabel 2.6.
Rata-Rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015-2019
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)
Provinsi/Kabupaten Perempuan Laki-laki
Eohk 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015

JAWA TIMUR 6.85 6.78 6.69 6.57

Jember [ L e o

Banyuwangi 6.36 6.35 - 5.94

Bondowoso 0| 456 46| | d40| 54| 638 B3
Situbondo 5.43 5.42 - 5.09 6.80 -
Probolinggo | 500 | 508 507 " -| 463 665 desEl e
INDONESIA 7.89 7.72 7.65 7.50 7.35 8.56

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Rata-rata Lama Sekolah menurut jenis kelamin di Situbondo, perempuan
di bawah laki-laki dengan perbedaan yang cukup signifikan, seperti di tahun
2018 dan 2019 sebesar 1,49 poin, dan tahun 2017 sebesar 1,38 poin.
Kecenderungan hal yang sama terjadi juga di kabupaten sekitar, Jawa Timur dan

nasional.
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2.1.3. Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan ukuran persentase penduduk pada
kelompok wusia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat
sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa,
kanji dan lain-lain) terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut.
Angka melek huruf menjadi indikator dari kemampuan membaca dan menulis
(literasi). Kemampuan membaca dan menulis merupakan hal yang paling
mendasar dari suatu pendidikan.

Angka melek huruf usia 15 s/d 59 tahun (tidak buta aksara) pada tahun
2019 sebesar 93,94% , dan pada tahun 2018 sebesar 95,16%. Apabila dilihat
menurut jenis kelamin, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tingkat
melek huruf perempuan lebih tinggi daripada laki-laki sebesar 51,12 persen. Hal
tersebut tergambar dari tabel berikut ini.

Grafik 2.4. o
Capaian Penuntasan Buta Aksara 2015-2019

26581 25,635

24.153

BLAKLAK) GPEREMPUAN. IUMLAH

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2019

2.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang

berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang

sama.



23

Grafik 2.5.

APM SD/MI & APM SMP/MTS Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019
APM SD/MI APM SMP/MTS
Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo
Tahun 2016-2019 Tahun 2016-2019
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2019

2.1.4.1. APM SD / MI

Angka Partisipasi Murni SD/MI atau APM SD/MI Kabupaten Situbondo pada
tahun 2019 sebesar 91,48%, dengan jumlah siswa SDN Negeri/Swasta, MI
Negeri/Swasra dan Paket A usia 7-12 tahun sebanyak 61.117, sedangkan jumlah
penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 66.809.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, Angka Partisipasi Murni Perempuan SD/MI
tahun 2019 atau APM Perempuan SD/MI sebesar 104,29%, dengan jumlah siswa
perempuan SD Negeri/Swasta dan MI Negeri/Swasta usia 7-12 tahun sebanyak
33.823, sementara jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak
32.432.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni Laki-Laki SD/MI tahun 2019 atau APM Laki-
laki SD/MI sebesar 79,39%, dengan jumlah siswa laki-laki SD Negeri/Swasta dan
MI Negeri/Swasta usia 7-12 tahun sebanyak 27.293, dari jumlah penduduk laki-
laki usia 7-12 tahun sebanyak 34.377.

Dari APM Perempuan dan APM Laki-laki SD/MI tahun 2019 tersebut diatas,
didapatkan perbandingan bahwa partisipasi keterlibatan siswa perempuan dalam
pendidikan tingkat SD/MI lebih tinggi daripada keterlibatan siswa laki-laki.
sedangkan APM SD/MI Tahun 2018 sebesar 91,32%, dengan jumlah SDN
Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket A usia 7-12 tahun sebanyak 51.191,
dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 56.059.

2.1.4.2. APM SMP / MTS

Angka Partisipasi Murni SMP/MTS atau APM SMP/MTS Kabupaten
Situbondo pada tahun 2019 sebesar 80,73%, dengan jumlah siswa SMP
Negeri/Swasta, MTS Negeri/Swasta dan Paket B usia 13-15 tahun sebanyak
24.855, sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 30.785.

-
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Angka Partisipasi Murni Perempuan SMP/MTS tahun 2019 atau APM
Perempuan SMP/MTS sebesar 81,79%, dengan jumlah siswa perempuan SMP
Negeri/Swasta dan MTS Negeri/Swasta usia 13-15 tahun sebanyak 12.253,
sementara jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak 14.981.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni Laki-Laki SMP/MTS tahun 2019 atau
APM Laki-laki SMP/MTS sebesar 79,73%, dengan jumlah siswa laki-laki SD
Negeri/Swasta dan MI Negeri/Swasta usia 13-15 tahun sebanyak 12.602, dari
jumlah penduduk laki-laki usia 13-15 tahun sebanyak 15.805.

Seperti halnya APM SD/Ml,dari APM Perempuan dan APM Laki-laki
SMP/MTS tahun 2019 tersebut diatas, didapatkan perbandingan bahwa
partisipasi keterlibatan siswa perempuan dalam pendidikan tingkat SD/MI lebih
tinggi daripada keterlibatan siswa laki-laki.

APM SMP/MTS tahun 2018 sebesar 80,14%, dengan jumlah siswa SMP
Negeri/Swasta, MTS Negeri/Swasta dan Paket B usia 13-15 tahun sebanyak
24.125, dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 30.014.

2.1.5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu
Jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang
pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar dapat memberikan gambaran

tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

Grafik 2.6.
APK SD/MI & APK SMP/MTS Kabupaten Situbondo
Tahun 2016-2019

APK SD/miI APK SMP/MTS
Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo
Tahun 2016-2019 Tahun 2016-2019
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2019
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2.1.5.1. APK SD / MI

Angka Partisipasi Kasar SD/MI atau APK SD/MI Kabupaten Situbondo pada
tahun 2019 sebesar 103,02%, dengan jumlah siswa SD Negeri/Swasta, MI
Negeri/Swasta dan Paket A sebanyak 68.825, sementara jumlah penduduk usia
7-12 tahun sebanyak 66.809.

Sedangkan APK SD/MI tahun 2018 sebesar 102,63% dengan siswa SD/MI
sebanyak 57.536, dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 56.059.

2.1.5.2. APK SMP / MTS

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS atau APK SMP/MTS Kabupaten Situbondo
pada tahun 2019 sebesar 105,98%, dengan jumlah siswa SMP Negeri/Swasta,
MTS Negeri/Swasta dan Paket B sebanyak 32.626 , sementara jumlah penduduk
usia 3-15 tahun sebanyak 30.785.

Untuk tahun 2018, APK SMP/MTS masih sebesar 105,34% dengan jumlah siswa
SMP/MTS sebanyak 31.712 dari jumlah penduduk usia 12-15 tahun sejumlah
30.104.

2.1.6. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang
pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak

yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.

Grafik 2.7.
APS SD/MI & APS SMP/MTS Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

APS SD/MI APS SMP/MTS
Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebuddyaan Kabupaten Situbondo 2019
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2.1.6.1. APS SD / MI

Angka Putus Sekolah SD/MI atau APS SD /MI Kabupaten Situbondo pada tahun
2019 sebesar 0,01%, dengan jumlah siswa yang putus sekolah SD
Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket A sebanyak 4 siswa putus sekolah,
dari jumlah siswa SD/MI sebanyak 68.825. Sedangkan untuk tahun 2018, APS
SD/MI sebesar 0,06%. Semakin kecil angka APS, maka semakin kecil presentase

angka putus sekolah.

2.1.6.2. APS SMP / MTS

Angka Putus Sekolah SMP/MTS atau APS SMP/MTS Kabupaten Situbondo tahun
2019 sebesar 0.97%, dengan jumlah siswa yang putus sekolah SMP/MTS
Negeri/Swasta, MI Negeri/Swasta dan Paket B sebanyak 316 siswa putus
sekolah, dari jumlah siswa SMP/MTS sebanyak 32.626. Untuk tahun 2018, APS
SMP/MTS sebesar 0,65%.

2.1.7. Pernikahan Usia Dini

Salah satu penyebab Angka Putus Sekolah cukup tinggi di Kabupaten
Situbondo dikarenakan angka pernikahan usia dini yang masih cukup tinggi.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal
7 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun.”

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 ini, ketentuan Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirubah
menjadi “Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Pernikahan Usia Dini menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019
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ASEMBAGUS 1 1 2 1 2 0] 3 3 0] 0
BANYUPUTIH 2 1 3 3 7 10 5 20 25 1 3 4
PANARUKAN 3 1 4 1 1 2 3 5 79 0 79
10 KENDIT 2 2 4 3 0 3 1 1 2 1 2 3
11 MLANDINGAN 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 4
12 SUBOH 1 0 1 3 0 3 0 58 58 2 4
13 BESUKI 4 2 6 0] 0 6] 4 1 5 2 5
14 JATIBANTENG 1 1 2 2 0 2 0 0 0 10 1 11
15 SUMBERMALANG 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
16 BUNGATAN 0 0 0] 0 0 0 1 0 1 1 0 1
17 BANYUGLUGUR 1 1 2 1 0] 1 0 3 3 1 0 1
JUMLAH 23 12 35 22 15 37 | 23 | 95 | 118 | 113 | 20 | 133

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo 2016-2019

Dari data tersebut di atas tampak bahwa prosentase pernikahan usia dini
perempuan tahun 2019 sebanyak 20 orang atau 15 persen dari jumlah
pernikahan usia dini, tahun 2019 sebanyak 95 orang atau 80,5 persen, tahun
2017 sebanyak 15 orang atau 40,54 persen, dan tahun 2016 sebanyak 12 orang
atau 34,29 orang.

Apabila dibandingkan dengan total jumlah pernikahan, prosentase
pernikahan usia dini tahun 2019 sebesar 2,31 persen dari 5757 total jumlah
pernikahan, dan tahun 2018 sebesar 2,07 persen dari 5695 total jumlah
pernikahan.

2.1.8. Rasio Ketersediaan Guru dan Murid

Tabel 2.8.
Murid Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2019
B e n}w b el S e EEEE
SD SMP
Negeri/ Negeri/
Swasta 3 Swasta Mis
5267 976 1504 1256

2760

SD SMP
Negeri/ Negeri/ Negeri/
Swasta RA Swasta Ml Swasta MIS
11106 5642 48275 8578 21265 11082
16748 56853 32347

Sumber : Bada Pusat Statistik (BPS) 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tampak bahwa jumlah guru TK

Negeri/Swasta dan RA sebanyak 1367 guru, sedangkan jumlah murid TK
Negeri/Swasta dan RA sebanyak 16748 murid, sehingga rata-rata tiap guru

0

menangani 12-13 murid.
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Untuk angka beban guru SD dan MI, dari jumlah guru SD Negeri/Swasta dan
MI sebanyak 6243 guru, dan jumlah murid SD Negeri/Swasta dan MI sebanyak
56853 murid, didapatkan rata-rata tiap guru menangani 9-10 murid.

Sementara untuk jumlah guru SMP/MTS dan MI sebanyak 2760 guru,
sedangkan jumlah murid SMP Negeri/Swasta dan MI sebanyak 56853 murid,

didapatkan rata-rata tiap guru menangani 11-12 murid.

2.1.9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai
dengan adanya sertifikat / ijazah. Tingkat pendidikan SD, meliputi Sekolah
Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat. Tingkat pendidikan SMP, meliputi
jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan
sederajat. Tingkat Pendidikan SM, meliputi jenjang pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan
sederajat. Tingkat pendidikan PT, meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III,

dan IV dan sederajat.

Tabel 2.9.a.
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2017

S TH2016 TH 2017
PENDIDUCAN PR - JUMLAH ' PR JUMLAH
Tidak/Belum Sekolah | 102,150 | 123,747 | 225,897 33,30“% 106,692 | 128,343 | 235,035 | 34,29%
ggxemd;f;?aa: 23,923 | 23410| 47333 | 698% | 25211 | 24,439 | 49650 | 7,24%
Tamat SD/Sederajat | 104,164 | 114,561 | 218,725 | 3225% | 100,720 | 111,546 | 212,266 | 30,97% |
SLTP/Sederajat 40,346 | 37,699 | 78,045 | 11,51% | 40,032 | 37,765 | 77,797 | 11,35%
SLTA/Sederajat 50,370 | 34,431 | 84,801 | 12,50% | 50,651 | 35,194 | 85,845 | 12,52%
Diploma I/Il 930 | 1,022| 1,952| 0,29% 904 | 1,013| 1,917 0,28%
Diploma I 1,251 | 1,600 | 2,851 | 042%| 1,291| 1,711| 3,002| 0,44%
51/Diploma IV 9,895 | 7,887 | 17,782 | 2,62%| 10420| 8530 18950 | 2,76%
52 631 223 854 | 0,13% 644 236 880 | 0,13%
53 27 31 58| 0,01% 36 37 73| 0,01%
Jumlah 333,687 | 344,611 | 678,298 336,601 | 348,814 | 615,415 |l

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo 2019
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Tabel 2.9.b.
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2019

TINGKAT TH 2018 TH 2019

= PENDIDIKAN PR. JUMLAH .. PR .JUMLAH
Tidak/Belum Sekolah | 108,686 | 130,103 | 238,789 | 34,68% | 111,056 | 131,752 | 242,808 | 35,11%
ggﬁzd;f;‘:tt 26,583 | 25480 | 52,063 | 7,56% | 27,232 | 25793 | 53,025| 7,67%
Tamat SD/Sederajat | 97,865 | 107,733 | 205,598 | 29,86% | 97,222 | 106,951 | 204,173 | 29,52%
SLTP/Sederajat 39,871 | 37,629| 77,500 | 11,26% | 39,415 | 36,964 | 76,379 | 11,04%
SLTA/Sederajat 51,374 | 36,433 88 | 12,75% | 51,233 | 36,381 | 87,614 | 11,67%
Diploma I/1l 913 | 1,000| 1,913| 028%| 889 | 988 | 1,877| 0.27%
Diploma I 1,322 | 1,861| 3183 046%| 12334 1,882| 3,2160| 0,46%
s1/Diploma IV 11,133 | 9,482 | 20,615 | 2,99% | 11,472 | 9,982 | 21,454 | 3,10%
52 675| 274 949 | 014% | 712| 298| 1.010| 0,15%
53 37 35 72| 0,01% 34 32 66 | 0,01%
Jumlah 338,459 | 350,030 | 688,489 340,599 | 351,023 | 691,622

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo 2019

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk
perempuan Kabupaten Situbondo lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-
laki. Jika dilihat dari trend tingkat pendidikan yang diselesaikan pada tahun
2016 sampai dengan 2019, jumlah perempuan lebih tinggi di tingkat SD, Diploma
I/1I, dan Diploma III. Sedangkan jumlah perempuan lebih rendah di tingkat
pendidikan SLTP, SLTA, S1/Diploma IV, S2 dan S3.

2.2. Aspek Kesehatan
2.2.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata
perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH

mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
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Grafik 2.9,
Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019
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Dari grafik tersebut di atas tampak bahwa Angka Harapan Hidup
Kabupaten Situbondo naik secara konsisten setiap tahunnya. AHH tahun 2019
naik sebesar 0,35 persen, atau naik sebesar 0,24 poin dari tahun 2018.
Sedangkan AHH tahun 2018 naik sebesar 029 persen, atau naik sebesar 0,2 poin
dari tahun 2017.

Tabel 2.10.
Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015-2019

Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin (Tahun)

Provinsi / Kabupaten Perempuan Laki-laki _
2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016
JAWA TIMUR 73.15 | 72.87 72.70 | 72.68 | 72.67 | 69.30 | 68.99 | 68.82 | 68.80 | 68.79
Banyuwangi 7245 | 72.24 72.10 -| 71.29 | 68.52 | 68.33 | 68.17 -| 67.45
Bondowoso | 6845 | 6817 67.93|  -| 66.91| 6454 ¢ 12
Situbondo 70.89 | 70.66 70.46 - | 69.51 66.68 | 66.49 - | 65.75
Probolinggo | 6890 | 6860 | 6836  -| 6732 | 64.98 | 64.69 |
INDONESIA 7333 | 73.19 73.06 | 72.80| 72.78 | 69.44 | 69.30 | 69.16 | 69.09 | 68.93

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Apabila dilihat dari tabel diatas, AHH dilihat menurut jenis kelamin tampak
bahwa prosentase AHH perempuan Kabupaten Situbondo dari tahun 2015
sampal dengan tahun 2019, lebih tinggi daripada prosentase AHH laki-laki
Kabupaten Situbondo. Hal ini menandakan bahwa perempuan memiliki lebih
banyak tahun untuk hidup semenjak lahir, dibandingkan laki-laki. Hal yang

sama terjadi juga di kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional.

2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah dan juga
digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian

-
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seorang ibu yang disebabkan oleh kehamilan, melahirkan atau nifas, bukan
karena kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran
hidup (kh).

Berdasarkan Laporan Kematian Ibu dari Puskesmas se-Kabupaten
Situbondo tahun 2019 jumlah kematian ibu adalah 18 kasus dengan masa
kematian pada masa hamil 38,9% (7 kasus), masa persalinan sebesar 11,1% (2
kasus) dan masa nifas 50% (9 kasus). Sedangkan komposisi kematian ibu
terbanyak berdasarkan kelompok usia adalah pada usia produktif secara
seksual (20-34 tahun), yakni sebesar 77,8% (14 kasus).

Gambar 2.1.
Sebaran Kematian Ibu Di Kabupaten Situbondo Tahun 2019
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa sebanyak 12 kecamatan
memiliki kasus kematian ibu dengan kasus terbanyak. Paling tinggi adalah
Kecamatan Besuki sebanyak 4 kasus. Apabila dibandingkan tahun 2018, AKI
tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 56,3 poin, dengan penambahan
kasus kematian dari 13 kematian pada tahun 2018 menjadi 18 kematian di
tahun 2019.
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Grafik 2.10.
Angka |j'lel:l:u,ati:eu.n Ibu (AKI) Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Adapun penyebab kematian langsung ibu maternal di Kabupaten Situbondo

tahun 2019, dapat terlihat dari grafik berikut ini :

Grafik 2.11.
Penyebab Kematian Ibu Maternal di Kabupaten Situbondo Tahun 2019
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2019

Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu sangat ditentukan oleh kualitas
pelayanan Ibu Hamil (Bumil K4), Penanganan komplikasi kebidanan, pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, dan Kualitas pelayanan Ibu
Nifas.

2.2.3. Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4

K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran
besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas
pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4
adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu
hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan

distribusi sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester dua dan dua kali

s
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pada trimester ke tiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas
pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan merupakan salah satu jenis pelayanan
dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berdasarkan

Permenkes No 4 Tahun 2019 yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Capaian cakupan K1 Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 adalah
106,3% dan kembali mengalami peningkatan (3,8 poin) dibandingkan tahun 2018
yang hanya mencapai 102,5%. Sedangkan capaian K4 tahun 2019 adalah 84,4%
dan sedikit mengalami peningkatan (0,03 poin) dibandingkan tahun 2018 yang
mencapai 84,1%. Trend Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4 dan Drop Out K4
Kabupaten Situbondo Tahun 2015 - 2019 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.12.
Trend Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4 dan Drop Out K4
Kabupaten Situbondo Tahun 2015 - 2019
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupater. Situbondo tahun 2019

Grafik di atas juga menggambarkan bahwa Angka Drop Out K4 selama
lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan sudah di atas angka toleransi
yang diperbolehkan, yakni sebesar 5%. Drop Out K4 tahun 2019 sebesar 21,90%
dan merupakan drop out tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini perlu
mendapat perhatian khusus karena sebenarnya sudah banyak ibu hamil yang
akses dengan fasilitas kesehatan namun masih belum mendapatkan pelayanan
sesuai standar dikarenakan sebagian ibu hamil akses pertama kali dengan
petugas kesehatan pada kehamilan > 12 mgg serta banyaknya kasus BBLR
(31,6%).

Hal ini berarti bahwa masih perlu adanya peningkatan kinerja untuk
meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan dengan strategi sbb:

a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan

9

kehamilan sedini mungkin;
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b. Meningkatkan pemberdayaan Satgas Gerdu Penakib Desa dan Kecamatan
dalam cakupan K1 murni melalui koordinasi dengan kader dan
masyarakat;

c. Peningkatan kinerja bidan penanggung jawab wilayah dalam melakukan
tindak lanjut pada Ibu Hamil yg sudah akses Trimester 1;

d. Meningkatkan kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan
ANC sesuai standart;

e. Pemenuhan standart pelayanan ibu hamil 10 T di Puskesmas dengan
pengadaan reagen darah lengkap, stick pemeriksaan Hb, Hematokrit dan
Glukosa serta protein sesuai dengan jumlah sasaran ibu hamil agar ibu
hamil mendapatkan pemeriksaan laboratorium secara gratis;

f. Menurunkan angka kejadian abortus dan persalinan Prematur melalui
perbaikan status gizi ibu hamil dengan memberikan PMT pada ibu
hamil, terutama pada ibu hamil yang kenaikan berat badannya kurang,

ibu hamil dengan KEK dan ibu hamil anemia.

2.2.4. Pelayanan Komplikasi Kebidanan

Pengertian penanganan komplikasi kebidanan adalah ibu dengan komplikasi
kebidanan yang ditangani secara definitif (sampai selesai) di fasilitas pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan. Komplikasi yang mengancam jiwa ibu antara
lain : abortus, hiperemesis gravidarium, perdarahan per vagina, hipertensi dalam
kehamilan, kehamilan lewat waktu, ketuban pecah dini, kelainan
letak/presentasi janin, partus macet/distosia, infeksi berat, sepsis, kontraksi
dini/persalinan prematur, kehamilan ganda dan kasus non obsteri. Jumlah
komplikasi kebidanan diperkirakan sebesar 20% dari jumlah ibu hamil yang ada.
Pelayanan komplikasi kebidanan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019
sebesar 118% dan mengalami peningkatan (1,6 poin) dibandingkan tahun 2018

yang mencapai 116,4%. Grafik berikut trend komplikasi kebidanan ditangani.
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2.2.7. Balita Gizi Buruk

Pada tahun 2019 jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tercatat
sebanyak 156 kasus. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Situbondo
Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.17.
Perkembangan Kasus Gizi Buruk Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2019

Jumlah Kasus Gizi buruk

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kasus gizi buruk di Kabupaten
Situbondo mengalami peningkatan ditahun 2019 yakni dari 131 kasus pada
tahun 2018 (0,29%) menjadi 156 kasus (0,35%) pada tahun 2019. Dari kasus gizi
buruk yang ditemukan hampir semua adalah dengan penyakit penyerta.
Kenaikan jumlah kasus tersebut disebabkan semakin gencarnya petugas gizi
untuk  menemukan secara dini kasus gizi buruk di lapangan. Dengan
ditemukannya secara dini kasus-kasus gizi buruk akan memudahkan petugas
untuk melakukan intervensi secara langsung, sehingga diharapkan dalam waktu
satu atau dua tahun ke depan jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo

sudah mulai menurun lagi.

Penyebab utama terjadinya gizi buruk pada Balita di Kabupaten
Situbondo tahun 2019 adalah pengetahun ibu/keluarga yang masih rendah,
yakni sebanyak 82 kasus (50,00%), penyebab terbesar kedua adalah sakit
sebanyak 31 kasus (18,90%), kemudian yang ketiga penyebab kemiskinan
sebanyak 23 kasus (14,02%), penyebab keempat BBLR sebanyak 17 kasus
(10,36%) dan yang terakhir penyebab lain-lain sebanyak 11 kasus (6,70%).
Sebelumnya di tahun 2018 pengetahuan ibu/keluarga juga menjadi penyebab
utama kejadian gizi buruk, yakni 38,73% atau sebanyak 55 kasus. Penyebab
kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tahun 2018 dan 2019 dapat
dilihat pada gambar berikut.
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Grafik 2.13.
Cakupan Komplikasi Kebidanan Ditangani Di Kabupaten Situbondo
Tahun 2015 s/d 2019
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2019

2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai
satu hari sebelum ulang tahun pertama. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant
Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia
satu tahun per

1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling
rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi.
Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan
merefleksikan kondisi sosial- ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan
kesehatannya.

Total kematian bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2019 sebanyak 136
kasus dari 9091 kelahiran hidup, sehingga angka kematian bayi tahun 2019
adalah 14,9 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi terbanyak ada di
Puskesmas Asembagus dan Arjasa, yakni masing-masing sebanyak 15 bayi dan
kematian bayi terendah di Puskesmas Wonorejo yang hanya memiliki 1 (satu)
kematian bayi. AKB Kabupaten Situbondo tahun 2019 mengalami peningkatan
1,7 point dibandingkan tahun 2018, yakni dari 13,2 / 1000 KH pada tahun 2018
(121 kematian bayi) menjadi 14,9 pada tahun 2019 (136 kematian bayi).
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Grafik 2.14.
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2019
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

BBLR masih menjadi penyebab kematian tertinggi pada bayi di Kabupaten
Situbondo tahun 2019, yakni sebanyak 62 kasus kematian atau 45,6%. Asfiksia
menduduki peringkat kedua penyebab kematian bayi tahun 2019 yakni
sebanyak 25 kasus atau sebesar 18,4%. Penyebab kematian bayi di Kabupaten
Situbondo tahun 2019 terlihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.15.
Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Situbondo
Tahun 2019
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Dukungan dan partisipasi bidan dalam melakukan penapisan dan deteksi
resiko tinggi sangat diperlukan sehingga ibu hamil dengan resiko
tinggi/komplikasi yang berpotensi melahirkan bayi dengan komplikasi mendapat
penanganan kesehatan di fasilitas yang memadai sehingga kematian bayi dapat

diminimalkan. Selain itu, adanya program pelatihan-pelatihan yang menunjang

U
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upaya penurunan kematian bayi seperti pelatihan manajemen Asfiksia, pelatihan
standarisasi BBLR, Pelatihan Kelas ibu balita dan peningkatan SDM ibu hamil

juga turut mendukung penekanan AKB.

2.2.6. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram,
yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir.
Jumlah BBLR di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 sebanyak 672 bayi dari
9.091 bayi lahir hidup yang dilahirkan (7,4%). Perkembangan Kasus BBLR di
Kabupaten Situbondo selama lima terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.16.

Perkembangan Kasus BBLR Di Kabupaten Situbondo
Tahun 2015 s.d. 2019
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Selama empat tahun terakhir kasus BBLR di Kabhupaten Situbondo
cenderung mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, yakni dari
7,8% (699 kasus) tahun 2016 menjadi 7,72% tahun 2017 (695 kasus), tahun
2018 kembali menurun menjadi 7,70% (706 kasus) dan tahun 2019 menjadi
7,4% (672 kasus).

Penanganan kasus BBLR perlu mendapat perhatian lebih mengingat dapat
menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bayi, gizi buruk dan bahkan berujung
pada kematian bayi. Pada tahun 2019 BBLR masih menjadi penyebab kematian
tertinggi pada bayi di Kabupaten Situbondo, yakni sebanyak 62 kasus kematian
atau 45,6%. Besarnya kematian karena BBLR banyak disebabkan karena

ANC yang kurang berkualitas serta kompetensi petugas dalam manajemen

"

BBLR yang masih kurang.
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2.2.7. Balita Gizi Buruk

Pada tahun 2019 jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tercatat
sebanyak 156 kasus. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Situbondo
Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.17.
Perkembangan Kasus Gizi Buruk Kabupaten Situbondo

Jumlah Kasus Gizi buruk

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kasus gizi buruk di Kabupaten
Situbondo mengalami peningkatan ditahun 2019 yakni dari 131 kasus pada
tahun 2018 (0,29%) menjadi 156 kasus (0,35%) pada tahun 2019. Dari kasus gizi
buruk yang ditemukan hampir semua adalah dengan penyakit penyerta.
Kenaikan jumlah kasus tersebut disebabkan semakin gencarnya petugas gizi
untuk menemukan secara dini kasus gizi buruk di lapangan. Dengan
ditemukannya secara dini kasus-kasus gizi buruk akan memudahkan petugas
untuk melakukan intervensi secara langsung, sehingga diharapkan dalam waktu
satu atau dua tahun ke depan jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo

sudah mulai menurun lagi.

Penyebab utama terjadinya gizi buruk pada Balita di Kabupaten
Situbondo tahun 2019 adalah pengetahun ibu/keluarga yang masih rendah,
yakni sebanyak 82 kasus (50,00%), penyebab terbesar kedua adalah sakit
sebanyak 31 kasus (18,90%), kemudian yang ketiga penyebab kemiskinan
sebanyak 23 kasus (14,02%), penyebab keempat BBLR sebanyak 17 kasus
(10,36%) dan yang terakhir penyebab lain-lain sebanyak 11 kasus (6,70%).
Sebelumnya di tahun 2018 pengetahuan ibu/keluarga juga menjadi penyebab
utama kejadian gizi buruk, yakni 38,73% atau sebanyak 55 kasus. Penyebab
kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo tahun 2018 dan 2019 dapat
dilihat pada gambar berikut.
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Grafik 2.18.
Penyebab Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Situbondo tahun 2018-2019
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Situbondo Tahun 2019

Dari 156 kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo seluruhnya telah

ditangani sesuai dengan Tata Laksana Anak Gizi Buruk, yaitu melalui :

a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT),

. Rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi,

. Perawatan di TFC (Theurapeutic Feeding Center sebagai tempat
perawatan dan pengobatan anak gizi buruk secara intensif di ruangan
khusus dan ibu/keluarga ikut aktif terlibat.,

. Kontrol kesehatan dan terapi serta edukasi di RPG (Rumah Pemulihan
Gizi) dengan semboyan Situbondo Anti Stunting, yakni pemberian Fe
dan Asam Folat untuk mencegah anemia, Penguatan ASI Ekslusif,
pemberdayaan KADARZI (Keluarga Sadar Gizi) dan penanggulangan KEP,
GAKY dan KVA;

. Belajar pembuatan makanan yang bergizi di TPG (Taman Pemulihan Gizi)
bertujuan mendekatkan pelayanan gizi untuk mencegah gizi buruk dan
intervensi BGM, 2T dan Gizi kurang dengan pemecahan masalah yang
sudah ada di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
Sarasehan kelompok pendukung ASI yang mendukung ibu untuk
percaya diri memberikan ASI dan menjaga kelangsungan menyusui

dan menurunkan prevalensi balita pendek

2.2.8. Kesehatan pada Penduduk Usia Produktif

Sesuai amanat PMK No.4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bi

dang

Kesehatan disebutkan bahwa Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun

-
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(usia produktif) wajib mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan/atau UKBM. Sedangkan
pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang
dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit
tidak menular.

Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi melakukan rujukan jika
diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan. Wanita usia 30-50 tahun
yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual yang
berisiko perlu dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA. Pelayanan skrining
kesehatan usia 15-59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya serta pada
UKBM yang ada dalam bentuk Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu PTM) serta
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah
daerah.

Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif Kabupaten Situbondo
tahun 2019 mencapai 92,79%, dan lebih dari separuhnya berisiko atau
ditemukan memiliki faktor risiko PTM, yakni sebesar 54,29%. cakupan
pelayanan kesehatan Uspro mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir,
baik yang skrining maupun yang sesuai standar seperti terlihat pada Grafik

berikut.

Grafik 2.19.
Cakupan Skrining Uspro dan Pelayanan Kesehatan Uspro Sesuai Standar
Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2019
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang
sangat signifikan pada capaian pelayanan kesehatan Uspro sesuai standar
selama 3 tahun terakhir, yakni dari 7,6% pada tahun 2017 menjadi 92,8%
pada tahun 2019. Sebaliknya, pelayanan kesehatan uspro yang belum sesuai

standar menurun signifikan, yakni dari 27,8% pada tahun 2017 menjadi 1,8%

b
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pada tahun 2019. Hal ini berrati bahwa penerapan SPM bidang kesehatan

di Kabupaten Situbondo terus menunjukkan kemajuan setelah 3 tahun

diterapkan.
2.2.9. Kesehatan Usia Lanjut

Usia lanjut menurut WHO meliputi usia pertengahan (middle age) yaitu
kelompok usia 45 tahun sampai 59 tahun, lanjut usia (elderly) yaitu usia 60
sampai 74 tahun, lanjut usia tua (old) yaitu antara 75 tahun sampai 90 tahun
dan usia sangat tua (very old) yaitu diatas 90 tahun. pelayanan kesehatan Usila
merupakan saleh satu indikator SPM bidang kesehatan sesuai amanat
Permenkes No 4 Tahun 2019, yang menyebutkan setiap Warga Negara Indonesia

usia 60 tahun ke atas (lansia) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar.

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi Edukasi Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat dan skrining faktor risiko penyakit menular dan
penyakit tidak menular. Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang
dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau
kunjungan rumah. Sedangkan Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia
lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk
penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi pengukuran tinggi
badan, berat badan dan lingkar perut; Pengukuran tekanan darah; Pemeriksaan
gula darah; Pemeriksaan gangguan mental; Pemeriksaan gangguan kognitif;
Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; Anamnesa perilaku berisiko.

Jumlah usila di Kabupaten Situbondo tahun 2019 yang sudh akses dengan
pelayanan kesehatan sebanyak 91.941 orang. Namun, dari 91.941 lansia yang
akses dengan pelayanan kesehatan tersebut baru 77.437 jiwa yang sesuai

standar atau sebesar 79,9%.

Grafik 2.20.
Cakupan Skrining Usila dan Pelayanan Kesehatan Usila Sesuai
Standar Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2019
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019
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Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang sangat
signifikan pada capaian pelayanan kesehatan lansia sesuai standar selama 3
tahun terakhir, yakni dari 9,8% pada tahun 2017 menjadi 79,9% pada tahun
2019. Sebaliknya, pelayanan kesehatan lansia yang belum sesuai standar
menurun signifikan, yakni dari 67,9% pada tahun 2017 menjadi 14,9% pada
tahun 2019. Hal ini berarti bahwa penerapan SPM bidang kesehatan di
Kabupaten Situbondo terus menunjukkan kemajuan setelah 3 tahun

diterapkan.

2.2.10. Penyakit Menular TB Paru (TBC)

Penemuan kasus baru TBC tahun 2019 sebesar 1.249 kasus dengan
komposisi 660 pasien laki-laki (52,8%) dan 589 pasien perempuan (47,2%). Dari
1249 kasus baru tersebut 77 di antaranya adalah anak-anak (6,2%). Perkiraan
kasus baru TBC atau Case Detection Rate (CDR) yang sudah ditetapkan tahun
2019 adalah sebesar 1.497. Dengan demikian prosentase pencapaian CDR TBC
Kabupaten Situbondo tahun 2019 adalah 83,4%. Sedangkan Angka Notifikasi
Kasus atau Case Notification Rate adalah angka yang menunjukkan jumlah
pasien baru yang ditemukan dan tercatat di antara 100.000 penduduk di suatu
wilayah tertentu dan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari
tahun ke tahun. Angka Notifikasi Kasus TB Paru all case pada tahun 2019
adalah sebesar 182,9 kasus per 100.000 penduduk.

Program TBC menjadi salah satu pelayanan dasar dalam Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Permenkes No 4. Tahun
2019, yakni Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis. Artinya, setiap
orang terduga TBC harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
Pemeriksaan klinis, Pemeriksaan penunjang dan Edukasi perilaku berisiko dan

pencegahan penularan.

Dari sisi kesembuhan penderita yang diobati, angka yang didapatkan
tahun 2019 adalah 94,8%, sedangkan untuk angka keberhasilan (Success Rate)
penderita TB BTA positif kasus baru pada tahun 2019 sebesar 93,4%. Prosentase
penderita yang meninggal selama masa pengobatan tahun 2019, yaitu 4,2% atau
52 kematian. Trend Angka Kesembuhan dan Angka Keberhasilan Pengobatan
Kabupaten Situbondo Tahun 2015 s.d 2019 disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.21.
Trend Angka Kesembuhan dan Angka Keberhasilan Pengobatan
Tuberculosis Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk
meningkatkan angka kesembuhan Tuberculosis (TBC), yaitu :

a. Pe
mberian Makanan Tambahan (PMT) dan pemberian suplemen vitamin
bagi penderita TB, berupa susu dan pemberian suplemen vitamin untuk
menaikkan berat badan sehingga penderita TB dapat mempunyai status
gizi yang baik.

bi Pe
lacakan kasus TB mangkir oleh petugas TB puskesmas apabila terdapat
penderita TB yang tidak datang mengambil obat.

c. Pembentukan Forum Paguyuban TB sebagai media berbagi informasi
tentang TB sehingga terbentuk keterikatan sosial dan psikologis di antara

sesama penderita TB.

2.2.11. Penyakit Menular Pneumonia

Pneumonia atau infeksi saluran pernafasan akut lebih difokuskan pada
balita karena Pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian balita.
Program ini diutamakan pada upaya penemuan dini dan tata laksana kasus
yang cepat dan tepat terhadap penderita Pneumonia yang ditemukan. Jumlah
penderita Pneumonia balita yang ditangani di Kabupaten Situbondo pada tahun
2019 sebanyak 2.789 kasus.

Upaya peningkatan cakupan pnemonia khususnya bagi kecamatan yang
belum mencapai target melalui :

a. FGD dengan Camat dan Kepala Desa

b. Penentuan target desa
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c. Refresh Tatalaksana Pnemonia bagi petugas wilayah
d. Monitoring Terpadu terkait pelaksanaan MTBS (Manajemen Tata
Laksana Balita Sakit) dengan program KIA diharapkan akan mampu
meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan Pneumonia Balita
2.2.12. Penyakit Menular HIV / AIDS

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan gejala
penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV
(Human Immunodeficiency Virus). Akibat dari penurunan daya tahan tersebut
penderita jadi mudah terserang berbagai macam penyakit infeksi (Infeksi
Oportunistik). Di kabupaten Situbondo, perempuan penderita HIV/AIDS lebih
tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019 tercatat 287 kasus baru HIV
dengan komposisi 127 kasus adalah laki-laki (44,3%) dan 160 kasus
perempuan (55,7%). Berdasarkan kelompok umur kasus HIV didominasi oleh
umur seksual aktif usia 25-49 tahun, yakni sebanyak 202 kasus (70,4%).
Sedangkan kasus baru AIDS Kabupaten Situbondo Tahun 2019 adalah
sebanamyak 205 kasus dengan komposisi 105 kasus adalah laki-laki (51,2%) dan
100 kasus perempuan (48,8%). Berdasarkan kelompok umur kasus AIDS
didominasi usia 30-39 tahun, yakni sebanyak 77 kasus (37,6%).

Berdasarkan amanat Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya direvisi menjadi
Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan  Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan
pemeriksaan HIV sesuai standar kepada setiap orang berisiko terinfeksi HIV,
yakni ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan
warga binaan lembaga pemasyarakatan. Hasil pemeriksaan HIV orang-orang
berisiko terinfeksi HIV tahun 2017 dan tahun 2019 disajikan pada Grafik
berikut.

Grafik 2.22.
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinveksi HIV Th. 2017-2019
120 . - v P
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2019

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang sudah
dilakukan adalah :

a. Peningkatan peran masyarakat dalam bentuk kegiatan Warga Peduli AIDS

b. Pendampingan kelompok beresiko tinggi dan intervensi perubahan perilaku

c. Pemenuhan Reagen HIV 1, 2 dan 3

d. Pengembangan Layanan Konseling dan Testing HIV termasuk IMS di
puskesmas bagi Populasi Beresiko (ibu hamil dan pasien TBC) dan
Populasi Kunci (waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan
lembaga pemasyarakatan)

€. Layanan Pemeriksaan Sampel Darah Terpadu dan Terintegrasi
termasuk PMI dan layanan swasta

f. Kerjasama dengan Dinas Sosial dalam pemberdayaan ekonomi
kreatif berbasis rumah tangga dan kegiatan lain yang menunjang
pemberantasan HIV/AIDS

g. Kerjasama dengan organisasi yang bekerja untuk isu-isu HIV

h. Pengembangan Layanan Konseling dan Testing HIV melalui mobile klinik

1. Revitalisasi Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Situbondo

2.2.13. Penyakit Menular Diare

di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi
Saluran Pernapasan Akut). Sementara UNICEF (Badan Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk urusan anak) memperkirakan bahwa, setiap 30 detik ada satu

anak yang meninggal dunia karena Diare.

Jumlah penderita diare semua umur yang ditangani di sarana kesehatan
Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebesar 15.267 kasus. Sedangkan jumlah
penderita Diare Balita yang ditangani di sarana kesehatan Kabupaten Situbondo

tahun 2019 sebesar 6.284 kasus, atau sebesar 84,6 %.

Tata laksana program Diare pada Balita yang berkualitas melalui Lintas
Diare (Lima Langkah Tuntaskan Diare) :
a. Pemberian Oralit untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi.
b.  Pemberian sirup Zinc sesuai umur selama 10 hari berturut-turut
kepada balita. Zinc dapat mengurangi lama dan beratnya Diare, mencegah
berulangnya Diare selama 2-3 bulan dan mengembalikan nafsu makan

anak.
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c. ASI dan makanan tetap diteruskan sesuai umur anak dengan menu
yang sama pada waktu anak sehat, untuk mencegah kehilangan berat
badan serta pengganti nutrisi yang hilang.

d. Antibiotik hanya diberikan pada diare berdarah, kolera dan diare
dengan masalah lain.

e. Segera kembali ke petugas kesehatan jika ada demam, tinja
berdarah, muntah berulang, makan atau minum sedikit, sangat haus

diare makin sering atau belum membaik dalam 3 hari.

2.3. Aspek Politik dan Ekonomi

2.3.1. Politik

Sebagai ukuran keberhasilan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG
adalah tingkat keterlibatan perempuan dalam berperan aktif di kehidupan
ekonomi dan politik.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-
DPRD, yang menyebutkan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi calon legislatif
perempuan, yang merupakan salah satu capaian penting dalam perjalanan
demokrasi Indonesia.

Dalam tabel berikut di bawah dapat terlihat bahwa keterlibatan perempuan
di parlemen tahun 2019, Kabupaten Situbondo lebih unggul daripada kabupaten
sekitar, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, serta Jawa Timur maupun

nasional, dengan capaian 24,44.

Tabel 2.11.
Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Situbondo,
Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi / Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)
Kabupaten
2019 2018 2017 2016 2015
JAWA TIMUR 18.33 15 15 15 15
BANYUWANGI 26 20 20 - 18
Bonpoweso w111 vieer| o ama 0 | A
SITUBONDO 24.44 24.44 22.22 - 22.22
PROBOLINGGO | 26| 2444 2444|  -| 2444
INDONESIA | 20.52 17:32 17.32 17.32 | 17.32

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019
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Selanjutnya, apabila dilihat dari kesempatan perempuan menduduki posisi
tenaga profesional, Situbondo masih dibawah kabupaten sekitar, Jawa Timur dan
nasional, sebagaimana tabel di bawah, dengan nilai 43,37 persen pada tahun
2019. Namun jika dilihat dari tahun 2018 ke 2019, mengalami kenaikan cukup

signifikan sebesar 4,2 poin dengan nilai pertumbuhan 10,72 persen.

Tabel 2.12.
Perempuan sebagai Tenaga Profesional
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015-2019

Provinsi / Perempuan sebagai Tenaga Profesional {Persen)
Kabupaten
2019 2018 2017 2016 2015
JAWA TIMUR 48.90 47.68 47.36 48.14 46.44
WEMBER... - | idpe0 | side| amiedy T - 490
BANYUWANGI 48.20 46.86 45.71 - 46.55
BONDOWOSO | 4895 4415| 4939  -| 4185
SITUBONDO 43.37 39.17 36.54 - 38.02
INDONESIA 47.46 47.02 46.31 47.59 46.03

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

2.3.2. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, pada umumnya laki-laki memiliki peran dan tanggung
jawab yang besar di sektor ekonomi bagi rumah tangganya dibandingkan
perempuan. Namun demikian, perempuan yang terlibat di sektor ekonomi
menunjukkan trend yang terus meningkat. Keterlibatan perempuan dalam
bekerja ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan untuk bekerja atau
karena adanya motivasi lain.
hal ini dapat terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan yang setiap
tahunnya mengalami peningkatan, dan pada tahun 2019 sebesar 27,62 persen,
naik sebesar 0,18 poin atau naik sebesar 0,66 persen dari tahun 2018. Namun
masih dibawah Jawa Timur dan nasional, meskipun setiap tahun mengalami
kenaikan sejak tahun 2015. Apabila dilihat dari kabupaten sekitar, Situbondo
masih di atas dari Kabupaten Probolinggo, namun masih dibawah Kabupaten

Jember, Banyuwangi dan Bondowoso.
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Tabel 2.13.
Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Situbondo,
Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)

Provinsi / Kabupaten

2019 2018 2017 2016 2015

JAWA TIMUR 3568 | 3564 3563 3552
EveR 0 ooRe| sod0| d0e7| -
BANYUWANGI 31.01| 3098| 3097 -
BoNbowoso | a7aa| 373s| amss| .|
SITUBONDO 27.62| 27.44| 27.40 2
PROBOLINGGO | 2542 2531| 2518| -]
INDONESIA 37.10| 3670| 3662 36.42

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

2.3.2.1. Penduduk Usia Kerja
Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih, yang
termasuk angkatan kerja, baik yang bekerja, atau punya pekerjaan namun

sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tabel 2.14.
Penduduk Usia Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019
Gol . A%0t6 e 2018 L
LK | PR |JumL | LK | PR | JuML LK PR | JUML | LK PR | JumL
15-19 | 21328 | 22751 | 44079 | 21167 | 22556 | 43723 | 21001 | 22373 | 43374 | 20864 | 22173 | 43037
20-24 | 24780 | 25259 | 50039 | 24537 | 25090 | 49627 | 24315 | 24886 | 49201 | 24106 | 24689 | 48795 |
25-29 | 26020 | 26427 | 52447 | 25802 | 26208 | 52010 | 25577 | 26028 | 51605 | 25349 | 25840 | 51189
30-34 | 25513 | 24851 | 50364 | 25378 | 24647 | 50025 | 25224 | 24413 | 49637 | 25048 | 24182 | 49230
35-39 | 26146 | 28259 | 54405 | 26068 | 28175 | 54243 | 25999 | 28099 | 54098 | 25922 | 27991 | 53913
40-44 | 26458 | 26229 | 52687 | 26492 | 26222 | 52714 | 26456 | 26159 | 52615 | 26413 | 26104 | 52517 |
45-49 | 24639 | 25606 | 50245 | 24993 | 25923 | 50916 | 25335 | 26195 | 51530 | 25568 | 26399 | 51967
50-54 | 22152 | 24023 | 46175 | 22491 | 24412 | 46903 | 22813 | 24802 | 47615 | 23174 | 25191 | 48365
55-59 | 20898 | 21459 | 42357 | 21434 | 22160 | 43594 | 21938 | 22812 | 44750 | 22411 | 23441 | 45852
| 60+ | 16937 | 17996 | 34933 | 17562 | 18676 | 36238 | 18183 | 19367 | 37550 | 18756 | 20020 | 38776
JUML 234871 | 242860 | 477731 | 235924 | 244069 479993 236841 245134 481975 237611 246030 483641

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Sebagai tabel tersebut di atas, dapat terlihat bahwa penduduk usia kerja
perempuan di Kabupaten Situbondo lebih tinggi daripada penduduk usia kerja
laki-laki, dengan rata-rata sebesar 50,85 persen mulai tahun 2016 sampai
dengan 2019. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk Kabupaten
Situbondo secara keseluruhan, di mana jumlah penduduk perempuan lebih

besar daripada laki-laki.

E
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2.3.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran

terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.

b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena
merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum molai bekerja.

Grafik 2.23.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo, Daerah Sekitar,
Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

6,18

5,61 5,5
. ’ 5,34
\* ‘_

g «=@=Situbondo -8~ Jatim =~ Nasional -3¢~ Daerah Sekitar

©C = N W ~ O O

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019

Perkembangan TPT di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2015
menunjukkan trend penurunan yang cukup signifikan sampai tahun 2019
sebesar 2,82, dan terendah nomor 8 (delapan) se-Jawa Timur. Dan apabila
dibandingkan rata-rata/ agregat capaian daerah sekitar dan provinsi serta
nasional, TPT Situbondo menduduki posisi terendah.

Apabila dilihat dari jumlah pencari kerja menurut jenis kelamin pada
tahun 2019, tampak bahwa jenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-
laki, sebesar 51,33 persen. Sedangkan menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan tahun 2019, untuk SD, SMP, Diploma, dan Universitas, pencari kerja
perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 58,95 persen. Data lebih
lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.15.
Jumlah Pencari Kerja menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Pendidikan Jumlah Pencari kerja menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Jiwa)
Tertinggi Yang =
. . Ditamatkan Lakl-lla'kl_ _ L Perempuan . Jumlah .
2018 . 2017 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016
Sekolah Dasar 1 = - 1 13 4 3 - 14 4 3 1
SelMeREYEan e el el i ol el m el ol g e 5
Pertama _
i‘::;"ah Menengah | oce| 164 | 129 | 151| 196| 125| 86| 85| 464 | 289 | 215| 236
S b o o s s B
Kejurtianais o0 0P Fi e e il e s i
Diploma 37 43 29 54 60 67 95 57 97 110 | 124 | 111
‘Universitas | 180 209 | 112 | 215| 235| 276 | 123 218 | 415| 485| 362 | 433
Jumlah 495 | 554 | 367 | 527 | 522| 556 | 362 | 447 | 1017 | 1110 | 729 974J

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019

Tabel 2.16.
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Berasal dari
Kabupaten Situbondo menurut Kecamatan dan Jenis
Kelamin, Tahun 2019

1 | Sumbermalang 2
2 | Jatibanteng 6 3 9
3 | Banyuglugur 12 15 27
4 | Besuki 40 32 72
5 | Suboh 12 14 26
6 | Mlandingan 18 17 35
7 | Bungatan 16 13 29
8 | Kendit 15 26 41
9 | Panarukan 69 75 144
10 | Situbondo 72 94 166
11 | Mangaran 29 18 47
12 | Panji 93 90 173
13 | Kapongan 27 27 54
14 | Arjasa 17 14 31
15 | Jangkar 16 21 37
16 | Asembagus 37 38 75
17 | Banyuputih 14 31 45
Jumlah 495 532 1017

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019

2.3.2.3. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk
konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari
pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya

B

anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.
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Grafik 2.5.
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

10.097

9.692

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019

Tabel 2.17.
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015-2019
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu
; Rupiah/Orang/Tahun) °

Provmm/l(aipupaten Perempuan Laki-laki

2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015

JAWA TIMUR 10137 | 9820 | 9580 | 9459 | 9264.48 | 16837 14579.32
Jember | 6242 | 6026|5800 | - |5673.93 | 14732 | 14025 | 13462 | - | 12772.82
Banyuwangi 8047 | 7810 | 7516 - | 7126.32 | 19421 | 18701 | 18124 - | 16785.13
Bondowoso | 95409249 | 9032 |  -|8623.95 | 14685 | 14453 | 13849 | - | 1299276
Situbondo 7776 | 7447 | 7077 - | 6782.12 | 15457 | 14934 | 14041 - | 13247.96
Probolinggo | 7573|7342 7077 |  -]6999.24 | 17320 | 16801 | 16173 | - | 15478.30
| INDONESIA 9244 | 9042 | 8752 | 8591 | 8464.16 | 15866 | 15546 | 14932 | 14554 | 14163.15

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015-2019

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin di
Kabupaten Situbondo, perempuan berada di bawah laki-laki dengan perbedaan
yang cukup signifikan, yaitu sebesar 7681 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun
2019, dan sebesar 7487 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2018. Seperti
halnya Situbondo, di kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional juga memiliki
trend yang sama, dimana pengeluaran per kapita perempuan berada di bawah

pengeluaran per kapita laki-laki.
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BAB III
ISU GENDER

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Situbondo masih
dibawah Jawa Timur dan nasional, meskipun tiap tahun mengalami kenaikan.
Apabila IPM dilihat dari jenis kelamin, akan tampak bahwa IPM perempuan
selalu berada di bawa IPM laki-laki. Pada tahun 2019, terdapat perbedaan
9.37 poin, tahun 2018 sebesar 9,61 dan tahun 2017 sebesar 9,44. Dari angka
tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan 9 poin lebih, meskipun
pada tahun 2019 sudah mulai menurun sebesar 0,24 poin.

Sedangkan pada indikator Indeks Pembangunan Gender atau IPG,
menunjukkan kenaikan sebesar 0,42 poin pada tahun 2019 dibandingkan
tahun 2018. Namun masih pada posisi di bawah Jawa Timur dan nasional,
meskipun lebih tinggi daripada Kabupaten Banyuwangi, Jember dan
Probolinggo.

Untuk indikator Indeks Permberdayaan Gender atau IDG, Situbondo
mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,27 poin. IDG Situbondo
berada di atas Kabupaten Jember, Bondowoso dan Probolinggo, namun masih
belum mendongkrak posisi Situbondo di bawah Banyuwagi, Jawa Timur dan

nasional.

3.1. Permasalahan Gender

3.1.1. Bidang Pendidikan

Isu Gender Bidang Pendidikan meliputi :

a. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah perempuan daripada
angka rata-rata lama sekolah laki-laki. Pada tahun 2019 angka rata-
rata lama sekolah perempuan sebesar 5,44 dan tahun 2018 sebesar
5,43. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah laki-laki tahun 2019
sebesar 6,93 dan tahun 2018 sebesar 6,92. Hal ini menandakan
bahwa jumlah tahun yang dipergunakan penduduk perempuan usia
sekolah untuk menjalani pendidikan formal adalah 5 tahun,
sedangkan untuk penduduk laki-laki usia sekolah adalah 6 tahun.

b. Masih melekat kuat budaya masyarakat untuk menikahkan anak-
anak pada usia muda. Pada tahun 2019 jumlah pernikahan usia dini
laki-laki sebanyak 113 orang atau 84,96 persen, dan pernikahan usia

dini perempuan sebanyak 20 orang atau 15 persen, dari total jumlah
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pernikahan usia dini. Apabila dibandingkan total jumlah pernikahan
di Kabupaten Situbondo, prosentase pernikahan usia dini tahun
2019 sebesar 2,31 persen, dan tahun 2018 sebesar 2,07 persen.
Dengan masih melekatnya budaya untuk menikahkan anak pada
usia muda, salah satunya membuat angka putus sekolah masih
cukup tinggi.

c. Tingginya angka putus sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dan
SMP/MTS. Tinggi angka putus sekolah atau APS di Kabupaten
Situbondo merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Kenaikan
APS SD/MI tahun 2019 dari tahun 2018 sebesar 183,33 persen,
sedangkan kemaikan APS SMP/MTS tahun 2019 dari tahun 2018
sebesar 49,23 persen. Hal ini menunjukkan anak yang berhenti
sekolah sebelum tamat SD/MI masih lebih tinggi, jika dibandingkan
dengan anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SMP/MTS.

d. Angka Partisipasi Murni perempuan SMP/MTS turun dari Angka
Partisipasi Murni  perempuan SD/MI. Pada tahun 2019 APM
perempuan SMP/MTS sebesar 81,79 persen, sedangkan APM
Perempuan SD/MI sebesar 104,29 persen. Hal ini menandakan
bahwa keterlibatan perempuan di jenjang pendidikan SMP/MTS
mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan
dengan keterlibatan perempuan di jenjang pendidikan SD/MI. salah
satu faktor penyebabnya adalah pernikahan usia dini yang masih

cukup tinggi di Situbondo.

3.1.2. Bidang Kesehatan

Isu Gender Bidang Kesehatan meliputi :

a. Angka Kematian Ibu atau AKI mengalami kenaikan sejak tahun 2017
sampai dengan 2019. AKI tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar
39,73 persen dari tahun 2018, dan AKI Tahun 2018 mengalami
kenaikan sebesar 27,52 persen dari tahun 2017. Sementara
sebelumnya, AKI tahun 2017 justru mengalami penurunan yang
cukup signifikan dari tahun 2016 sebesar 41,43 persen.

Hal ini menunjukan masih banyaknya permasalahan yang harus
segera ditangani untuk penyelesaiannya. Beberapa permasalahan
yang dijumpai di lapangan terkait upaya penurunan AKI adalah :

1) Pelaksanaan Sistem rujukan yang belum sepenuhya sesuai SOP

dari tingkat bawah/ wilayah sampai dengan Rumah sakit;
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2) Kurangnya sarana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang
menjadi rujukan persalinan terutama pada kasus nyeri kepala
yang tidak hilang dengan therapy (MRI dan CT Scan);

3) Pelayanan  Ante Natal Care atau ANC  kurang optimal
dikarenakan belum semua petugas melakukan analisa hasil
pemeriksaan sebagai bahan tindak lanjut pelayanan;

4) Belum semua bidan mengikuti Pelatihan Kegawat Daruratan
Maternal dan Neonatal;

5) Keterbatasan tenaga Bidan di wilayah sehingga
penanggungjawab wilayah adalah bidan magang yang sering
dilakukan rotasi;

6) Sebagian wilayah terpencil dengan kondisi geografis yang sulit
sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan kegawat

daruratan maternal perinatal;

. Trend Angka Kematian Bayi atau AKB masih menunjukkan

peningkatan. Apabila dilihat dari perkembangan AKB, tahun 2019
mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 12,88 persen,
namun di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18 persen dari
tahun 2017. Sedangkan di tahun 2017 mengalami kenaikan dari
tahun 2016 sebesar 36,18 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa
upaya untuk menurunkan AKB masih merupakan prioritas untuk
penyelesaiannya. Hambatan yang ditemui di lapangan adalah :

1) Keterbatasannya Sarana Prasarana dan SDM di Rumah Sakit
Rujukan (Oksigen central ruang Perinatologi, CPAP dan
Ventilator);

2) Belum adanya komitmen bersama dalam penatalaksanaan Ibu
Hamil dengan kontraksi dini yang beresiko persalinan prematur
antara Rumah Sakit dengan Puskesmas;

3) Perilaku dan budaya dari masyarakat setempat yang tidak
mendukung upaya penurunan AKB, misal pengambilan
keputusan yang terlambat dikarenakan permasalahan biaya
karena belum semua masyarakat memiliki kepesertaan JKN baik
mandiri maupun PBI;

4) Masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap orang
yang dituakan dalam perawatan bayi,

5) Banyaknya Kasus BBLR yang sebagian besar adalah persalinan

premature;
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6) Pengetahuan masyarakat tentang bayi resiko tinggi (terutama bayi
berat lahir rendah < 2500 gram atau BBLR) masih rendah.

Kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) cenderung
mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Selama empat
tahun terakhir kasus BBLR di Kabupaten Situbondo cenderung
mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, yakni dari
7,8% (699 kasus) tahun 2016 menjadi 7,72% tahun 2017 (695
kasus), tahun 2018 kembali menurun menjadi 7,70% (706 kasus)
dan tahun 2019 menjadi 7,4% (672 kasus).

Balita Gizi Buruk mengalami peningkatan di satu tahun terakhir.
Kasus gizi buruk di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan
ditahun 2019 yakni dari 131 kasus pada tahun 2018 (0,29%) menjadi
156 kasus (0,35%) pada tahun 2019.

. Sebagian masyarakat masih enggan memeriksakan kehamilannya

pada usia muda. Hal ini terjadi karena adanya anggapan masyarakat
bahwa ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di usia kehamilan
yang masih muda itu pamali dan mengakibatkan akan kehilangan
bayinya.

Penyakit menular seperti tuberculosis, pneumonia, diare, HIV/AIDS,
sebagian besar penderitanya adalah perempuan dan anak-anak. Dari
kasus baru tubercolosis, 6,2 persennya adalah anak-anak. Untuk
Pneumonia masih merupakan kasus utama kematian balita,
sedangkan diare adalah kasus nomor dua yang menyebabkan
kematian balita. Di Situbondo, 84,6 persen penderita diare adalah
balita. Sedangkan HIV/AIDS, perempuan penderita HIV/AIDS lebih
tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 55,7 persen.

Bidang Ekonomi

Isu gender Bidang Ekonomi meliputi :

a.

Informasi pasar kerja belum sepenuhnya bisa diakses oleh
masyarakat, latar pendidikan yang rendah;

Sumber daya manusia pencari kerja masih rendah. Pencari kerja
dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD dan SMP,
perempuan masih lebih tinggi daripada pria, dengan persentase 4,02
persen, atau 21 perempuan dari 522 perempuan pencari kerja.
Sedangkan laki-laki, hanya 2,02 persen, atau 10 laki-laki dari 495

laki-laki pencari kerja;
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Rendahnya tingkat kemampuan pelaku usaha mikro untuk
beradaptasi terhadap pengembangan teknologi informasi;

Aspek manajemen dan permodalan serta aspek usaha yang
dijalankan oleh koperasi masih rendah;

Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dalam
bidang kepariwisataan;

Masih belum maksimalnya peran masyarakat sekitar obyek wisata
dalam pengembangan wisata;

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kelompok tani masih
kurang dalam penerapan teknologi budidaya pertanian;

Minimnya akses permodalan dan sarana prasarana produksi bagi
Industri Kecil Menengah;

Kurangnya pengetahuan manajemen produksi dan usaha Industri

Kecil Menengah.

Bidang Publik

Isu gender di Bidang Publik meliputi :

a.

Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan
laki-laki, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan
data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia atau BKPSDM Kabupaten Situbondo per tahun 2019,
didapatkan data bahwa pejabat eselon II perempuan sebesar 8,3
persen, pejabat eselon III perempuan sebesar 19,88 persen, pejabat
eselon IV perempuan sebesar 30,35 persen;

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai 30
persen. Prosentase keterwakilan perempuan tahun 2019 dan 2018
sebesar 24,44 persen, Meskipun belum mencapai 30 persen, namun

angka ini naik dari tahun 2017 yaitu 22, 22 persen,;

c. Fungsi dan peran pokja PUG Kabupaten masih belum optimal;

3.1.5.

. Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan

kebijakan dan perencanaan pembangunan yang masih terbatas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

meliputi :

a. Masih adanya marginalisasi terhadap perempuan;

b. Masih adanya marginalisasi terhadap disabilitas;
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c. Minimnya pendidikan. Pengetahuan dan ketrampilan kaum
perempuan sehingga kurang memiliki daya saing di dunia kerja;

d. Kurangnya pemahaman tenang pemenuhan hak tumbuh kembang
dan perlindungan anak di masyarakat;

e. Belum semua  pemangku  kepentingan yang memahami
pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan;

f. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Isu Gender

Dari berbagai macam permasalahan tersebut di atas, didapatkan isu
gender yang utama adalah Penurunan Kemiskinan. Isu penurunan
kemiskinan, ditangani melalui program-program penanggulangan dan
pengentasan kemiskinan Di Kabupaten Situbondo. Program ini
dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran
masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong
kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-
program pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara yaitu :
a. mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti
misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti
air bersih, jalan desa sebagainya;

b. meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan hampir miskin
dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha
ekonomi, stimulan modal kerja/usaha, pasar desa dan kegiatan
pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui

teknologi tepat guna.
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BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER

PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Daerah

Dalam setiap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten

Situbondo, isu gender merupakan permasalahan utama yang

merupakan prioritas pemerintah kabupaten dalam penyelesaiannya. Hal

ini tergambar jelas pada :

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun
2019;

Peraturan BupatiSitubondoNomorl13Tahun 2016 Tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2017 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2018;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019;
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2020;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2020;
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j.  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Kabupaten Situbondo;

4.2. PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi dan
status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi
sosial, budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Perbedaan
gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan, misalnya
seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab
tertentu karena perempuan/laki-laki, dan bukan karena kemampuan
yang dimiliki. Untuk mengatasi kesenjangan gender, Pemerintah melalui
Inpres Nomor 9 Tahun 2000, menerapkan strategi PUG untuk
meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
PUG merupakan strategi yang mengintegrasikan perspektif gender dalam
pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk
mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yang lebih adil
dan merata.

Dalam pelaksanaan PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh
prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data,

alat analisis dan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1.
Prasyarat Pengarusutamaan Gender
No Prasyarat PUG Keterangan
1, Komitmen Adanya komitmen politik dan kepemimpinan

lembaga, misalnya komitmen yang tertuang

dalam RPJMD dan Renstra

2. Kebijakan Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud
komitmen pemerintah yang ditujukan bagi
perwujudan kesetaraan gender di berbagai
bidang pembangunan (kebijakan, strategi,
program, panduan, juklak/juknis dll).

3. Kelembagaan Adanya struktur dan mekanisme pemerintah

yang mendukung pelaksanaan PUG seperti

Pokja PUG, focal point, forum dan tim.
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No Prasyarat PUG Keterangan

4.

Sumber Daya Adanya sumber daya yang memadai, yaitu :
Sumber Daya Manusia yang memiliki
kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan
analisis gender.

Sumber dana yang memadai untuk

pelaksanaan PUG dan ARG.

5. Data Terpilah Adanya sistem informasi dan data terpilah
menurut jenis kelamin.
6. Alat Analisis Ada alat analisis, untuk perencanaan,
penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
7. Partisipasi Adanya dorongan masyarakat madani kepada
Masyarakat pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Berdasarkan tujuh prasayarat pengarusutamaan gender tersebut di

atas, untuk kondisi di Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Komitmen

Komitmen Bupati Situbondo dalam melaksanakan Pengarusutamaan

PUG dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses,

kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain :

a.

Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG);

Penguatan kelembagaan PUG;

Penyusunan dan pengembangan data terpilah melalui
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan

Pengembangan statistik gender.

Adapun komitmen Pemerintah Daerah yang terkait gender,

disabilitas, kelompok marginal dan rentan, terdapat pada aturan

berikut :

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang

Penanggulangan Kemiskinan;
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¢. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kriteria
dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin;
d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG).

Selain itu, komitmen juga tersirat dan tertuang pada internal proses
perspektif, yang merupakan serangkaian proses yang harus
dilakukan, yaitu :

a. Adanya Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo yang
Efektif.Kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang
efektif, yang berorientasi pada ketepatan sasaran. Hal ini dapat
dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang
terarah dan fokus, dengan alat ukur keberhasilan pembangunan
yang jelas dan terukur. Sedangkan sasaran pemanfaat
pembangunan adalah seluruh masyarakat, baik perempuan dan
laki-laki, kelompok marginal, rentan, disabilitas, anak dan lansia.

b. Terwujudnya masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri,
serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan. Kata
“berkeadilan” dalam rumusan Visi Situbondo tersebut
mengandung makna bahwa upaya untuk pencapaian
kesejahteraan masyarakat = Situbondo dan = mengurangi
kesenjangan sosial, harus dilakukan secara menyeluruh, dengan
dilandasi keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan
kelompok/wilayah yang masih lemah, dengan komitmen yang
sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran secara drastis, dan menyediakan akses yang sama
bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial, sarana dan prasarana
ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek
terhadap gender.

Salah satu wujud komitmen Situbondo untuk berkeadilan di
setiap sendi pembangunan, dengan ditetapkannya
“Situbondosebagai Kabupaten Inklusif Ramah Disabilitas di
Indonesia.”Dicanangkan pada saat Hari Disabilitas Internasional
Tahun 2018.Situbondo telah memiliki Road Map Situbondo
Kabupaten Inklusi 2018-2022. Adapun prinsip-prinsip Kabupaten

Situbondo Inklusif ramah disabilitas adalah :



62

1) Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu termasuk
kebebasan di dalam menentukan pilihan-kemandirian
penyandang disabilitas;

2) Non Diskriminasi,

3) Partisipasi dan inklusi penuh dan efektif di masyarakat;

4) Penghormatan kepada perbedaan penyandang disabilitas dan
penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian
dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;

5) Persamaan kesempatan;

6) Aksesbilitas;

7) Kesetaraan antara pria dan wanita,

8) Penghormatan kepada kapasitas perkembangan anak dengan
disabilitas/ABK, serta penghormatan terhadap hak-hak anak
dengan disabilitas untuk menjaga indentitas mereka.

c. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
program pembangunan yang partisipatif. Kata “partisipatif”
dalam rumusan tersebut menggambarkan metode yang digunakan
dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program
pembangunan. Metode partisipatif merupakan metode pelibatan
masyarakat secara proporsional, yang menumbuhkan keterlibatan
seluruh elemen masyarakatsehingga mempresentasikan
kebutuhan masyarakat untuk memperoleh hak yang sama sebagai

warga negara terlepas dari perbedaan apapun.

2. Kebijakan
Kebijakan pembangunan gender di Kabupaten Situbondo, tergambar
dengan jelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka
Pendek.Hal itu Nampak jelas dari penjelasan sebelumnya pada angka

4.1.tersebut di atas.

3. Kelembagaan
Kelembagaan PUG di Kabupaten Situbondo ditandai dengan adanya :
a. Tim Driver Kabupaten, yang merupakan Tim Penggerak
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo;
b. Pokja PUG, yang merupakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan

Gender Kabupaten Situbondo;
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Rendahnya tingkat kemampuan pelaku usaha mikro untuk
beradaptasi terhadap pengembangan teknologi informasi;

Aspek manajemen dan permodalan serta aspek usaha yang
dijalankan oleh koperasi masih rendah;

Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dalam
bidang kepariwisataan;

Masih belum maksimalnya peran masyarakat sekitar obyek wisata
dalam pengembangan wisata;

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kelompok tani masih
kurang dalam penerapan teknologi budidaya pertanian;

Minimnya akses permodalan dan sarana prasarana produksi bagi
Industri Kecil Menengah;

Kurangnya pengetahuan manajemen produksi dan usaha Industri

Kecil Menengah.

Bidang Publik

Isu gender di Bidang Publik meliputi :

a.

3.1.5.

Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan
laki-laki, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan
data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia atau BKPSDM Kabupaten Situbondo per tahun 2019,
didapatkan data bahwa pejabat eselon II perempuan sebesar 8,3
persen, pejabat eselon III perempuan sebesar 19,88 persen, pejabat
eselon IV perempuan sebesar 30,35 persen;

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai 30
persen. Prosentase keterwakilan perempuan tahun 2019 dan 2018
sebesar 24,44 persen, Meskipun belum mencapai 30 persen, namun
angka ini naik dari tahun 2017 yaitu 22, 22 persen;

Fungsi dan peran pokja PUG Kabupaten masih belum optimal;

Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan

kebijakan dan perencanaan pembangunan yang masih terbatas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

meliputi :

a. Masih adanya marginalisasi terhadap perempuan,

b. Masih adanya marginalisasi terhadap disabilitas;
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c. Minimnya pendidikan. Pengetahuan dan ketrampilan kaum
perempuan sehingga kurang memiliki daya saing di dunia kerja;

d. Kurangnya pemahaman tenang pemenuhan hak tumbuh kembang
dan perlindungan anak di masyarakat;

e. Belum semua  pemangku kepentingan yang memahami
pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan;

f. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Isu Gender

Dari berbagai macam permasalahan tersebut di atas, didapatkan isu
gender yang utama adalah Penurunan Kemiskinan. Isu penurunan
kemiskinan, ditangani melalui program-program penanggulangan dan
pengentasan kemiskinan Di Kabupaten Situbondo. Program ini
dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran
masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong
kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-
program pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara yaitu :

a. mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti
misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti
air bersih, jalan desa sebagainya;

b. meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan hampir miskin
dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha
ekonomi, stimulan modal kerja/usaha, pasar desa dan kegiatan
pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui

teknologi tepat guna.
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BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER

PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Daerah

Dalam setiap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten

Situbondo, isu gender merupakan permasalahan utama yang

merupakan prioritas pemerintah kabupaten dalam penyelesaiannya. Hal

ini tergambar jelas pada :

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun
2019;

Peraturan BupatiSitubondoNomor13Tahun 2016 Tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2017 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2018;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019;
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2020;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2020;
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J.  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Kabupaten Situbondo;

4.2. PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi dan
status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi
sosial, budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Perbedaan
gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan, misalnya
seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab
tertentu karena perempuan/laki-laki, dan bukan karena kemampuan
yang dimiliki. Untuk mengatasi kesenjangan gender, Pemerintah melalui
Inpres Nomor 9 Tahun 2000, menerapkan strategi PUG untuk
meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
PUG merupakan strategi yang mengintegrasikan perspektif gender dalam
pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk
mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yang lebih adil
dan merata.

Dalam pelaksanaan PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh
prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data,

alat analisis dan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1.
Prasyarat Pengarusutamaan Gender

No Prasyarat PUG Keterangan

Komitmen Adanya komitmen politik dan kepemimpinan
lembaga, misalnya komitmen yang tertuang

dalam RPJMD dan Renstra

2. Kebijakan Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud
komitmen pemerintah yang ditujukan bagi
perwujudan kesetaraan gender di berbagai
bidang pembangunan (kebijakan, strategi,

program, panduan, juklak/juknis dll).

3. Kelembagaan Adanya struktur dan mekanisme pemerintah

yang mendukung pelaksanaan PUG seperti

Pokja PUG, focal point, forum dan tim.
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No Prasyarat PUG Keterangan

4.

Sumber Daya Adanya sumber daya yang memadai, yaitu :
Sumber Daya Manusia yang memiliki
kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan
analisis gender.

Sumber dana yang memadai untuk
pelaksanaan PUG dan ARG.

S. Data Terpilah Adanya sistem informasi dan data terpilah
menurut jenis kelamin.
6. Alat Analisis Ada alat analisis, untuk perencanaan,
penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
7. Partisipasi Adanya dorongan masyarakat madani kepada
Masyarakat pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Berdasarkan tujuh prasayarat pengarusutamaan gender tersebut di

atas, untuk kondisi di Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Komitmen

Komitmen Bupati Situbondo dalam melaksanakan Pengarusutamaan

PUG dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses,

kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain :

a.

Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG);
Penguatan kelembagaan PUG;

. Penyusunan dan pengembangan data terpilah melalui

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan

Pengembangan statistik gender.

Adapun komitmen Pemerintah Daerah yang terkait gender,

disabilitas, kelompok marginal dan rentan, terdapat pada aturan

berikut :

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang

Penanggulangan Kemiskinan;
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c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kriteria
dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin;

d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG).

Selain itu, komitmen juga tersirat dan tertuang pada internal proses
perspektif, yang merupakan serangkaian proses yang harus
dilakukan, yaitu :

a. Adanya Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo yang
Efektif.Kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang
efektif, yang berorientasi pada ketepatan sasaran. Hal ini dapat
dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang
terarah dan fokus, dengan alat ukur keberhasilan pembangunan
yang jelas dan terukur. Sedangkan sasaran pemanfaat
pembangunan adalah seluruh masyarakat, baik perempuan dan
laki-laki, kelompok marginal, rentan, disabilitas, anak dan lansia.

b. Terwujudnya masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri,
serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan. Kata
“berkeadilan” dalam rumusan Visi Situbondo tersebut
mengandung makna bahwa upaya untuk pencapaian
kesejahteraan masyarakat  Situbondo dan = mengurangi
kesenjangan sosial, harus dilakukan secara menyeluruh, dengan
dilandasi keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan
kelompok/wilayah yang masih lemah, dengan komitmen yang
sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran secara drastis, dan menyediakan akses yang sama
bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial, sarana dan prasarana
ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek
terhadap gender.

Salah satu wujud komitmen Situbondo untuk berkeadilan di
setiap sendi pembangunan, dengan ditetapkannya
“Situbondosebagai Kabupaten Inklusif Ramah Disabilitas di
Indonesia.”Dicanangkan pada saat Hari Disabilitas Internasional
Tahun 2018.Situbondo telah memiliki Road Map Situbondo
Kabupaten Inklusi 2018-2022. Adapun prinsip-prinsip Kabupaten

Situbondo Inklusif ramah disabilitas adalah :
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1) Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu termasuk
kebebasan di dalam menentukan pilihan-kemandirian
penyandang disabilitas;

2) Non Diskriminasi;

3) Partisipasi dan inklusi penuh dan efektif di masyarakat;

4) Penghormatan kepada perbedaan penyandang disabilitas dan
penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian
dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;

S) Persamaan kesempatan;

6) Aksesbilitas;

7) Kesetaraan antara pria dan wanita;

8) Penghormatan kepada kapasitas perkembangan anak dengan
disabilitas/ABK, serta penghormatan terhadap hak-hak anak
dengan disabilitas untuk menjaga indentitas mereka.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

program pembangunan yang partisipatif. Kata “partisipatif’

dalam rumusan tersebut menggambarkan metode yang digunakan
dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program
pembangunan. Metode partisipatif merupakan metode pelibatan
masyarakat secara proporsional, yang menumbuhkan keterlibatan
seluruh elemen masyarakatsehingga mempresentasikan
kebutuhan masyarakat untuk memperoleh hak yang sama sebagai

warga negara terlepas dari perbedaan apapun.

2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan gender di Kabupaten Situbondo, tergambar

dengan jelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka

Pendek.Hal itu Nampak jelas dari penjelasan sebelumnya pada angka

4.1.tersebut di atas.

3. Kelembagaan

Kelembagaan PUG di Kabupaten Situbondo ditandai dengan adanya :

a.

Tim Driver Kabupaten, yang merupakan Tim Penggerak

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo;

. Pokja PUG, yang merupakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan

Gender Kabupaten Situbondo;
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c. Focal Point PUG, yang merupakan Tim Penggerak Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah;

d. Fasilitator PUG, yang merupakan seseorang yang memiliki
kemampuan untuk memfasilitasi, atau membantu percepatan

pelaksanaan PUG di Kabupaten Situbondo.

4. Champion

Kabupaten Situbondo memiliki Gender Champion, yang merupakan
penghargaan yang diberikan kepada seseorang baik itu pribadi atau
pejabat, aktifis LSM atau tokoh masyarakat yang peduli.Ini terkait
dengan perkembangan dan kemajuan Pengarusutamaan Gender
(PUG). Selain itu juga mendorong atau memberikan kontribusi untuk
pencapaian kesetaraan gender di daerah.

Gender Champion di Kabupaten Situbondo adalah Hj. Umi Kulsum,
SH, dan diberikan piagam penghargaan dari Bupati Situbondo.

5. Data Terpilah
Sebagai upaya percepatan pembangunan responsif gender,
memberikan  pelayanan  terbaik kepada  masyarakat dan
mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah, Kabupaten
Situbondo membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi
yang terpilah sesuai kebutuhan perangkat daerah, dengan berbagai
macam aplikasi yaitu :
a. Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif(DTD-
AKP),
b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
c. Sistem Informasi Pengendalian Sampah(SiPesah);
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)Kabupaten
Situbondo;
Ekonomi Kebersamaan(Kobessa);
UTD PMI;
Kuesioner BAPPEDA;
. SDTIK (Sumber Daya TIK);
DILAN (Dashboard Informasi dan Laporan ASN);

R th O

e

j. Dinas Kesehatan;
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Pengaturan sistem tekonologi informasi dan komunikasi Situbondo
adalah sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan daerah dengan
pemanfaatan  Teknologi Informasi dan Komunikasi  untuk
menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya
yang ada di dalam daerah dengan lebih efektif dan efisien untuk
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung
pembangunan yang berkelanjutan, yang selanjutnya disebut Situbondo
Smart Society, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Situbondo Smart

Society.

. Alat Analisis

Alat analisis gender yang digunakan oleh Kabupaten Situbondo
adalah Gender Analisis Pathway (GAP), sejak tahun 2013. Kegiatan
yang telah dianalisis kemudian dituangkan dalam GBS untuk
dialokasikan anggarannya dan dilampirkan dalam RKA Perangkat
Daerah. Dengan demikian analisis gender telah direspon dengan
sejumlah anggaran untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi.
Kegiatan yang telah merespon isu gender harus dimonitoring dan
dievaluasi pelaksanaannya, apakah telah sesuai sebagaimana tujuan
yang diharapkan untuk mengurangi kesenjangan gender, karena
anggaran responsif gender bekerja dengan menelaah dampak yang
terjadi, apakah anggaran yang telah dialokasikan memberikan

dampak sebagaimana yang diharapkan.

. Partisipasi Masyarakat

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan
pelaksanaan pengarusutamaan gender, salah satunya dapat berupa
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan
melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan dan
perundang-undangan yang berkaitan dengan  perlindungan
kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyediaan media
komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahaan kekerasan
terhadap perempuan dan anak di keluarga, masyarakat, lembaga
pendidikan dan ruang-ruang publik, dan melaporkan kepada pihak

berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak perempuan dan
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anak.Selain itu, ikut serta aktif dalam tahapan proses perencanaan

pembangunan di kabupaten.

4.3. Penguatan Kelembagaan PUG di Daerah

L.

Tim Driver Kabupaten

Dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor
188/277/P/004.2/2019 Tim Penggerak (Driver) Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Kabupaten Situbondo. Adapun susunan

tim driver ini melibatkan unsur Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, unsur Sekretariat Daerah, unsur Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

Adapun tugas tim penggerak atau tim driver adalah :

a.

Meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender atau PPRG dalam
Penyusunan RKA-SKPD;

Melakukan peningkatan kapastias Sumber Daya Manusia
bidang perencanaan di setiap OPD dalam pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender serta PPRG di OPD;

Meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan
Gender dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis OPD,
RKPD dan Rencana Kerja OPD;

Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender serta PPRG di OPD;

Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada OPD dalam
pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui
PPRG:

Meneliti dokumen PPRG sebagai lampiran di dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran atau DPA:

Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh OPD
mengenai Pengarusutamaan Gender dan PPRG;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
Situbondo melalui Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Kabupaten Situbondo.
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2. Pokja PUG

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor

188/283/P/004.2/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan

Gender Kabupaten Situbondo.

Adapun tugas tim pokja PUG adalah :

a.

Mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender
pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan
gender pada masing-masing Organsasi Perangkat Daerah
(OPD);

Menyusun program kerja setiap tahun,

Mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif gender;
Menyusun rencana kerja kelompok kerja pengarusutamaan
gender setiap tahun;

Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
Memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit
kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil
gender Kabupaten Situbondo;

Melakukan pemantauan pelaksanaan pangarusutamaan
gender pada masing-masing OPD;

Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap
anggaran daerah;

Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal
Point di masing-masing OPD;

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

3. Focal Poin PUG

Di setiap Perangkat Daerah, telah dibentuk dan ditetapkan Focal

Point PUG, yang masing-masing ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Perangkat Daerah.

Adapun tugas Focal Poin PUG adalah :

a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;

b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran

yang responsive gender;
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c. Melaksanakan advokasi pengarusutamaan gender kepada
seluruh pejabat dan staf di lingkungan unit kerja;

d. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan,
program, dan kegiatan pada unit kerja;

e. Memfasilitas penyusunan data gender pada unit kerja;

f. Melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada

kepala OPD.

4. Fasilitator PUG
Adanya fasilitator PUG Kabupaten yang telah mengikuti “Training of
Fasilitator PUG/PPRG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”.

Penguatan Peran serta Masyarakat

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat ini tergambar jelas pada
SINERGI (Situbondo Inklusi Terintegrasi), yang merupakan wadah
integrasi program pembangunan pemerintah daerah, yang meliputi
Pemerintah Kabupaten/eksekutif, legislatif, Kecamatan,

Desa/kelurahan, dunia usaha, perbankan, NGO.

Matriks Rencana Aksi

Berdasarkan isu gender pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun
rencana aksi daerah sebagaimana matrik terlampir.Rencana aksi daerah
ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Pemerintah Kabupaten dan OPD, yang masuk dalam RPJMD dan
Renstra PD. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu
gender dan penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan
identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang
lebih terinci.Untuk memantau dan mengevaluasi apakah rencana aksi
yang dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun

indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi.
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BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten
Situbondo Tahun 2020-2021 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit
organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun pihak-
pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG.

Dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini
diharapkan percepatan pelaksanaan pembangunan responsif gender di
Kabupaten Situbondo dapat terwujud, dan hasil-hasil pembangunan dapat
dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian, dengan
menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka,
tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, serta semakin terbuka dan mudahnya
akses pendidikan dan kesehatan.

Rencana Aksi Daerah ini bersifat dinamis, dapat direview dan
dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan di
Kabupaten Situbondo. Diharapkan dengan adanya Rencana Aksi Daerah ini
pelaksanaan PUG di Kabupaten Situbondo dapat berkontribusi lebih besar

dalam mengurangi kesenjangan gender di Indonesia.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO



Tabel 4.2.

MATRIKS REALISASI TARGET PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2016-2019

R A DIKATOR R R
» o i
PROGR2 O O ODUTF 016 D 018 019
Bid. Kesehatan
Masih tingginya angka Program Kesehatan Peningkatan Promosi Penurunan AKI prosentase posyandu 61,13% 71,40% 76,51% 75,40% Dinkes
kematian ibu hamil dan |Masyarakat Kesehatan dan Purnama Mandiri
melahirkan; Pemberdayaan
Masih qwnambﬁ.uﬁ Peningkatan Perbaikan |Penurunan AKB Jumlah sosialisasi, bimtek 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali
proporsi persalinan Gizi Masyarakat dan pelatihan yang
ditolong tenaga feiilean dala
keschatan terlatih; peningkatan gizi masyarakat
Masih rendahnya
fanjungan K45 Prevalensi Gizi Buruk |Jumlah Sasaran Masyarakat | Kek 1261 Gizi | Kek 1342 Gizi | Kek 1493 Gizi | Kek 1554 Gizi
Eme :w.:amwswmucagmb yg mendapatkan PMT Buruk 261 Buruk 170 Buruk 131 Buruk 151
#UE HEE_. yang mendapat (KEK, Gizi Buruk, Gizi Gizi Kurang Gizi Kurang Gizi Kurang Gizi Kurang
immsast yang Gapat Kurang ) 3144 2560 2433 357
mengurangi resiko
kematian ibu dan juga Peningkatan Upaya Jumlah sosialisasi, bimtek 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali
kematian bayi; Kesehatan Lingkungan dan pelatihan yang
Kebutuhan keluarga dilakukan dalam
berencana yang belum peningkatan kesehatan
terpenuhi (Unmetneed); lingkungan
mn_.__am:d a parisipas Peningkatan Kesehatan Jumlah sosialisasi, bimtek 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali
laki-laki dalam program ; :
KB Ibu dan Anak dan lansia a”mm pelatihan yang
Sy dilakukan dalam
Semakin bertambahnya . . .
Py — Ao
HIN 108 dan lansia
prosentase sasaran 85% 90% 92,01% 94,40%
masyarakat KIA yang
dilayani
Program Sumber Daya |Pembinaan dan Prosentase Jumlah SDM keschatan 601 Nakes 426 nakes 713 Nakes 1252 nakes Dinkes
Kesehatan Pelatihan Kapasitas Pemenuhan yang mengikuti kegiatan
Sumber Daya Manusia |Kebutuhan Tenaga peningkatan kompetensi
Kesehatan Kesehatan Yang melalui bimtek , sosialisasi
Memenuhi dan pelatihan
Standar Di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Pemerintah
Jumlah puskesmas yang 10 PKM 10 PKM 10 PKM 10 PKM

minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan
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Peningkatan Prosentase Jumlah Maskin SPM yang 100% 100% 100% 100%
Pembiayaan Kesehatan |penduduk Miskin terlayani
dan Pembiayaan yang terlayani JKN
Pencduduk Miskin
Jumlah masyarakt miskin yg 2.893 org 2.878 org 2.859 org 3.1097 org
dibayarkan premi
terintegrasi JKN
Peningkatan Upaya obat Jumlah Pembinaan , bimtek 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali
dan Alat Kesehatan dan pengawasan makanan
dan minuman serta PIRT
Prosentase terbelinya alkes 80% 85% 85% 90%
yang dibeli dengan yang
direncanakan
Program Pencegahan Pelayanan pencegahan |Prosentase prosentase sasararn 84% 86% 87% 89% Dinkes
dan dan pengendalian penemuan dan masyarakat yang ditangani
Pemberantasan penyakit menular penanganan untuk penyakit menular
Penyakit Menular & penderita penyakit
Tidak Menular Sumber binatang /
zoonosis ( DBD,
malaria, Filariasis,
dan cacingan)
Prosentase Jumlah sosialisasi, bimtek 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali
penemuan dan dan pelatihan yang
penanganan dilalktukan
prosentase sarana 84% 80% 87% 90%
penunjang vang dibutuhkan
oleh
puskesmas
Pelayanan pencegahan |Prosentase UCI Jumlah sosialisasi. Bimtek, 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
dan pengendalian Imunisasi dasar pelatihan yang dilakukan
penyakit tidak menular [lengkap dalam penyakit tidak
menular
Prosentase Prosentase ODGJ yg - 30,83% 40,17% 84,50%
Skrening Penyakit ditangani
Degeneratif (
hipertensi dan
Diabetes Melitus )
Peningkatan survellance |Prosentase Jumlah sosialisasi. Bimtek 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali
Epidemiologi dan skrening yvang dilakukan dalam
penanggulangan wabah |Pengandalian survellance Epidemiologi dan
dan Imunisasi Faktor Resiko PTM penanggulangan wabah dan
{ Usia Produktif ) Imunisasi
Jumlah Kasus KLB yang 5 kasus 4 kasus 3 kasus 6 kasus
ditangani dan dilakukan
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Prosentase sasaran yg 96,18% 87,61% 89,90% %9,80%
diimunisasi
Program Upaya Peningkatan pelayanan |Prosentase prosentase sasaran 100% 100% 100% 100% Dinkes
Pelayanan Kesehatan |Kesehatan primer dar |puskesmas dan masyarakat yg mendapatkan
Kestrad Rumah Sakit yang layanan
Prosentase Jumlah sosialisasi, bimtek 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali
puskesmas yg dan pelatihan yang
terstandarisasi dilakukan dalam
peningkatan layanan
kesehatan
pada masyarakat
Prosentase pelayanan |Jumlah tenaga kesehatan 118 118 118 557
rujukan sesuai yang memberikan
dengan pelayanan kesehatan pada
standart masvarakat
Peningkatan pelayanan Jumlah sosialisasi, bimtek 25 kali 25 kali 25 kali 25 kali
rujukan dan dan pelatihan yang
penanggulangan dilakukan dalam
masalah kesehatan peningkatan lavanan
Jumlah penanganan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali
masalah kesehatan yang
ditangani
Peningkatan Mutu Jumlah Puskesmas dan 17 PKM & 3 17 PKM & 3 17 PKM & 3 20 PKM & 3
Pelayanan Kesehatan di Rumah SAKIT yang RSU RSU RSU RSU
Rumah Sakit dan melakukan IKM sesuai
Puskesmas Beserta standar
Jaringannya
Jumlah sosialisasi, bimtek 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali
dan pelatihan yang
dilakukan dalam
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Dasar
di Puskesmas Beserta
Jaringannya
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi terakreditasi terakreditasi | terakreditasi 9
terakreditasi, resertifikasi 11 PKM 17PKM 15 PKM PKM & 1 Lab
akreditasi resertifikasi Kesda
Program Pembinaan Penyediaan / Prosentase Jumlah Kebutuhan Sarana 100% 100% 100% 100% Dinkes dan 3
Lingkungan Sosial Peningkatan / tercukupinya sarana |Prasarana yang diperbaiki RSU
pemeliharaan sarana prasarana sesuai
dan standar
prasarana fasilitasi
Program Pelayanan Peningkatan Upaya Prosentase Pelayanan |[Jumlah Penyuluhan dan 96 kali 96 kali dan 96 kali dan RSAR
Pelayanan Rumah Sakit|Promosi Kesehatan RS yang sesuai SPM ( |Jumlah Media informasi 5000 media 5000 media (Target 2020
Rumah Sakit Standar Pelayanan yang diberikan ke penyuluhan penyuluhan dan 2021
Minimal ) Rumah Masyarakat merupakan
Peningkatan Sarana Jumlah gedung yang 1 unit 1 unit 3 unit 0 unit gabungan 3
Prasarana Rumah Sakit dibangun dan direhab RSU)

4
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Jumlah Alked 94 unit 21 unit 293 unit 98 unit
Peningkatan Kualitas Jumlah Unit Pelayanan RS |10 unit 10 unit 10 unit 10 unit
Pelayanan Kesehatan yang mencapai standar SPM
Rumah Sakit
Program Pelayanan Peningkatan Upaya Prosentase Pelayanan |Jumlah Penyuluhan dan 0 0 RS ASB
Pelayanan Rumah Sakit |Promosi Kesehatan RS yang sesuai SPM ( [Jumlah Media informasi
Rumah Sakit Standar Pelayanan yang diberikan ke
Minimal ) Rumah Masyarakat
Peningkatan Kemitraan Prosentase Kegiatan 100% 100%
Yankes Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Peningkatan Sarana Jumlah gedung yang 2 unit 4 unit
Prasarana Rumah Sakit dibangun dan direhab
Peningkatan Kualitas Jumlah Unit Pelayanan RS 5 unit 10 unit
Pelayanan Kesehatan yang mencapai standar SPM
Rumah Sakit
Program Pelayanan Peningkatan Upaya Prosentase Pelayanan |[Jumlah Penyuluhan dan 38 Media 45 Media 36 Media - RS BSK
Pelayanan Rumah Sakit |Promosi Kesehatan RS yang sesuai SPM ( |Jumlah Media informasi
Rumah Sakit Standar Pelayanan yang diberikan ke
Minimal ) Rumah Masyarakat
Peningkatan Kemitraan Prosentase Kegiatan 100% 100% 100% 100%
Yankes Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Peningkatan Sarana Jumlah gedung yang 3 unit 2 unit 1 unit 0
Prasarana Rumah Sakit dibangun dan direhab
Peningkatan Kualitas Jumlah Unit Pelayanan RS 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Pelayanan Kesehatan yang mencapai standar SPM
Rumah Sakit
Program Keluarga Peningkatan Persentase peserta KB|Jumlah Peserta 29 kali 25 kali 160 org 511 org DPPKB
Berencana dan pelayanan Jaminan baru Peningkatan
Pembangunan ber KB Jaminan ber KB
Pembinaan Persentase Jumlah Peserta 62 kali 88 kali 2.380 org 2.453 org
Kesertaan ber KB peserta KB Baru Pembinaan
MKJP Kesertaan ber KB
Pemberdayaan persentase PUS Jumlah Peserta 95 kali 76 kali 1.933 org 1.934 org
Keluarga Sejahtera anggota Tribina Pemberdayaan
dan Ketahanan yang ber KB Keluarga
Persentase PUS
anggota UPPKS
yang ber KB
Program Pengendalian |Advokasi dan peningkatan kerja Jumlah 24 kali 40 kali 40 kali 49 kali DPPKB
Penduduk dan Penggerakan sama dengan pelaksanaan
Penggerakan KKBPK KKBPK mitra kerja dalam Advokasi
rangka penurunan
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Penyuluhan dan Jumlah Peserta 3 kali 27 kali 1.569 org 654 org
Pendayagunaan Penyuluhan dan
PKB dan Kader KB Pendayagunaan
PKB dan Kader
Pengolahan Data Jumlah Pengolahan Data 4 kali 12 kali 161 org 136 org
KKBPK KKBPK =]
Program Penguatan Pengembangan Persentase Jumlah peserta pengajian 706 orang 706 orang 706 orang DPPPA
Kelembagaan Kabupaten Layak Anak |terbentuknya forum |anak bersholawat
Pengarusutamaan anak desa/kelurahan
Gender dan Anak
Program Peningkatan |Fasilitasi upaya Persentase Jumlah pelayanan korban 100% 100% 100% DPPPA
Kualitas Hidup Dan perlindungan perempuan korban kekerasan terhadap
Perlindungan perempuan terhadap kekerasan yang perempuan dan anak
Pelaksanaan Kebijakan Jumlah peserta pelaksanaan 160 orang 0 160 orang
Perlindungan sosialisasi perlindungan
Perempuan di Daerah perempuan dan anak di
daerah
Program Peningkatan |Pembinaan organisasi |Persentase kelompok |Jumlah peserta pembinaan 22 Organisasi | 22 Organisasi | 22 Organisasi DPPPA
Peran Serta Dan Perempuan dan organisasi organisasi perempuan perempuan perempuan perempuan
Kesetaraan Gender Perempuan yang
Dalam Pembangunan diberdayakan
Pendidikan dan Jumlah peserta pendidikan 327 orang 327 orang 327 orang
pelatihan peningkatan dan peiatihan peningkatan
peran serta dan peran serta dan kesetaraan
kesetaraan Gender gender dalam pembangunan
dalam pembangunan
Gerakan Sayang Ibu Jumlah peserta gerakan 35 satgas, 17 |35 satgas, 17 |6 kecamatan
(GSI) savang ibu (gsi) kec kec
Penguatan kelembagaan Jumlah peserta penguatan 112 orang 112 orang 112 orang
pengarusutamaan kelembagaan
gender dan anak pengarusutamaan gender
dan anak
Bidang Pendidikan
Masih rendahnya rata-  |Program PAUD dan Pembinaan APK PAUD 4-6 th Jumlah lembaga PAUD 109,92% 106,37% 111,18% 111,81% Dikbud
rata lama sekolah; Dikmas kelembagaan PAUD
Pada APK jenjang
pendidikan SLTA Pembinaan Persentase angka Jumlah lembaga DIKMAS 93,44% 92,80%|95.15% 93.94%
sederajat terdapat kelembagaan DIKMAS  |melek huruf usia 15
kesenjangan gender s.d 59 tahun (tidak
ditunjukkan dengan Penyediaan sarana dan Jumlah sarana dan 6 lembaga 4 lembaga 6 lembaga 17 lembaga
indeks paritas gender prasarana PAUD dan prasarana PAUD dan
untuk APK pada jenjang DIKMAS DIKMAS
pendidikan SLTA
Masih belum tercapainya [program Wajib Belajar |Pembinaan APK SD/MI Jumlah lembaga SD 99,91% 95,36% 102,63% 103,02% Dikbud |
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Terdapat kesenjangan
gender pada tingkat
partisipasi penduduk
dalam menempuh
pendidikan di sekolah
menengah atas, dimana
partisipasi penduduk
perempuan lebih tinggi
dibandingkan laki-laki;
Terdapat kesenjangan
gender dengan indeks
paritas gender. Hal ini
menunjukkan pada usia
13-15 tahun, laki-laki
lebih banyak putus
sekolah

dibandingkan dengan
perempuan;

Angka melek huruf masih
belum mencapai target
SDGs yang dicanangkan
Rendahnya angka
melanjutkan ke jenjang
yang lebih tinggi

RENCANA AKSI - £ INDIKATOR : I REALISASI TARGET PELAKSANA
PROGRAM “KEGIATAN OUTCOME " OUTPUT . 2016 2017 © 2018 2019
2 o 4 5 s 6 7 8 9 12
Pembinaan APK SMP/MTs Jumlah lembaga SMP 102,84% 107,68% 105,34% 105,98%
kelembagaan SMP
Penyediaan sarana dan |APM SD/MI Jumlah sarana dan 88,19% 84,02% 91,32% 91,48%
prasarana SD dan SMP prasarana SD dan SMP
APM SMP/MTs 76,70% 79,35% 80,14% 80,47%
APS SD/MI 0,11% 0,11% 0,06% 0,17%
APS SMP,/MTs 0,27% 0,49% 0,65% 0,97%
ANGEA LULUSAN 100% 100% 100% 100%
SD/MI
ANGKA LULUSAN 99,94% 100% 100% 100%
SMP/MTS
AM:SDFMEKE 131,50% 132,32 99,64% 114,38%
SMP/MTS
AM SMP/MTS KE SM 104,15% 84,24 74,50% 118,69%
Program peningkatan |Pembinaan PTK PAUD |Jumlah PTK PAUD 48,81% 53,77% 52,69% 52,47% Dikbud
mutu pendidik dan dan DIKMAS dan DIKMAS
tenaga kependidikan
Pembinaan PTK SD Jumlah PTK SD 83,70% 84,94% 85,67% 86,36%
Pembinaan PTK SMP Jumlah PTK SMP 74,39% 75,06% 75,51% 74,84%
Persentase Guru TK 33,78% 36,21% 36,77% 37,69%
Persentase Guru SD 34,42% 36,75% 39,19% 41,82%
Prrscabieg BUn SHP 81,06% 78,87% 76,39% 71,96%
yang bersertifikat
Program Koleksi, pelestarian dan |Persentase Bedah Buku - - 30 orang 35 orang Perpustakaan
Pengembangan Budaya |pengelolaan bahan peningkatan jumlah
Baca dan Pembinaan  |pustaka pengunjung
Perpustakaan
Jumlah menulis cerpen - - - 37 orang
Jumlah peserta lomba - - - -
cerpen
Layanan otomasi, Jumlah kunjungan 40 kunjungan | 40 kunjungan | 40 kunjungan 70
kerjasama, perpustakaan keliling kunjungan
pembinaan dan yvang dilaksanakan
pengembangan
perpustakaan
Jumlah layanan 229 hari 310 hari 305 hari 300 hari
perpustakaan yang
dilaksanakan
Pembinaan Jumlah jenis lomba 3 lomba 3 lomba 3 lomba 3 lomba
pengembangan yang diadakan

tenaga perpustakaan
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Program Penyelamatan |Pembinaan Kearsipan |Persentase PD yang Jumlah pengelola 43 orang 43 orang 83 orang 57 orang Perpustakaan
dan Pelestarian pengelolaan arsip kearsipan yang
Dokumen / Arsip dinamis dan statis mendapatkan
Daerah pembinaan
Bidang Ketenagakeriaan
Terjadi kesenjangan Program Peningkatan Pendidikan dan persentase lulusan Jumlah pencari kerja yang 84 org 104 org 174 org 120 org Tenaga Kerja
gender pada angkatan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan [pelatihan yang dilatih keterampilan kerja
kerja ; Produktivitas Tenaga |bagi Pencari Kerja memiliki
Tingkat pengangguran Kerja keterampilan/
terbuka termasuk kompetensi
Wmﬁwmo: kecil. Indeks Pelatihan Persiapan Jumlah pencari kerja yang 0 org 0 org 0org 25 org
paritas gender untuk Peserta Program dimagangkan
pengangguran terbuka e —
menunjukkan bahwa Kerjasama Pendidikan Jumlah pencari kerja yang 36 org 42 org 111 org 96 org
terdapat ketimpangan dan Pelatihan dilatih keterampilan kerja
gender dalam jumlah
pengangguran;
Terdapat kesenjangan Program Peningkatan |Penyebarluasan persentase pencari  |Jumlah pencari kezja yang 100 org 35 org 50 org 50 org Tenaga Kerja
gender pada peduduk Kesempatan Kerja Informasi Bursa Tenaga |kerja yang mendapat informasi bursa
yang bekerja dengan Kerja ditempatkan tenaga kerja
indeks paritas gender Penerapan Teknologi Jumlah pencari kerja yang 30 org 30 org 30 org 15 org
untuk penduduk bekerja. Padat Karya (TPK) dilatih Teknologi Padat Karya
Jumlah penduduk yang
bekerja lebih banyak laki- Tl Pembentukan dan Jumlah kelompok yang 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 5 kelompok
laki dibandingkan dengan Pemberdayaan terlatih dibentuk dan
perempuan. Kelompok yang terlatih diberdayakan
Promosi Produk Jumlah promosi produk 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

Unggulan yang terlatih

unggulan terlatih

Penyelenggaraan Job
Fair (Bursa tenaga
kerja, transmigrasi,
pengawasan dan
hubunegan industriall

Jumlah pelaksanaan
Penyelenggaraan Job Fair
(Bursa tenaga kerja,
transmigrasi, pengawasan
dan hubungan industrial)

40 perusahaan

40 perusahaan

40 perusahaan

40 perusahaan

Program Perlindungan |Sosialisasi UMK dan persentase kasus Jumlah peserta Sosialisasi 50 org 50 org 50 org 50 org Tenaga Kerja
dan Pengembangan Monitoring Syarat- ketenagakerjaan yang |UMK dan Monitoring Syarat-
Lembaga Syarat Kerja ditangani syarat kerja yang diadakan
Ketenagakerjaan
Sosialisasi Hubungan Jumlah peserta Sosialisasi 61 org 61 org 61 org 61 org
Industrial hubungan industrial yang
diadakan
Bidang Ekonomi
Belum tersedianya data |Program Penciptaan Fasilitasi Pengembangan Jumlah UMKM yang 30 orang 40 orang - - Dinkop dan
terpilah gender untuk Iklim Usaha Kecil Usaha Kecil Menengah mendapatkan fasilitasi UM

jumlah anggota koperasi

R

Menengah Yang

pengembangan usaha
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AK1-1akl dan pere
serta perkembangannya
minimal untuk 5 (lima)
tahun terakhir pada unit-
unit koperasi yang ada;
Belum tersedianya data
terpilah gender untuk
jumlah pekerja laki-laki
dan
perempuan, serta
perkembangannya
minimal untuk 5 (lima)
tahun terakhir pada
usaha industri kecil dan
menengah yang ada
Rendahnya partisipasi
perempuan dalam
keanggotaan koperasi
Rendahnya kemampuan
manajemen usaha
dagang kecil dan
menengah yang sebagian
besar digeluti oleh
perempuan
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PROGRAM -

KEGIATAN
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OUTCOME

OUTPUT

" REALISASI TARGET

2017-

2018
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2 3 4 5 8 12
Penumbuhan jiwa jumlah anggota koperasi 45 orang - -
enterpreneur koperasi yang mengikuti kegiatan
melalui Bimtek penumbuhan jiwa
kewirausahaan koperasi enterpreneur mll Bimtek
kewirausahaan koperasi
Pembinaan Bina Usaha Jumlah pengurus koperasi 45 orang 90 orang - -
Koperasi Ritel dan yang mengikuti Pembinaan
Pelaporan keuangan Bina Usaha Koperasi Ritel
dan Pelaporan keuangan
Program Peningkatan |Pembinaan Bina Usaha |Persentase Jumlah koperasi usaha ritel . - 25 koperasi 25 koperasi Dinkop dan
Kualitas Usaha Koperasi Ritel dan peningkatan volume |yang dibina UM
Koperasi Pelaporan Keuangan usaha KSP/USP
Pelatihan Peran Persentase Jumlah kopwan yang - - 30 koperasi 80 koperasi
Koperasi Wanita peningkatan usaha mengikuti kegiatan pelatihan
koperasi sektor riil
Pembinaan Jumlah koperasi terbina = & = -
Pengembangan Usaha yang memiliki
Koperasi Sektor Riil pengembangan usaha di
sektor rill
Rintisan penerapan Jumlah koperasi terbina - - 25 koperasi 130 koperasi
teknologi yang menerapkan teknologi
sederhana/manajemen sederhana/ manajemen
modern pada jenis modern
lusaha koperasi
Bimtek Analisa Jumlah KSP/ USP yang - - - 30 koperasi
Pemberian Kredit bagi mengikuti Bimtek
KSP/USP Koperasi
Pembinaan dan Jumlah koperasi terbina - 2 2 -
Pengembangan Fasilitasi dalam rangka peningkatan
Pembiayaan dan Simpan pembiayaan dan usaha
Pinjam Koperasi simpan pinjam
Program Pelatihan manajemen Persentase usaha Jumlah pengurus koperasi 160 orang 100 orang - - Dinkop dan
Pengembangan pengelolaan mikro mandiri/ yang mengikuti pelatihan UM
Kewirusahaan dan Koperasi/KUD bankable manajemen pengelolaan
Keunggulan Kompetitif koperasi/ KUD
Usaha Mikro
Memfasilitasi Persentase jumlah Jumlah pengusaha mikro 140 orang - - -

peningkatan kemitraan
usaha bagi usaha mikro
kecil menengah

usaha mikro yang
mengalami
peningkatan produksi

yang mengikuti kegiatan
kemitraan
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Sosialisasi, Monitoring |Persentase jumlah Jumlah pelaku usana mikro 140 orang 50 orang 250 orang 500 orang
dan Evaluasi Program |peserta pelatihan yang mengikuti sosialisasi
Serifikasi Hak Atas yang konsisten dan monev SHAT
Tanah (SHAT) menjalankan usaha
ihan
Pengembangan Sarana, |Persentase pengusahalJ umlah pelaku Usaha Mikro - - - -
Kemitraan dan mikro yang yang diintervensi dalam
Pemasaran Usaha Mikro |menghasilkan produk |pengembangan sarana,
makanan & minuman |kemitraan dan
pemasarannya
Penyelenggaraan Jumlah pameran/ promosi = - 3 lokasi 6 lokasi
promosi produk Usaha yang diikuti dlm rangka
Mikro pemasaran produk usaha
mikro
Fasilitasi Pengembangan Jumlah pelaku usaha mikro - - 40 orang 50 orang
usaha mikro yang mengikuti kegiatan
fasilitasi pengembangan
usaha mikro
Pengembangan Jumlah pelaku Usaha Mikro . - - -
Manajemen dan terbina dalam
Informasi Bisnis pengembangan manajemen
dan informasi bisnis
Penyelenggaraan Jumlah wirausaha baru/ 180 orang 105 orang 270 orang 370 orang
Pelatihan pemula yang mengikuti
Kewirausahaan pelatihan kewirausahaan
dalam rangka mengentaskan
kemiskinan, mengurangi
pengangguran, menambah
pendapatan keluarga
Pembinaan dan Jumlah wirausaha baru “ Z , -
pengembangan terbina dalam
kewirausahaan pengembangan skilinya
Program Pengebangan (Peningkatan Jumlah WUB yang 465 orang 435 orang < > Dinkop dan
Sistem Pendukung pengembangan UMKM mengikuti kegiatan agar UM
Usaha Bagi Usaha melalui pendampingan mampu menaikkan omzet
Mikro Kecil Menengah |bagi wirausaha baru penjualan produk
Program Peningkatan |Rintisan penerapan Persentase koperasi |Jumlah koperasi terbina 60 orang 145 orang - - Dinkop dan
Kualitas Kelembagaan |teknologi yang melaksanakan |yang menerapkan teknologi UM
Koperasi sederhana/manajemen |RAT sederhana/ manajemen
modern pada jenis modern
lusahia koverasi
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Jumlah pengurus kopwan
yang mengikuti kegiatan
pembianaan dlam rangka
pengembangan koperasi

70 orang
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2017
7
100 orang
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8
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kapasitas anggota
koperasi sebagai kader
 koperasi

mengikuti Bimtek
peningkatan kapasitas
anggota koperasi

Pelatihan peran Jumlah kopwan yang 40 orang 40 orang = 2
koperasi wanita syari'ah mengikuti kegiatan pelatihan
Sosialisasi prinsip- Jumlah pengurus koperasi 45 grang 125 orang 160 orang 325 orang
prinsip pemahaman yang mengikuti sosialisasi
perkoperasian prinsip - prinsip pemahaman

perkoperasian
Pelatihan manajemen Jumlah koperasi yang . = 50 orang 60 orang
pengelolaan mengikuti pelatihan
Koperasi/KUD manajemen pengelolaan

koperasi
Bimtek Peningkatan Jumlah koperasi yang 15 koperasi 60 koperasi 35 koperasi 100 koperasi

Bimtek revitalisasi
fungsi kelembagaan
koperasl

Jumlah koperasi yang
mengikuti bimtek yang perlu
mengalami revitalisasi

kelembagaan

45 koperasi

25 koperasi

100 koperasi

60 koperasi

Pembinaan
Kelembagaan dan
Peningkatan Kapasitas
SDM Koperasi

Jumlah pengurus/ anggota
koperasi yang memperoleh
pembinaan kelembagaan
serta peningkatan kapasitas
SDM koperasi

Lingkungan Sosial

pelatihan ketrampilan
kerja bagi tenaga kerja
dan masyarakat

masyarakat/ calon
WUB yang dibina
menjadi wirausaha

pemula

baru yang dibina dengan
pembinaan dan pelatihan
ketrampilan kerja

Pembinaan, Jumlah koperasi yang 40 koperasi 70 koperasi 50 koperasi 50 koperasi
pengawasan, dan mendapatkan pengawasan
perhargaan koperasi dan penghargaan
Penilaian Kesehatan Jumlah koperasi yang dinilai | 60 koperasi 30 koperasi 80 koperasi 75 koperasi
bagi KSP/USP Koperasi kesehatannya
Peningkatan Jumlah koperasi yang - 25 koperasi - 60 koperasi
pengawasan bagi mengikuti Bimtek audit
pengurus koperasi laporan keuangan
Program Pembinaan Pembinaan dan Persentase Jumlah calon wirausaha - - 680 orang 680 orang Dinkop dan
UM
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Fasilitasi Promosi bagi
Usaha Mandiri
Masyarakat melalui
Fasilitasi Pameran
Produk Usaha Mikro
Kecil Tingkat Lokal
maupun Nasional
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Persentase jumlah
usaha mikro yang
mengalami
peningkatan produksi

OUTPUT
5
Jumlah event pameran yang

diikuti dalam rangka
Fasilitasi Promosi bagi
Usaha Mandiri Masyarakat
melalui Fasilitasi Pameran
Produk Usaha Mikro Kecil
Tingkat Lokal maupun
Nasional

2017
7

2018
8

2019 -
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Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri

Bina Usaha
Perdagangan

Jumlah Pelaku Usaha
Berorientasi Ekspor

Jumlah Pelaku Usaha
Online dan Konvensional
yang dibina

Disperdagin

Bina Promosi dan
Pengembangan Ekspor

Jumlah Produk yang
dipromosikan dan pelaku
usaha vang dibina

Temu usaha dan kontak
dagang

Jumlah komoditi yang
dibawa dikegiatan temu
usaha dan kontak dagang

16 komoditi

20
komoditi

Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima
dan Asongan (Bidang
Industri)

olahan pangan

dilatih

Pasar Murah Jumlah Komoditi barang 15 komoditi 15 komoditi
yang dibawa ke pasar murah

Monitoring harga Jumlah pelaksanaan 13 Pasar 13 pasar

sembako dan barang monitoring sembako dipasar

penting lainnya rakyat

ditingkat pengecer

Monitoring realisasi Jumlah komoditi ekspor 6 Komoditi 8 komoditi

ekspor impor impor

Pameran produk dan Jumlah usaha mandiri 10 komditi 20 IKM

kerajinan dan industri masyarakat yang terfasilitasi

rumah tangga promosinya
Program Pembinaan Kegiatan pembinaan Jumlah pedagang kaki lima 50 PKL 50 PKL Disperdagin
Pedagang Kaki Lima organisasi pedagang yang dibina secara berkala
dan Asongan kaki lima dan asongan

Diversifikasi produk Jumlah IKM yang 100 IKM 275 IKM 275 IKM Disperdagin
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Program Pembinaan Pembinaan dan Jumlah tenaga kerja yang 50 IKM 250 IKM 250 IKM Disperdagin
Lingkungan Sosial Pelatihan keterampilan meningkat kualitas skil
(Bidang Industri) kerja dan masyarakat individunya bidang aneka

melalui pelatihan dan tekstil

berbasis Aneka dan

Pembinaan dan Jumlah tenaga kerja yang 100 IKM 255 255

Pelatihan keterampilan meningkat kualitas skil

kerja dan masyarakat individunya bidang agro dan

melalui pelatihan kimia

berbasis Agro dan kimia

Peningkatan peranan Jumlah Peserta pelatihan 50 Peserta

wanita dalam industri peningkatan peranan wanita

kecil dalam industri kecil
Program Pembinaan Pembangunan/ Jumlah Fasilitas Jumlah los dan kios = - - 20 Kios dan 30 | Disperdagin
Lingkungan sosial Rehabilitasi/ umum yang terbangun los
{(Bidang Pasar) Pemeliharaan Jalan dan |pasar yang terbangun

[atau Jembatan, menuju pasar ber SNI

Pasar dan sarana

Prasarana Pendukung

Pariwisata melalui

Pembangunan Pasar

Pembangunan/Rehabilit Jumlah sarana

asi /Pemeliharaan Jalan kelengkapan pasar yang

dan/atau Jembatan, terbangun

Pasar dan sarana

Prasarana Pendukung

Pariwisata melalui

Rehab Pasar Rakyat

Pembinaan Kemampuan Jumlah tenga kerja yang

dan Keterampilan Kerja meningkat kualitas skil

Bagi Tenaga Kerja dan individunya

Masyarakat




[ersos Juepig

[BUOISIPRI] /wnuif])

ungueqip Iesed seidieg

sedeq 72, yede] 08 Fued SueSepad syede| yejmunp eueIeg ueduequaduag
jynpoad /Suereq

ungueqp ISNQLIISTP UEp

siede] 9gg seder] 007 Fued SueSepad yede| qepunp resed ueSuequaduad

Iesed [NS ueduap
rensas Iesed eUBIEeseld
uep BUBIBS YB[UIN

INS-12¢] IBSEd]
nuapy Iesed uegejeuad
uep uedueqmuaiuad

Wn doxui

wreny uepeqraq fuek
JesBed SBIIUNWod yejumne

INS- 12d

Sued resed yejunp

ITeSBJ SEIuUnuIoy
ellag SueBepad
UBBAERPISqUIa]
uBp UBBUIQUIS]

ISNQLISIC

BUBIRG UBB[O[aZUa]

% ueduequasuad
uresdold

urdepradsicq
a1

VNVSHVTAd

8
8102

L
L1002

L ALADAV.L ISVSITVIY

ne;equia)
sejEeny ueie nIesus

Sued nurelad gewnp
y S
LNdIno.

: . * JOLVHIGNI

Jyoxo1 ueeyesniad

epuels ynuatuaw

eiusejeny Sued
neyequa}
swaf yepump
¥
FN0D2.LA0

HOHOY
UBBUESTLIS4 Ue3uap
elad /NN ISESIEISOS
meRn NeNequiay [ISEH
Isnpu| S3}Npold uep
nyeqg ueyey ueepesuad
urefe( Iesag
BYES[] UBp YeSuauay
[1293] BUBS[] URBIIIWIIY
UBBUESHE[I] ISBII[ISE,]
I B
*NVLIVIDIH

Lsnpu] wedunysul
UBBUN| W Weldord

()

NVADOoAd

. ISMV VNVONTA

¥IANTD OSI

I




sninj 3ueA [euoisduny

reualeue

_G: ity f-ﬂlv—k.—ﬂ-b!—.ruqc
ey3uer weep uenduwarad
uesad eluseieqia) YISeW

310 cet 310 cpt 810 get g10 26t JeR{Ip Bliasad yerwnp 1suajadwoy uejesduiuag ;
- - { eaee(g JeANey
reInyny [ersos siua) | ameredy susosdwos]| uenNemIad UBMI( Weep
ueynerad uep uexipipuad JepRIp sNN| o1so0s sy} weynead uefuequaduag| uendwaiod Ue[{EMINISH
wpsdig 210 049 810 049 310 zg9 810 065 snny fuek eliasad gepump| Sued NSV aseIULsSIag uep ueqIpipuad urerdoid efuyepusl YISEW
Aod Sueprg
ISENpeIFIo]
BMIP EZ9 sued M yepunp SMNd ueedepIraquiad
ISE]IPo.D{EID) S3Sd ueeumquiad
BMI[* 09G Sued eSequa] §MSd Yeqump Uep ISeNISE]
ajepdn-ia) ualedngey
uatednges S| Sued (2 / esap g3INd SYNd BIEp SIseq [eIsos ueedequalay
sosul BMI[* 9T elEp SISBQ 9jepdn Ue[wn,| BIBD SISB(Q 29SBJUASIa|  ISEPI[EA UED ISEXLLIDA wmejengduad wreidord
resos ueuttrel yedepuaw
BMIM 0GE Fued ersue] yejunp eISUE] [3B( [BISOS Ueulmer
rersos ueururel vesyedepusux UT{STUI IHE]
BMI L9 emil 028 Sued upjsTur Ipfe} Yequnpe deq [elsos ueuTwe
emsos weururel| uvenduwaiad yeepe
resos uedunpurtad uep uedunpuipiad Iesaq ueideqas Suek
ueredepuswt Fued uesyedepuawr Suel BUBIU2(Q UBQION [BISOS UBUIIE URP| rejuelid) jueidin elisyad
SO0SUI(] BMIP /1S emil 728 BUBIUI(Q UB(ION 9SBIUISIO] SMINd 2seiuasol]| 18eq eisos uedunpuriad| uedunpullsd weidold yepunl yedueq gisepw
TSENIQEyoJIp SUBA [BIS0S ueuerel|
BMI[ 7GT eatl o1 run) suepueiuad yepunp [BISOS BUMN) ISEY[IRYIY NEUuR UBp JBJURLId)
BJEQ ‘TEJUB[ID] YBUE
1selpseo} Suek seqesp SENqesIp yejunl efujesSuruaiy
BMI[ S8 emil gy, Fuepueduad yepunp Buepueduad sBRUTSEY U003
[BISUS UBMEI BIIUBM
el eAmssur) yisew
ede] Fued 1sejues Uep
isiaq 1e depeylal sasye
uereosiad ueduap eSdue)
yeur jedepia) yisepy
‘runy yeAR] Jepn Yeuwrl
munydua Fued egiue)
gewns jedepral yisep
Sreue uep uendurased
eped ueseIayay] snsey
-snsey 183ur) Jneas yisew
suendwated yeepe 1esaq
ueISe(as UBp IBJUBLIY)
eisn nfre] ynpnpuad
vAUISRUN JISEW
[eIS0S ISEYI[IqEyal ‘up{st
ISBI[ISB]13] ueyjedepuswt Sues reisog ueeIaiyelosay ynpnpuad asejussiad
emil 981°¢ emil 286 Jued yetre SN yerwng SN 9SBIUIS0Id|  euy SHWJ ISBN[ISEd|  ISeN[Iqeyay ureisold eAurdsun yisew

¢l

VNVSHVTdd

6
6102

8
810C

!

L

L10T

JHDAVL ISVSITVHA

2
LOdLAO

JOLVIIANI

*l - .
FW00IN0

g

NVIVIDEH

(4 A
WVIDoAd *

ISHV VNVONTH

I
WAANTD NSI



10301 UBDP YBISED

yeiurswad yeIsep qelae(
yeyunawad jeqefad 1ed5[ey uB[DBMIa]
Gorerp dorep Foreip Boqerp Borerp Burreay ueleId3ay ueguap ISBUTpIooy efequiar] seysedey]
daidd 198 / Bunesy g1 / Burreay g / 8uireay g / 8ulreay 9 ueeuesyered yepun| uep Soerp/Suuresy| ueleysurusg wrerdold
(¥da e1088uy uep
ueurdiilg SIUY], (TAdd e1088uy
ueguiquurg /doysyiom uep ueurdurg suyya [,
prg/80ocy | Mg /8wchy | Mg /806k | Big/Sw0Gh ueeuesyerad yerwnp ueduiquig /doysyiiom
1S¥EJ] e Bdeua) QA sHeL
310 4, 810 4 310 4, d10 4, uBBIpasIalay ye[uing, Uy BEeUa], ISBISE]
uema(] UBOEHaUI[2Y uema(] uededsualoy]
jeder 1 yeder 4471 1eder pp1 yedel gg1 e[y ISBHNISE] yejwny B[V ISEJLISE,]
uema(]
nnfueprepunip uedeysuaray 1B1Y
Fured el1oy ueBunfuny ueredsuy uep uep ueredsuesua
uereSsuy uep uesemedusad pisey uexeliqa uesemeduag ‘uesemedua s3un,
(Md 398 1sfun,] 1ISeNNISE UYR[UWINS| UBSTIUNI 3SBIUIS0I] IsFuny ISeNIse,| ISENISE WERIS0L]

(THd( B1o88ue uep
ueurdwid NAS
ueeysuruad uep

jeder gg 1eder gg eder gg jedel gg yeresny uep jedey yejwnp yedey uejeIday ISBIMISE,]
UeesTy Uep
UBNUESTP aadv yelag( UBIN}RIa]
epiader ueseyequiad Sued (IJQ merstur|  uou yersep ueinjeiad UBUNS AU
da 198 epiad Oz epiad o7 epiad og eprad LT ugeIday yepunp epIades 9SEIUIS0l{| UeSUBIURI UBSEURQUW] ISEIISE,] Welsol]
BIEZON emedaN ndig anjeredy
ndig mjeredy ueyningay ueepeduag uep
810 008 310 052 210 Q0% 310 0% uep ueepeduad yepwnp UBYNINGIY UBUNSNAUD]
unsuad SNd snewojo jexsued
uep jeysued ueqrBUSY JeIeLs UBYIEUSY ISENSIUTIPE
810 $CRET F10 LOVEL g10 46671 810 pRCTT nuawauw fuel gNdg yepunp Urajsis UBBIBUI]
ruesuenp Sued remedad
310 2061 810 0681 F10 gn91 310 081 NSV ueyeeseurad yejumnp urdisip ueRLIqIIa]
elioy ueqag
BSIEUY UBD UBIBQE[
BSTBUY IENS3S NSV myemnedy
ares] ueBuequoduad| remeSad ueyedwsuad ueduequaduag Uep
wpsdyg 10 0Z69 810 ++80 d10 €012 BI10 ObtL nnyBusw Suei NSY yejmnp aseIuUaslad gy Jouey usduequaduad uBrBUIqUIa] Weifold
TSUojou o] D m R N
isuajaduwos] ISBNIIIISS ISEXIJTII9S UBp . Bured wrysy uep ‘1sM0d
% reuorsdun] JepHIp reucis8uny ueynerad esel qupumiLEp ey

1t

310 0p9 g10 g0 L 810629 310 065 snny Sues eliesad yepunpe uep ueyIpIpUad
(s 3 L 9 S 2 ¥ € : <

8102 AL . 9102 104100 ; FWOOLAO NVLVI ¢ NVNDOAd .
IADAVL ISVSITVAS . . JdOoLvMIONI. . ISIVVNVONZY . . °

JAANID NSI

VNYSHYTad



a1

VNVSHVTad

28
‘8102

L
- L1002

ILEDAVL ISVSITVAA

S
indino -

TS
HNODLNO

£ . JOLVIIANI

Jo}0], UEP SEWIUT]
sedjeg 15eq esIeyemg
UBYUNE[] ured uendureuray
310 p9 ueeuesye(ad elrasad yejunp uejesuIIag
BSOp UEp "29Y sewul] sesies BS3(] UBP UBJRUIBISY wedunygur]
13eq resep uendweuway sewur] sedieg UeUBUIRAUIY]
ueyeyduiuad| ynepe) Sued sewur| Beq reseq vendureway] Uuep UBUBUIEIY
dd 1odieg ue1eI3ay 09 uelersay 09 ueyersay 09 uelerdoy 0o uelersay yerunpg e1088Uy 2sBIUIS0.1] ueyeydutuag| ueleySurusd weisold
BGOYIBU
UED SBIN UBUINUIW BqONIEN
ueeungsuad /urerepalag UBD SEI9N UBWINUIR
Fuelua) ISESIBISOS ueeunssuad /UBIepalad
810 001 310 Ot 310 o¢ ueeuesyead gepunpe ueyesaousd Ueyniniusg
EpIad Tedduered BpIad J1eddueiad
UBWILNZUd{ UBP UBSUR[NIWS UBTILISUS]
810 ¢ 810 g7 T ueeuesiead yepwunp uep uesue[NUIS]
Fuundyy, ‘ueBuemuuad
uep gyygILTAJON Wil avIdLLTAdON
ey €% ey €+ ey € e £ 1serod( ueeuesye[ad yejunpe g, sersdo
BMSIS UBD SNd UBBUIQUID ] BMSIS UBP
ey 0g ey 0g ey SE seredQ ueuesyerad yejun SNd ueeulquIdd 1se1adQ
TESEIEASE]
UBWIEIN U]
uep wnurn
ueqnIs)ey] SuejuL) 8107
unye],
ISESIEIS0S BlIesad yepumn /. BpIad ISESIEISOS
1eyeIRASEIN IEAUS]
UESEIURIIqIUd]
HIPISIP yersed uep yeised
ueyeUESHE[IP| Sues epiad reddueiad 1eqelog uep JiAA ueduepunsuBpuULId]
dd 1odyeg 810 g1 Fued ueremesuad yerwnp SNSBY 2SBIUIS0I] 1eqelog ueemesuag ueyedousd weisold
810 81 10 +7 810 0 310 g aroque eliasad yerwnp dd jodyeg azoqurep
sewur] uep J4d odieg uajednqey sewury
210 Qg g10 nO9 310 QOg 810 00OS eresedn vlI983d yerunp uep Jdd rodies per ey
AT,
eme 28 Jdd jodres 1.NH ANUIL], BME ISUIA0L]
d101 4, d10 g d10 p 310 G erededn Bliasad yejwunp as ueeldewWIESIY BQUIOT]
dd edieg IENRIBASEIN
TeyeIRASEN ej033uy UBWIBNUIY
UBUIRIIUDY HIST,] UBBUIQUID uep wnuif)
dd ‘1od eideweg uep UEp winui() uep UBILIS10Y
dd Todyeg ey g8 - - J{IST] UeBUIqUIS Ye[Wn| Ueqiialal] ossejuasold| seusedey ueysqduruad UeBIBYI[a W]

g
NVLVIDEI t

:  ISMV YNVONTY

14 I

NVADO0Ad

IAANED OSI




elaep ISB1SaAU]

UBp ISEPOWONE 103338
MIOU0Yd UBYNqUINLIS]
‘UBIRYISIY “UBHIPIPUA
Bunympuaw Sued ereyradrp

ueyequual e

nun g pun g jun of mum ¢ Fued uzjequial Suelueg sreyrpuad /1se)Iqeysy]
yeroep seisaau]| pigry uep redsy ueep eie] wejues
uep ISEpOWoNe 101398 Hreq ISISUOYH CLE L waﬁswuc,u.ﬁ HISEW
IOU0N2 UBYNqUIN}Iag urerep uajednges =REUEIp
‘ueTeyese)] ‘UBIPIPUad uejeqUILL UED uejRqUIDP UEP IS5 RIBHIATIe]
Sunynpusw Sued ereynedip| ueEp UBBIBYIRWS] uerel ue UBE[ UBBIBYIWS] eep ﬁmv_,mu.mhm.mﬁ
AdNdda W £96'pS W 681°LG W ZH9°EeT w 088°6S Sued uerel Suefueq oseiuasosd| ereynowed /iseinqeyay| / isennqeyey wesorg| - WeIEPESS BAuBuTIny
‘qedures ueuedueuad
qeIoep ISEISoAL] ueye jeyereiseul
ueIepesay BAUSURINY
UED ISEPOUIONE JOIH3S ’
IOU0X? UBYNQUINLIDJ ) *htlal
e GRS IINIUN UEYE] UBBIPISINION
UBSBIBqIa1ay
mcsxsw:,uﬁ Sued unsueqip eseretsem
jun | aun 1 jun g wung Sued uejequal yermnp uelequal veunduequag wemsn wep weynInGsy
renses unsueqip
UEIDBD ISBISIAU] jedep efuynuadas
UEp ISEPOWONE 101328 s{Teq ISIpuoy wWN[aq UeIByIsay
[UOU032 UBYNQUINLISg wrefep uaiedngesy uep ueyipipuad
‘uelBYasIy ‘UBNIPIPUS] ueyeqUIa [ UEp ‘uermoucaad
guronpusw Suek| uepeleluunsdueqia uBjeqUa[ Uep Ueer yesnd sosye pelusw
¥Mdndd w §ze'g u /01 o 949°¢C U 62S°¢ ungFueqip Sued uerel Suelueg JSBIUIS0I] ueel veun8uequia | uveunsuequsd weldord| Suek ueelsen: jedepia],
myynijsegyu] uepig
uUBSUBNEsUBUR]
UBTENE[2Y] B1LI9S
eAeyeg UBEpUaSUI] UBP ueyesdaouad Sueiua)
UBUESI0Ud UBBUBSHE[I] jexeIedAse]y epedoy
810 02 10 g 310 08 810 08 ueyneRd wlossuy yenunp ueueAe[ad ueyeyduiuad
Bsa(] p esa(] 1p
uBIEeqay ueIeeqay yesaous/
yedaoualy /18uemssueuay 1Suengsueusy weEep
urerep Jeyereqg uendureralay Texereq wendurern}ay]
d10 08 ey g 310 9 ueeuBs e[ e[y ueyesguiuad
BUBITGO( UesUe[ssueuad
uveuedueuad depeys) dd 1odieg eueddusi],
dd 1odies euedguai], Bj033uy [TU0SIo]
10 g1 d10 g1 10 ¢, 810 g7 e1088uy quostad yerwunp UEnjURE UBUILISUI]

71
VYNVSIHVTEd

8
8102

!

L102

+ LIDAVL ISVSITVIEE

g
- LNdino

+
HWOD.LNO

HO.LVHIANI

£

NVIVIDEH
© ISV YNVONIY

z

NVIDOAd

1

. yIANTD NSi



TEWIITULET TESENMER
ungueqp Suel urwpinuiad uep uveyewniad
uesemey uep ueyeuwniad p uesunsur|
ZW 696 9% Ul CZRCT ZW 8SC 61 0 1p uweSunyBur uerel sen uerel eueres ueripaiuad
IUESUE]ID
BY 0108 BY Q1708 BY 99°C0T 0 Sued ynwny uesemes| sen7
1eyas BAuuBSunyBuIm
Bued vewnynurrod Iesep UBWIHNULIS
TEsEpP uep ueyeuwmaad IsejIues eueteseld| Uep UBUBWNIJ JBU2S
d3da HHY LO1E9 ¥4 £+.L8C M 058G I3 S0+9S isenues jeejueuad gepunpe 9SBIUISI3]| UBP BUBIES UBBIPaAUS] ueduny8ur] werdoid
ndurepy 3ueiny
wny yeise] ipelusw| jeyereise UBYBUINIS] UBBUWINLII
eduep Sued uny yede] yepL, meunsuRqUdg ueduequasuad
da Jun g+99 jun 9g9g nmn o6k Jun Ozd ny yede] yewns yepun, JBUINY 9SBIUISID]| ISE[NUWIS UEp ISBIISE] urersosg
RUSEL D
vreyadip uep| Lep eluns ueIRjUBQ reduns nasue} uep
qeyaatp Fued re8uns [ndEue) eAUTEPULNID]| UBIRIURq UeRIByIawad Tifueg
AdnNdd w 10s's w T$8/ W 0g 08 L w069'c uep uerejueq suelued ISBIUIS01] uep SeIIqeyy]| ueepuaiusd ureisold
ueesaplad ueyequIa||
ereynadial Sued uep uerel ueereyijauwag
wO10'1 ur gog - - uedunyduy ueel Suelueq Jisennqeyay
unsueqia) UBBSIPIa
ungueqip ued Fued uelunysun ueesoprad uejequal| INPRILIISBIU]
¥dNda = w 189 - - uedunysur uepel Suelue uemel asejussold| uep ueel veunduequiad| weunduequiad WeISold
YBIIED ISBISIAU]
UED ISEPOUIONE 101438
IOU0Nd UBYNQUINLIag
uep UEjeyasay Sunynpuaiu Ire uemel yequir Iy uep
Sued Fumnpuaw Suek YBISED 1P WINUI jexeredsew 18eq| wnuip Iy useoRiusd
eieyadial uep undueqia) Ire ueejoeduad| wnumu e eueres uep| elisury ueduequuaiuag
AdNdd w JPERE W gl 9oe - i dued ureds Suelueq asejuasold| eumeserd ueepaiusd weigold
TESUNS
1sesieuLioulp fues UBIN[ES ISESI[EULIOU UB
w gec'1 w0106+ WL s reduns uempes Juelued ereylpuad /1se)qeyay
- - uerueliad 101398 J{Teq ISTPUOY WEEp Tep BmBy 1SES]
THIOUON2 UBYNQUINLIa] ITe BABp Iaquns ueduLre uee[oladuad
dunynpuaw Fued ereyradip uefuequaduad isedLn uedunel ue uep ueduequagdud
dqdnda w /Z8'¢ wge'eel’s wg9g 11 u 0zZ6°9 gued sedur uedurrel Suelueq asejuasold| ereynawad /1SeRIqeyay wreisoid
EIJED SETSIAU]
UEp ISEPOUIONE I01HoS
oU0ye Ueynquiniiad
‘ueieULasay ‘uBNIpIpUSd|  3leq ISIPUOY WeEep
Sunynpuow Suek| usjedngesy sseurRIp guoron-guoion
ereyradiol uep undueqp ueunsuequod| Suosod-Juolod/aseureip / esEUmRI( UBIN[ES
MdNdG ur 0801 wZLT 01 UL GLE'E ur 79 dued aseureap Suelued 2SBIUAS01d| ueIn(es uveuniuequad| vrunfuequiad ureidold

ol : 8 : g . b 3 Zs I
8102 PAL 4 LNdLN0O dWNOoO0LN0 - NYILVIDTH WVAD0ud

VNVSHV1ad S 2 . ot . ¥aaNad nsI

JLIDUVL ISVSITVHY JOLVHIANI g ISHV YNVONTA &



1

VNVSIHVTad

cu +86'8E
8
810C

L
LI0T -

LEDAVL ISVSITVAY .

S
LNd100

t
- dNODLAO

JGLVIIGNT . ¢

€

NV.LVIDIH

A0N 6++7 11 9851 A0 1481 M0 226 ereyiadip Sued nrd yerwnp
UBEIONIdd UBBUNNIUI]
BUBIBSEL] UBP
d¥dd W SO'6S cW H86'8E W +8b 1 ¢ €0¢°01 ereyiadip Sued ueurel sen BUBIBG UBBIBHI[3MBd
UTMEUEIP SUBA T
uerel ueguerauad
SO 64FC NN 9851 A0 1471 N1 776 Buesedral Bued nrd yepuny 3sBIUISIag
ueeloNIa ] usdunydur]
ungueqip Suef| euBIESEIJ UBD BUBIES| UBBlONIad ueSunysur]
d3da ZW SOE 65 A o | ZW £07°01 unueqip Sued uewe] sBN] uBwel asejuIsIad| ueunfuequiad ueljeIsay uee[oppiuad ureldoid

<
WVADONd

ISV VNVONTN

T

YAANTD NSI



ueleyasay efeud)
stual g myITmaw
WMd L1 WMd 01 rewrur Sued sewsaysnd yepumnp
BIULIoWayg
UBIBYISI
ueueABag
SEN[ISEY I Jepuels
TYNUIWS ]
ueynead Uep ISESI[BISOS © I ullg Fuex uelByasYY UBJBYISII
mrepw isuajeduoy uejeysuruad eSeua] UBYMINGS3| BISNUB BAR( Iaqung
ueiesoy nnysua uBynuUaWa sensedey] ueynedd UBIBYaSII]
soxquIg SOMRU HZQ SOBU CEt Bued uejeyasssy WS yerne 95BIUISO0I] uep ueeulquad| eAeq IJ2qung weldoid
Tueferp Sued
%08 2,08 VI 1eyeIedsew uereses asejuasord
BISUB] UBD B[O} Uep Bl[eq Jeuy
uep ngr ueleyssoy ueieyduruad
wepep uesnsenp sued veyned BISUE] UED HEUY UEpP Nq|
ey 0% mey OF, uep Mojuuq ‘ISeSeIsos yepmnpe uBjB2SaY uBjeqBUIud]
ue3unysul uejeyassy uejeysuruad
werep ueynyenp suea ueynerad ueduny3ur] uelByesay
ey 0¢ 1Y 0T aep yajiulq ‘ISBSI[BISOS yepwnp efedn uveyexqdurusg
£6¢ Jueany zrn £6€ Furiny 1219 ( Suerny] 1Z1o ynung 210 YaN)
‘061 ‘081 LINd uesxjedepuatu
qrung 1z ‘gor 1 o3 | 3nang 121D 00+ M9 34 jexieredse UeBIESES YR[WNP| NING [Z1D ISUSRAI]
Jexeressew 1218 uejeysuruad
werep ueynep sued ueynead 1exeIRASE 121D
11ey 07 ey 0% UEp }olulq ‘ISESIEIS0S yejumnp g3V UBUTLINUD]| UBNIE(Isd UBIBHSUIUI]
ueBABpPIIqUID]
UIpuep UEp URJBYISI)] Jeyeressen
saquI] 0, ee %08 eurewing nipueidsod asejuosord [V UBunInuag [SOUWo1g Ueyesduiuad ueleyasay urerdolrd

SAIv/AIH Suepuefuad

yeiunl eAuyequreliaq Un{ewag
€y urerdoad urerep

piel-rel sedisnaed eAuyepuay
{{paaumewiun)

mnuadial winjaq Sued
BUBIUSISQ BEIEN[aY UBYNINgay|
f1feq uenewsy esnl uep

nqr ueneway oxisal ueinsua
yedep Suel

isestunuit jedepuswr Sued ey
nqr yepuwnl e uyepua yisep

3 ueSunluny eAuyepual yisepw
‘YIe[19) uBjeyasa)

edeual Suojonp ueuesiad
1s10doxd eAuyepual yisew
‘UBJIUE[eUL URp [IUrey ngt
uenewasy eysue eAurdsun yisep

VNVSHVTEd

c

LOdLNO

 HOLVMIaN]

t
HNOO.LNO

1202-0202 NNHV.L
OdNOENLIS NILVANEVH JIANID NVVIHV.LASMTMVONTd HVIAVA ISHV VNVONT SHMIM.LVIN
oA CU LA A

€

NV.ILVIDIH

G

NVADOUL

ISV VNVONTA

ueleyasay "prg
I

JIANTD NSI




URNTOEIP UBp

snsey ¢ snsey ¢ weduenp Suek g3 snsey yepump
Isesfunuig (Jnsmpoid ersn )
uep yeqem ueguemngsueuad W.Ld OIS J01E [sesIunwy uep
uep Bojorwapidy aoue[aAINS ueepueiuag| yeqem ueduemiIdueuad
urefep uesnye[p Buruans uep Bojorwaprdy
ey o1 ey 01 Fued yayjung "1SesIEISOs yepuny ISBIUS01] | 2oUR[[2AINS UeYeFuruag
( snireN s93aqeIq
uep suajiadiy
) reasusdaq
ofeduad Suruaiyg
%001 %001 eduep 84 POOO 9SBIUSS0I] ISBIUISOI]
Iemnuawl yepn eduad uemep deySuof| remuaw yepn jnpeisuad
ueyrenp Sued ueynejad TESED ISESIUNUI] uerepuasduad uep
ey g mesy g H1uIg ISBSIBISOS YB[une 10N 9selussold| ueyeSoouad ueueie[a]
sewsaysnd
Yaro ueymngp
%76 2016 Sued Suelunuad eueres asejuasord
UeUEsUEeU2d
ueynyep sued veynered uep uenuwauad
ey 01 ey 01 UBp }o1wWIq ‘ISESI[EISO0s (Ee[umn JSBIUIS0L]
(ueBures uep
‘SISBLIE[I] ‘BIIETEUI
‘agd ) sisouooz
/ Suejeulq J2qUING Ie[NUAN JepL],
nreduad ejuiepuad % IE[NUI ID{BAUS]
Ie[nuaur ueuegueuad Temuaw jeiuad UESBIURIaWI]
eiuad ymyun tueduelp Sued uep ueriwauad uerepuagduad uep uep
saHUI] 2%E6 onl6 JeyEIRASEUI UBIESES 2sejuasold asejuasold| ueyesdaouad ueurie[ad ueyefaouad weisold
ueyeueouasp Sued weduap 12qIp
9606 2506 Sued say[e eAuloqlal aseIuas0Id
LId ©B119s UBLUNUIUI
uep ueueyEW Uesemeduad uBjBYaSa3 B[V UBp
ey g ey g UEp ajwlq * UBBUIqUID] Ye[wn 1eqo eviedn) ueyexqduiuag
N 1serdajuria) twaxd ueyIeleqip
810 000'CT 810 000'CF 84 unystr Peredsew yepwnp

Gl

VYNVSHVTEd

redel1al 3ues WAS UD[SeW yepumne
S
i) L0d1N0
: HOLVIIANT

N[ ueAeLro] Suek
unsTy ynpnpuad
2SBJUIS0I]
. B
ameolno .

UIHSITN ANpnpuad
ueBABIqQUI] UBp
ueleyasay ueeiviquIag
uejesduiusg

<

NV.IVIDIH

WYADONd

: ISV VNVONTA e

it

YIANTD NSI



qeyaarp ID{ES YBWNY BUEBIBSEI]
nun g un Qg uep undueqip Suek Junpag yepunp BUBIES UBJESUTUSJ
(nsyd ¢ ueunqes qewiny | [ewrupy
ueyedniaw [gOF wreynniuad ueynniuad JexeIRASEN uBURAR[2d IEpUBRIS IDES yemny
uep 0g0¢ 1981e]) EIpaw 009€E BIpaw O+1 23 ueyLaqIp Suek IseULIOJUT RIPAK | ) NdS rensas Suek gy urIBasa}y] ISOWOI|JIMeS yewny weueie[ad
AVSH uEp ey 091 uep Mey o1 Ue[uny uep ueyniniuad yejunp| ueueie[od sSBIUIS0I] eiedn uejeyBuiusg uBUBAR[D WweISord
ISEI[ISE] BUBIBSEId
Iepuejs uep
rensas euereseld evueIes ueBIeyIawad
pireqradip Sued euereselj| eueres e{urdnynole) / wereNduuag [eisog ueduniaury
NSy € uep saxuI(] %06 2606 BUBIEG UBYNINGDY R[N, 2SBIUIsS0Ig / ueepaiuag ueBUIqUID] WeIsold
ISEJIpaE ISBIIasal ‘ISelIpaIyeld)
WMd 6 N¥d 6 Bued sewsaysng yequnp
eAUUBZULIE B1I9S2E]
SBUWSaSNd Ip TBSB(] UBIBYISIY
ueuBAR[3d NN UBIRNIUILL
werep ueynyenp sued ueynerad
e 0T e’ 0g Uep ¥a1wiq ‘ISESIBISOS Ye[unp
efuueSurrer
B1I9S9¢ SBUWSINSNJ
Tepue)s UEp J{ES YBLINY
Tensas W1 ueynyepw Sued VS Ip UBIBY3S3Y UBUBAR[O]
NS € % WMd 07 NSy € % Wid 07 YeWNY UBpP SBWUSIYSNd Ye[un, ninp ueiesduruad
wesuep Sued uejeyasay]
mey 01 ey 01 yeresew ueuesdueuad yepunp
UeSUe[gouetad Uep Uejeyasos UB]B(UasSay Je[esenl
ueynini ueueie] uejeySumad uweguemnsidueuad
wrerep ueynyenp Sued ueyned uep ueynini
ey ¢, ey g7 Uep jaluwiq ‘ISESIBISOS e[mn, ueueiead uejesBulusg
TEEIBASEW TTEpUEs
eped ueleyasay ueuederad ueduap
ueLIaQ S rensas uesnlna
810 011 810 011 Suedk uejeyssay eBeua) Yerung| usueie(ad aseIULSOI]
reyqeredsew eped
UejRasay ueueie] UeyENSUIUad ISESLIBPUE]ISIO]
werep ueynyenp sued ueynerad 34 sewsaysnd
ey g ey gg uep Ma)uwiq ISBSIeIS0s yejunp ISBIUIS0Iq
Jued jyeg yeuny pensay
ueuede] vexpedepuaur uep sewsaysnd| uep rownd uejeyssay]| ueleyesay ueUEAR[RJ
SaNuIQ %E8 %78 84 jexperefsewr uereses osejuasold asejuasold| ueuederad weledSurUag eAed ureidorg

cl

VAVSIVTAd

IsesTUNWIp 84 UBIESES 9SBIUSS0L]
g
L0d1no
JOLVHICGNT

t
dNO0JLNO

o
<

NVIVIDIH

i
NYVADRUd.

ISV VNVONTN . .

L
ATANTD NSI



ueununuad eysuer

ISEHOADY urefep elroy enru Mdd¥H M€ uexeILgduad
ueeuesyeRd uefuap BUIES uexeIa8iusg uep INpnpusd
g¥ddd 123 96 ey 96 yepumnp el1oy ueyexguruad uep 1seyoapy| ueiepusduag werSold
31 19q Sued
S¥ddn elossue
SNd 95BIUISIad
edrenpoy €3 Joq Suek uBUBYEBIIY UBp
ueeARpIlaquad eulqLi], ejosdue eiajyelog edreniay
d10 0ogE 310 pocg BlIa89d yr[uInge SNd asejuasiad UBBARDISqUID]
€3 12q UBBLIaSa)] dMN
uBBUIqUag nieg gy elresad €3 12q Uee}Iasay
810 0009 810 0008 BLIaS9d yepunp asBUasIag uBBUIqUA]
g3 19q uBUTWR a3 19q reunsuequiad
uejesduIuag nieq ueurure ueueiead uep BueduIdg
Hddd 310 0021 210 0071 BlIasod yerwnp| gyl eiiasad aseiussiag ueleyIuIUag v3renyay wesdoid
es qewny|
WdS repuels redeousw uejeyasay] ueuelerod
Fuek gy ueueiead un yepunpe SEJENY UBjeqdurtad
qeysamp IB{ES YBIUNY BUBIBSEI]
uep undueqip Jued Sunpad yerwunp BUBIES UBIEFUILII]
ueleyasay ueuedead
ueleyduruad soxuB L
UBBIIUS)Y URIEIS3a) 9SBIUIS0L] URBIIDY UeleyFuIod
qewny { fewruipy
TeNBIBASE ueueie[Rd IBpUBIS es yewny
ay ueqLaqip Sued 1IseULIOJUL BIPa| ) NS rensas Suek gy UeIeyesay] Isowmold | Ies yewny ueuele[ad
S Sy e[| uep ueynniusd yepune| ueuweie[a 9SeIuasold efedn uejeysuruag ueueierad ureidoid
NHes By
WdS repuris redeousw uejeyasay] ueueie[ad
Suel gy ueueiR[ad JTUN Ye[np SEJENY UBjeqIuIuad
qeyaIrp 1MES yBWny BUBIESEI]
uep unsueqrp Fued Sunpsd yepunp BUBIES UBIRNIUIUI]
uejeyasay ueuelerod
ueyeysuruad sayUB L
UBBINUIOY UBIRISDY 2aSBlUasol] UBRIIUY Ue)eyIuruad
yewny| ( rewruiy
TexeIeisep usuRiB[] IBpURIS 1HeS yewng
a3 uenLIaqIp Sued [seuLojul BIpa| ) NS rensas Sued oy uBIeyasy] ISOWo |1es yewny ueueie[ad
€SV Sd ye[mune uep ueynniusd ye[unp| weueie[ad 9sejuasoid efedn uereyduiuag ueueie[ad werdold
IB{ES yeuny
WS Tepuels redesuat e Rlasay ueueiered
jmun g1 mm 1 Fued gy uvueiR[ad U YB[wng sejeny uejeysuiuag

cl

VNVSHVTAd

Py yepwne
LOdLNO ;
¥ NOLVMIGNI

+
HWODLNO

o
[}

NVIVIOE >

¥ ISMV VNVONTA

< I
NVID0ud

AAANED ST



s ueedequia[23]

UNyE], Ue[iquog
Tese( uexqIpIpuad

,szow :.m.mmm.ﬂﬁumux uam«w?o&
'SLN/dLIS

pngxId %60'96 %68'S6 as efequia] yejung [N/ dS MV ueeurqudd| Jreferog qifem wesdold uep N/ AS uexIprpuad
Suelual 3y ¥mun sHds
SYINAIA 1a8re) eAuedeoral wnjaq YISEp
SYIMIA UBpP ANvd uep qnvd euereseid V.S ueypipuad
efequia] 11 edequia] + euereseld Uep BUBIES YWD uep BUBIES UBBIPIAUS] Suelual eped v yMun
Nepn) unye) 65 p's 1opuad seyred syapur ueduap
C1 eISN Jruny ya[eul|  SYWMIQ ueeSequiala uespnfunyp 1opusd uedueluasay
%196 %$9°56 SYINMIQ edequa] yefune BYSUE ISBIUISIA] UBBUIqUd jedepiay yelelapas VIS
uesiprpuad Suelual AV eped
(INVd UsESEqUIaay seuricl {e[033s
pngyig %IF LTI %IT' 111 anvd edequs] yejumne 0 9-+ ANVd JdV UBBUIquiadg uep (NVd weidold| ewe ejeI-ejer eAUqepual YISEN
UENIPIPUad 3ueprd
Jeue uep I2puad Heue Uep I2puad
ueeweinsniefuad ueedequalay veeuwensniefuad
gueio g11 gue10 711 uejensuad ejrasad yejune ueeSequUIafel UejEnNsuad
] {(1sD]
2903 L1 ‘sedies ¢f nqr Suedes uee1ad evliesad yepung ng Suedeg uRNBIID
ueunguequiad urerep
ueunduequad I3pUaD) UBBIE)ISIY
urefep Joplsd ueeIe)asay uep uep vuas uerad
eiras uelad ueieduiuad ueyneed weyeyguiuad weynesd
gueio Lz€ guelo L7¢ wep ueqiprpuad elesad yepunp wEp UBNIpIpUa]
ueseAepIaqip ueunduRqLIa] Wee(d
Fued uvenduwaiag I9pUaL) UBBIB]asay]
uendmwa.aad uendwaiad uendwalad 1SESTUESIO0 isesiuesio uep uendwoaiag ue(] B9 UeId]
vdddd 1sesues1Q 7y sesIesio g7 weeurquad eyrasad yepmnp| soduwrofaiy ssBUISII] sestuegio upeulquizd| uBlRNBUIULS] WEIS01]
eIaep Ip YEUE UBp yeroe( 1p uendwsaiad
vendwatad ueunpurpiad 1SESIRISOS uEgunpuIfIadg
guelo 091 Fuelo 091 ueeuesye[ad elresad yeunpe uexeliqoy] ueruesyeRd
Heue Fued uesela¥9y depeyiay uendwaiad uedunpurpiad
uep uendwalad depey1s) uBsBIaNa ueqioy uendmotad ueSunpurprad ue(] dnpry sejeny
vdddd %001 ueqtoy ueuele[ad yerune osEIUSSIad eledn seypsey| uereysuruad ureidoid
FEeUuy OEp Jopuay)
UBUEBIN|2Y /BSap Heue eRTIRINS nedua
Jeme[oysiaq| WNI0j BAUNMIUSQId]| Heuy Nede] ustedngey] ueefeqUIA[OY
vdddd Sueio 9Q/ duelio gg., seue uerleduad eyesad yejunp 2sEIUAsSIad ueduequiadua uelenduag weidoid
HAd9MA MM
nex ¢l mex gl 'R UBUEROSUdJ ye[un BIB(] UByR0gudd

VNVSHVTAd:

massad 000S

epesad 000G

Iope}y uep gid
ueBUNIRABPUI]
uep uBynnAuag
B112594 Ye[umnp

S
JINdLNO
$ HOLVAIANI

: ol
JWNO0J.LNO

€3 19pe3 uep €3d
ueeungedepuad
uep ueynniuag

NVIVIDIH

<
NYdD0ud

+  ISMV VNVONTY

I
JIANTD NSI




==

cl

~VNVSHVIAd

S
LNd 100
HOLVIIANI

- ..—ﬂ\
aWooLNO .

o
[

NVLVIDIH

ISMV VNVONTY bl

wmeexeisndiad egeus;
uesepep Sued ueduequaduad
BQUIO| ¢ BQUIO] equiof stual yepump UBBUILID]
uexeuesHenp
gued ueeyeisndiad
Uey ££7 LIBY £€F ueUuBAR| RN
ueeyelsndiad
ueduequraduad
ueyeUESHE[Ip Suek uep ueeurquoad
Furipey ueexelsndiad ‘euresel1oy
uesunfuny gg uedunluny gg uedunfuny yerwnp ‘ISBWIN]0 uBUBART
uadiadn
# Suelo /g equiof el1asad yejunp
3 - usdIao snusur yepmnp
ueeseIsndiag
gunfunduad exeisnd| ueeulqUad uBp BORY
yerwnl weyexsuruad ueyeq ueejopsuad| edepng usduequoBuag
ueexelsndiag 5 = nng yepag 2SBIUIsSIad| uep uelreisafad ‘1sqaj03] uresdord
; A 1eqIesIag Suel
o, 0,
hEE e %00 #9 dNS NN 28BUsS1d]
%00°8L %8994, (S NIng asejuasiag
%00'St %00t 31 NIND) asBIuasIag
%00°69 %009 JINS MI1d yeunp JINS MLd UBBUIqUad
%00°]L %89'9L as Mld yepunp S Jld ueeurquiad
ueyiprpuaday edeus
SVIARMIQ uep SYINMIQ uep uep yiprpuad mnw
PngiIg %00°St %00t anvd 31d yejunp|  anvd Mld ueeuiquag| ueieySuruad wesdolg
%001 %001 NS @3 SLIN/JNS WV
SLIW/JNS
%001 9 5
% HE18 31 IN/AS WV
SLIN/dINS
%001 o
° s NVSNTN'T VDNV
IN/ds
% %00’
S00T 7001 NVSNINT VIDNY
%ET 0 %820 SLIN/dINS SdV
%800 %60°0 IN/dS Sdv
%LTT8 %LT T8 SLIN/dINS NV
dINS uep dINS uep g eueresead
%64 8 %65 +8 as euereseid uep eueres yeqump IN/dS WdV| uep sueres ueeipeAusd
dNS UBEBEqIIa[ay
%%ES 901 %ES'S0T dIWS eSequol yepunp SLIN/dINS 3dV UEBUIQ U]

m - -
WYADH0Hd

1B83un yrqay Sued Suelusl oy
uexinluepm eysue eluyepusy
ueySuUBUEIIP

Fued sngs 108 redeousw
wnjaq YISew Jnuny 3w exsuy
fuendwarad

ueduap ueyIuIpueqIp

yeroxas smind

J{edueq yiqa] BE[-B{e] ‘unye)
GI-£1 Bisnh eped uespniunusw
n ey

“Iopued sered syapur wefuap
Jopuad ueBueluassy jedepiag
‘Dpe[-Dle] uexsurpueqrp

133un yrqer vendwaiad
ynpnpuad sedisnred

BUBWIP ‘SBIE YBZUsUs3W B[oXas
1p uexipipuad ynduwsuaur urerep
snpnpuad

JIANID NSI




Wn wep doyuig

eyesn ueduequaiuad 1seIMISE]
ueyredepusw Sued WIMNN Ye[wunp

qeSuauap (1093 BYES)
ueduequaSuad ISBIISE,]

Suex :Mm:wdwﬁm
[1293] Byes[) W]
ueejdouad weisold

uep nel-nye| 1seradoy
ejosdue yernunl ynjun 1opusd
yedia) eyep eAURIPISIa) wWNRY

rwouoyy Suepid

uexeperp Sues einsnpur uedungny

reLysnpuj

d10 19 310 19 Isesifeisog elissad yepunp UBSUNgNY ISESIBISOS
ueeliasedeua)ay
ueyeperp Sued nresuep el1a3] 18784 eSequa]
eliay jereds-jeredg Surojiuopy uep| Suek ueelioyedeuajoy -jereAs SUlIoUIOR uesuequaduad wep
elray eSeua], 810 pg 10 g NN seseisog Blasad yepunp snsey asejuasiad uep NN ISBSEISOS| UBZUNpPUILIS WeISol]

ueeyesniad O

ueeyestiad Ot

TerSTIpT

uedunqny uep uesemeduad
‘seidiusuen) ‘eliay eSeus)
BSINg) IMe,] qor ueeresiusoiusg
ueeuesyerad qepune

TERSTIPUT TeS Uy
uep uesemeduad
“aseisnusuen “eliay
BERU) BSINyg) 1By
qor ueeresdusiodusg

yneps) ynes) fued uemnaIsupn
ey g e g uemddun ynpoud sowoxd yemnp HOPOI] 1SOWOI]
yneta) fued yodurofeyg
ueseABpIaqIP UBD JNIUQIP ueBABPIDqUI]
joduwofay ¢ sjodurofay ¢ yrepta) Sued yodworasy yepunp UBp UBHNIUIqUId]
BATE} JEPE( TH0[0Ua], (bId1] eATE} Teped
d10 og 310 g ynenp sues eley ueouad yepunp 1Sojowa, uedelauag
B9y uejedurallip El123]
efeus) esing isewrojur jedepuaur Sued el1oy| vdeua] esing Iseuriojuy el1ay] uejeduasay
el1ay] e8eua], 10 g 310 g Juek eliay wreousd yepunp rreouad asejuasiad uesenIegaiuad| ueeNIuiusg wellold
el1oy uendureiaay ueyne[Rd uep
810 9¢ 810 9¢ ynenp sued elioy reouad yequnp UBNIPIpUS ] BureselIay]
SUESEN
ueyduedewnp weIdol ] B89
d1o 1 310 1 Sued elay reouad yepump uedelsiag ueyne[Rd
1suajaduoy
Juendureraiay eliay]
DITuaur el1a3] 1resua  1deq eSeus], SEIANNNPOL]
el1ay uendureia)ay dued ueynerad| wendureiaay] ueyneRd uep sejeny
eliay edeua], 810 +8 310 pg ygenp sued elioy teouad yepunp uwesnjn| asejussiad UED UBNIpIpUS| uelEqSUIUdd WRIS0IL]

‘uendwarad

ueSuap ueydurpueqp

De[-bie| edueq yiga) Blexyaq
Bued snpnpuad yepun
el1oxeq snpnpuad snjun
Jopuad sejred syapur ueduap
elayaq Sued ynpnpad eped
JTapuaB uedueluasay jedepiag,
‘emEdueduad yepuml]

werep repusd uelduedwmnoy
Jjedepia) emyeq uexpinlunusw
exngts) uemndsdueduad

}ynjun Iapuad seired

Syapu] 1109y 110318y HNSBULIY)
exnglel ueangsueduad jexqsur],
¢ Bl1oy ueiesue

eped 1apusd ueduelussay pelia],

ueeliogedeusiay Sueprg

ueeyeisndiag
cl

VNVSHVTad

0t

T 0202
JADAVL

Ueeuquiad
ueredepuawr
Sued uedisieay
eloa8uad yeump
S -
1nd1ao :

: MOLVIIANI

STJE}S UBP SIUIBUID
disre ueejojaduad
Fued gq aseIuasIag
+
HHNOOLNO

uediseay UeBLIQUIS]
ST T
NV.LVIDEM

ISV ¥NVONTI

qeise(]
disay / uawano(]
uBelIe)sajad uep

uejeIR[aAUY] ureidold
¢
- .NVID0ud

I

qAaNao nsI



LVHS
AUOW UBP ISBSI[BISOS NNIrduatu
Sued onjiur Byesn nyead yepunp

TEYITEToU B0SET
eyesn weyueelua
ualsisuoy Fued
ueyrerad eliasad
el asejuasiag

(LVHS) yeue],

Sely el ISexqyLag
weidold ISEN[EAY UBD
FULIOTUO ‘ISBSIRIS0S

1synpoad uejexguruad

YESUusuauI 1093

Wn uep doyuig

urereduaul| onjiur eyesn 18eq eyBsSn

UBBIIISN Ueleidoy nnyisuam Fued ol Byesn| ueenrmay uejeysuruad

- - Fuef onjiu eyesnduad yepunp yequnl asejuasiag ISEISBIUION
any /isersdoy ueeoeduad alqeyueq ansi/iseradoy

uawaleuewr veynead nnyBuaur
SueA seiadoy snunduad yepunp

JLITpUBLI 0TI
BUESN aSBJUISIag

ueeo[2duad
uswsleuew UveynERg

OIN BUES(]
mneduwoy uemssunay
uep UBBRYESTLIIMIY
uesduequasuag
ure1go.id

wsetadoy g1

1seradoy 071

urefund vedwrs eyesn uep
ueederquad uejexduruad eySuel
ureep eulqia) iseiadoy yepunp

iseradoy] urefurg
uedung uep ueeieiquag
ISelIsey uefuequafuag
UBp UBBUIqQUIDJ

Aojurg
nnyjidusw Jued 4gn /dSy yepunpe

Iseradoy SN /dSH
8eq 1Ipa1y] UBLIDqUID]
BsIeUY M2]uLg

uIapoi uawafeusun
Jeueyiapas 1dojowna) ueydelsuaur
Sued euiqra) sersdoy yepmumnp

TSETSU0Y BYESTT|
stuaf eped wopow
uswalewew [euRyIopas
13ojouxa]

uedelauad uesnury

1seradoy Op1

1seradosf 001

[ J0jas
1p eyesn uefuequoduad D{IIILUI
Sued euiqia) seradoy yepun

[y Jopjes 1seradoy
eyes ueduequaduad
uBBUIqUIDg

ueynead uejerday
nnysustu Fued uvemdoy yepmmpe

111 10332s 1seradoy
eyesn ueleysuruad
ASBIUISI]

eluey 1serado)]
ueIad UeyneRd

dSn/dsy eyesn

ueduenay ueiode[od

seladoy

eulqip| aunjoa ueyesguruad uep 211y 1serodoy BUES(] SBIENY
Wn uep doyulg . - dued 19111 Byesn seradoy yepunp asejuasiad| eyesq eulg ueRulqUIsg| uelexSuruag ureifolg
meguenay

uelode[ad uep [21y 1seradoy]
BUES[] BUIF UBBUIQMa] QNISUaw
Bued 1seradoy snunduad yepunp

ueluenay uelodefad
uep [y 1seladoy]
BUES[] BUlf UBBUIQUIS]

1seladoy ueByEBSNEBIIMIYN
}Pug [[ur Inauardialuad emil]
veynqunuad uejerdsy nrondusw
Sued 1seiadoy v1083ue yepwnl]|
S
LOdINO
3 HOLVHIANI

b
dWOD.LN0

ise1adoy uBByESNEIMOY
Hajwrg mpejat
iseradoy mousidisjua
emtf uBynNqUINUSJ
€
NVLVIDEA

it
WYVID0dd

ISMV VNVONTY

wendwaiad yajo 1nasp Jesaq
ueideqss Sued yesuauswl uep
ey SueSep eyesn usurafeusw
uendureway eAuyepuayy
1se1adoy

ueejodsueay urerep uenduwarad
isedistjred efuyepusy

epe Sued yeSuauaw

wep (199 LsSnpul eyesn

eped

Ingyers) unie)y (ewr) ¢ ynjun
reunuiw eAuueduequsyiad
eIes ‘uenduwaiad

uep HEl-Brel

elraxad yeruwnl ynjun sopusd
yendial BJep BAURIPISIa) WN[AEL
‘epe

Bued iseradoy nun-yun eped
Iy¥els) unye; (ewr) ¢ jnijun
ewruru eAuueduequiayiad

I

HFIANTD NSI



ISEISdOY an/seiadoy]
ueeojaduad uswaleuew ueynejod ueejopaduad
- - nnyiduaw Sued 1seradoy yequnpe uswsleuewr ueyneRg
ueiseradoytad ueweyewad disurid uerseladoxyad
- disutid sesiersos nySuau uewreyewad disurd
- Jued seradoy snunSuad yepunp -disunrd 1sesieIsog
ueyrjerad ueyersoy ye,LIeds ejiuem isersdoy
- - nrepSuaw Sued vemdoy yepmnpe uerad weyneeq
TSBI3U05 TSEIaa05
uedurquauad exFues urerp eyesn ueduequaduad
ueeusiquiad ueje1dsy nnoIdus ey exSURT Weep eliuem
- - dued uemdoy snmBuad yepwnp| 1seIadoy asejuasiag iseradoy ueeUIqUIa]
ISEIIU0N BUEST]
stual eped wispour
uIapow uawsfeueu Lvy| uswalfeuew /eueyrapas wseiadoy
Jjeueyiapas dojownya) ueydersuow| ueyNeuesHeRW Jued Sojou2)| ueeSequUIa[aY SBH[ENY]
Wn uep doxuiQg - - dued eurqie) 1seradoy yejunpe|  1seradoy aseIuasiag uedessusd uesnuny| ueyeNSuuag weisoly

nIeq eyesnenm 15eq| yeSuauay 1993 0D

synpoad uepenfuad jozuo ueduidurepuad myeaw Byesn 188g BYES)

uexpfreuaw ndurew re§e uejersoy WMNN ueSuequioduad Funynpuad waisig

wn wep doyurg " - nnyiduaur Sued gnm yepunp ueleysutuad| uedueqofusg ureifolq
UBE(ESBIMan
eAuqns ueSuequaiuad urerep ueduequaguad
Fuelo 087 guelo gog BUIGIa) NIBQ BYESNEIM e[un, UBp UBBULWI]

edrenyay uejedepuad yequeuaw
‘verngddueduad BuemBuaw
‘UBUG[STIIOY Ueysejuaduat

BYdURI UNe[Ep UBBBSNEIIMIY UBBUESNBIIMIY

ueynerad nnxdusw Sued ueynesd

- - einuwad /nIeq ByesnEIM YR[UNQ ueemedsuapiuag

SIUSI(] ISBULIOJUT UBD STUSIE ISBULIOJU]

uawafeuew ueduequaduad urerep uep uswaleusy

duelo gz Buelo QQ1 BUIQI) OD{IY BYES) njered yepunpe ueguequisduag
ol eyesn uesuequafuad

selse] ueyeiday nnyiduaw OINIW BYESN

- - Fued onfrun eyesn nepd yerumnp ueduequoduad ISRI[ISE]

0TI Byesn npoid OTTIN

ueresewsd ex8uer wp pnyup eyes ynpod 1sowoid

< = dued isowoid /ueroured yepunp ueeedsuajaduag

erAuteresewad| UemNUIW B UBUEYEW

uep ueennuoy ‘eueses| ynpoid ueynseySuaw| oD BYRS[] UBIESEWA]

ueduequaduad urerep 1suaAIUID gued o UBD UBBIIUSY

Sued oI eyes nyerad yerunp| eyesndusd ssejussiog| ‘euereg ueSuequiafusy
S o t € ol

104100 " @WoolLno . NVIVIDIH NV¥D0dd .

YOLVIIGNT o (i ISMV VNVONTN * o Haana ns1

guelo gzy sue1o 00Z

I




JEINU Iesed oy emeqip
Fued 3uereq nipowoy yepwn e

UBINN JESEJ

SUEIep
Mejuoy uep ByESN NW) ueleidsp
emeqip Fuel nipowoy yepune

Fuedep
HBIUON UBP BUYESN NWS3J,

eyesn nxerad
0S uep ynpoxd g1

Byesnh nyead
0§ uep ynpoxd g1

BUIQIP SUBA BUBSN
nyead uep uexsowordip
Fued ynpoid yerunpe

Todsyy ueduequioduad
UEp 1SOWO0I Bulg

urgepaadsiq

[EUOISUIAUOY BUESN
nyepd ¢/ 1 Uep auIuo
eyesn nyead cg

[BUOISUSAUOY BUEST
mfered g1 UBp U0
eyesn nyeRd oz

eurqip gued
[BUOISUIAUOY] UBP aUuI[uQ
BUES() Me[ad yermune

Jodsy{ ISEIUILIOIAE
BUES() Nyelad yepunp

ueduedepiad
BYES[) Bulg

Lo8aN urere(
ueduedepiad 1SUIISHT
uejeyIUIUd] WEBIS0I]

ISEN0[ 9

1SE30] 9

reuorsen undneur

TexoT Jeq3ur], 1093 OB eyes)
INpold uelawed ISBIISE,] IN[e[al
IeqeIRASEIN LIPURIN BUES() [SBq
1SomoI] ISEIfISE,] 2yduel ureep
nne{up sued uelsured jusas yerunp

1isynpo.ad uejesxsuruad
rurereSuat

Bued onjiu eyesn
yejwnl asejuasiag

[ETIOTSEN UTTUmeTT
[e3{0] 1es[Sul, 103y
OIIN BUES() }NPold
UBIUIE] ISBI[ISE ]
ME[RU JENBIBASBIN
LIPUEB BURSN

13eq 1S0WO0I] ISB)I[ISEY

N uep doyui(y

FuelIo ON9

Fueio ppg

elioy uendure.nay ueynead
uep ueeuquad ueduap vuIqIp
Bued nieq ByESNEIM UO[ED R[Ny

BTurSa

eyesnenm pefusw
eulqip Suek gnm
uoreo /jexeredsew
ISBJURSIa]

Jeyereisew uep
eliay eSeus) 1Beq elray
wendurensy ueynerad
uep UBBUIGUD]

reisog uedunssury
uBBUIqUad urerfoid

ueduensy uelode] JIpNeE 3w
nnysuaw Sues sezadoy yeunp

1se1adoy snunguad
Feq uesemeduad
uejeq3uIuag

eluueieyasay
reqiuip sued seizadoy yepunp

seradoy 48N /ISy 19eq
UEBJB2SIY UBre[iuad

1se1adoy gGg

ise1adoy O+g

ueedreysuad uep uesemeduad
uexredepusw Suek 1seradoy yejump

SEIoU0Y UBBSIEIod
uep ‘uesemesuad
‘UBRRUIqUID]

isetadoy pgg

iseradoy oge

1seradoy WIS sensedey
uejeysuruad elIes ueeSequialay
ueeumquad yajoradwaw Sues
1seradoy vyoddue /snunduad yepunp

iseradoy] WAS
sejisedey uejexduiuag
uep ueeSequIa[oy
UBBUIG U]

ueESRqUIIaI] ISBSIR)IAI
mreesuaw nzad Fued yajunq
nnyiBuaw Fued iseradoy yerunp

Iseradoy
ueedequalay 1sduny
ISBSI[EIIAI Hajuulg

VNVSHVTAd

1seiadoy elo83ue
sensedey ueiexduruad yajung
nmyiduaw Fued seradoy yepuune

{YOLVMIANI °

t
dWO0.LN0

WEI300T
Iapey redeqss seradoy
ejo33ue sensedey
ueleNdUIUS 23Ul

[

NVIVIOEE

e
- WNVED0oud

ISMV VNVONIAN

I

AAANED OSI



INS 19q Jesed nhuaw
unsueqia) Jued resed

Iesed ueunsuequiag
IN[e[oul BIRSIMLIE]
Sumnpusd eueleseiq
BUBIES UBD IBSEJ
‘uejequar nee/

uep uB[e[* URBIRYI2Ua]

(reseq dueprg)

ungueqra) sued Wnn Jsennqeysyy rerisos uedunysur]
urdepradsi(] SO OE soy 0g SO UBp SO ye[umnp selIse,] yejunpe Jueunguequiag uBBUIqUId{ ureidold
[[293 LHsnpur ureep [y
elues ueuesad uejexduiuad LISNPUT WIB[EDP BlIUEM
ueynerad vlIassg yepunpg ueuelad uejeyduiuag
BIWDG UBD 013y SISBQIaq
ueynead mpejpur
BIWIY Uep olse 3ueplq Texqeressew uep elioy
eAUNPIATPUL DS Sepeny 1eySurusm uvendurerajay UBYNER[DJ
gued el1oy efeus yequnp UBD UBBUIQIIS]
uBp BY2UY SISEQIq
weynerad mrefew
[11s321 uep exaue Suepiq Teyeredsew uep eloy (msnpuj Suepig)
BAUNPIAIPUT [3s SBIEI] JeySuluaw uenduresalay ueyne[Rd [ersog uegunyisury
ursepiadsi(] NMI 0SZ W1 0SE Fued elroy e8eus) yepwnp uep UBBUI(UIJ ueeUIquIa] wWelIdold
(rmsnpuj
dueprg) ueSuosy uep
ueSued ueye[o ewr] ey Fuedepaq
urgepradsi gne[p dued W1 yermnp Hnpoid ISEqIISIAIC] UBBUIGIUID WeIZ01]
UBSUOSE UBD BUWI] B{EY uesuosy uep
E[E319q BIBDAS BUIQID duedepad 1sestuefio ewr] ey Suedepad
ugepradsiq Sued eun nyey Suedepad yermunp ueeulquad uejerday URBUIqUIa WeI301]

eAursowoid 1seIISE)19] SURA
jexeIedSel LIIPUBT BUBST YB[unQ

eddue) yeumna
Lpsnpur uep ueutleioy
uep ynpoid uelouneg

Jodwn 1odsys NIpowoy yepwune

Jodun xods>a
1ISeseal SULIOTUOR

VNVSHVIAd -

yeisfer resedip oxequuas
durroyiuowr ueeuesye[ad yerwnp
5
104100
2 AO.LVHIAONI

+
HNOO.LNO

13293uad 1eySunp
eAuure] Sunuad
duereq uep oyequios
vdrey SULIOJTUON

o

NVLYIDEH

i

WVAD0Ud

*  ISHV YNVONHAI

it
VAANAD (iSI



[ersog dueprg

ungueqip
Bued Suelepad yede yepunp

[euoIsIpeIl,/ wnun
Tesed seidmeg
eUBIRS UBUBqUIBUI]

un3dueqip
Sued uedepad yede] yerump

ynpoad /3uereq
ISNqLsp uep
1esed ueduequIsiuag

Iesed INS ueduap
TeNsas Iesed BUBIESEI]

INS-12¢] Tesed
nhusy resed UBBIBUS

N g nun ge uep BUBIRG YeJwinp uep uesuequaduag
IBSEJ SEITUNINOY ISTLISI(]
elIag Suelepayg BUBIES UBB[O[o3UI]
umyny uepeqraq uel INS- 18g UeRARDIIqUIR] % ueduequasuag
ueqnAngded ¢ ueqninded ¢ Tesed SBIIUNUIOY ye[une Bued reseq yermmp uep uBBUIqUIa] wrerdord
Hox0Y
uBEyESNIad ueguap
Tuelad /NN sesersog
MEPEW nexequa], [ISEH
LIISNpuU] ISNPoI] Uep
¥Hoyol ueeyesniad| nyeg ueyeq ueepeduad
1IEPURIS Inuawat urere(] Jresog
nexyequia} eAuseyeny] Suek| eyesn uep yesusuapy
SEHENY Ueye nIaguaw Neyequal| 1093 BYBSM UBBIIWIY wsnpu uegdunydur
810 09 310 o Sued ruejed yepungp stuaf yejuwmp| ueBUEBSHE[R] ISBH[ISE] ueeUlqua] Wweidorg
jexereisep
eAUNPIAIPUL uep eliay efeus] 1Beg
s seleny 1eysuruau eloy uepdureiaoy uep
g10 pgy, 310 g2 Fued el1ay e8usy yepwunp uenduwreuay UBBUIqUIDJ

- VNVSHVIEd

jun g

ungueq.aa)
dued resed uedexFusiey
BUBIES YR[WINC
S
LNdLN0
HOLVHIANI

G
SW0D1NO0-

1eANey Tesed qeysy
M[B[aUl BIBSIMLIE]
unynpuad BUBIESEI]
BUBIES UBD JBSE]
‘uejequia neje /uep
uee UrRIRUI[oUID]/ 1ISB
Iqeyay /ueunsuequiag
E

NVIVIODEH

ISHY VNVONTI i1

G .
WVA50dd

YHAANTD NSI



snny Suek

reuafeweur

m“w—CFh .Unuv\—“. .L—GMEr—_ mL-.m—\ —ﬂjm—‘.—Qﬁ
1 [BH wmyny uexyesauad
exduel urerep venduorad

¢l

VNVSHVTEd

eatl 085

emil 08

ISEJIISELI)
Fued yeue g yerunpe
nln.- . -
Indino p
VOILVIIANT

[ETSOS ISEJI[IqByaL
ueyledepuaur fues
SN 2SBIUaS0I]

+
ANO0DLNO

Heuy SN ISEUISEY

o
o

NVIVIOEM -

[eisog ueeIsiyelosay

1seqeyay ueifoid
4
NVID0Ud

ISHV-YNVONTN -

310 gpg 810 gpg reuoisguny jepqip eluesad yepmnp 1sualaduwoy uelexsutuag
ueiad eAusejeqial yisew
reimyny [eisos reanyny|  Injeredy isuajaduoy { yeiae(] Jeidey Ue[emIag
sTuxa] ueynejad uep ueyipipuad IBHIP snn| olsos s1uya) ueynerad ueduequaduad uema(] urepep uendwaiad
wipsdyg 810 Ot 810 02 snny dued ejresad yermnp| Sued NGV 2SBIUISIA] UBp UBNIpIpuad uresSord| ueemIaay eAUUBpUAL YISB
H1jod suepig
1senpeisdia) sued YN yepunp SN veiBpIaquiag
ISB)Ipa.n{RIa] SMSd ueruiquad
%001 %001 Juef edequa] §Sd yeqwnp uep ISEII[ISE,|
S1epdi-1a] uajedngey B
° b 1P ¢ usjednqes| Sued (93 / BSIP WA SN elep siseq [esos ueedequa[ay
sosui(] BSIP 7L BS3pP €1 SMINd BIEp SISBQ 21Epdn Ye[uIng| BIEp SISB( 3SBIUasIad|  ISEpIEA UBp ISEYHLIAA uejenduad weidolg
[e1sos ueururef|
emil o1 eall 001 yedepuowr Fued eisue| yequnp visue] 1Seq [RISOS UBUIIE(
rewsos ueururel uexledepuaw UD{STUI I3BJ
emil ppo emil 0po Fued usTI J{e) Ye[une 18eq [el1sos uveuIUIE
[eisos uBururel
uep uedunpuipiasd
1ersos uedunpurtad ueyjedepusw ueedepusu Sued BUBIUI(Q UBQI0N [B1SOS UeUILIR[ UBp
SOSUI 9%00T %001 Fuef BUBOUIQ URQIOY ISBIUISID] SN 2seIuasold| 18eq [eisos weSunpurprag| uedunpuipiag weiSolg
ISEJIIGEYRIIp Suei
emtl 001 eall g6 [e1sos euny duepueduad yeunp [BISOS BUN) ISBNNIqEYY wendwartad yeepe mesaq
uergeqas gued rejueLs) jueIs
ISBIISELID) SEIqesp eleyad yerunl qedueq yisepw
emil 0z emil 0gz Sued seyqagesip uepueduad yejunp Fuepueduad selsey weueel yeue

uep Iejuelid) Bileq ‘Iejuelia)

yeue yepunf edlujeqsurusay

TLOUOY3 [BISOS UBMEBI

eytuem gepunl edwgddun yisep

“Heker Suek

ISE]IUBS URp YIslaq I depeyia)

sosye uereostod uesuap

e38ue) yeuwnia jedepia) yisew

‘tuny yeder

qepr) yewrns runysuaw Sued

eS3ue] yewni jedepla) yisep

Seue

uep uenduwalad eped ueselax o

SNSBN-SNISBY [F3un Jness Isep

‘uendwaiad yeepe mesaq

ueideqss Uep IBjuBlIa] BISN

mfue| ynpnpuad eAwS3un yisep

‘urystw ynpnpuad

asejuasitad eAUFdun yisew
I

dJ3aNdD NsI




¢l

VNVSHVTEd

IT
1202 .

2 JADAVL

01
0202

g
LNdLA0o
: .. +dOLVMIANI

+
dNO0D.LNO

€

© NVIVIORM .

[
NVID0oUd

& . . IS¥V YNVONTHY

4oyo] UBp yeioep
yejurowad yersep yeIae(]
yejurowad jeqelad TeLEy UB[IeMmIs]
dorerp Surresy uejerdoy uegusp ISBUTPIOOY edequo sejisedey]
(I8dd 198 ueeuesyead yejump uep Joerp/3urresy| ueleySuluag weldol]
¥4 e10dduy uep
ueurdund sTUYH3L auda ejossuy
uedurquug /doysspiom uep ueutduwn STUYNI ],
ureuesye[ad yepunp ueduiqung /doyssjiom
ISHET] [UE EseUa) (add B3qe1g
UBBIPaS 1319y yepunp Uy eSeua], ISBIISE,]
uema(] UededsUua[ady] uema(] Uedeisua]ay
edel ze yede1 zg Te[V ISEIMISE,] yejump 1elY ISENISE
uUeMa(]
nnfueprepunip uedesguaray] 1ery
Sued elroy uedunfuny uelessuy uep uep uernedduediuag
ueresduy uep uesemesusg [1sey uexeliqay uesemeiuag ‘uesemeduad sFuny
Hdd 198 ISEPUITIONI + ISEPUSWIONII 4 IS3uUny ISEISE] Ye[Wnp| UBSTIWINI 9SBIUIS0L] 1s8uny IseljIseq ISEJI[ISE,] WeIs01]
MHdd eloddue uep
ueuduwid WAS
uejeqdutusd uep
jede: z¢ Jeder gg yeresy| uep jedey yepuung Jedey uejerSoy 1IseNpsEy
Ue[esy] uep
ueqyesIp agadv YeIIB(] UBINJBIS]
epiader ueseyequad dued (JQ meisiul|  uou yeiowp ueinjelad usunsniuag
T¥dd 198 eprad og eprad og ueje1day yepunp epiodel ssejussold| meSuesuer ueseyRqUIa] ISEJISE,] weldol]
eredon ndig mjeredy
eredaN ndig anyeredy ueepefuad uep
810 0gt1 810 0811 ueyningay uep ueepesuad yEUnp ueynmngay ueunsniusg
SNd snewoejo jesgued
unisuad uep jeysued ueyreusy ueyreusy| ISBISIUIpeE
10 oggrl 810 $18%] Tereds Iynuawaw 3uek SN Ue[wnp UI2]S1s UBEIBUI]
uesuep remegad
310 1012 810 1017 Fued NSV ueyemeseutiad yepwnpe urdisip ueRUIqIIDg
elioy ueqgag
BSTBUY UBD UBjRqE]
BSI[BUY [BNSIS NSV miyeredy
nrey ueSuequoesuad| remedod uejedwouad uesuequisduad uep
wpsdyg 510 989/, 310 9£9/, nnyjduew gued NSV yejune ISBIUIS I [y 1a1res] ueduequaiuag ueeUIqUIa ] ureiSold
T SUaleduoy T L =
1SE3YTII0S rep undnew [einnns jeqelod
1suajaduwioy IsexynIas % reuosduny reuoisguny ueynerad BRI )
310 008 810 Q0% 1eppp snny sued ejrasad yepumnp uep UBqIpIpusd .nuB wwwﬁﬁcﬁ_w Suef wnpey uep

I

~ugaNaD Ast




ueyne[sd
ueetresyelad vlrasad yerwnp

OX0], UEp Seuury
sedjeg 13eq vsIeyEMG
ured uendureuray
uejeq3uTusJ

BS9p UBD "293] SBUIU]
sedies 18eq resep uwendureway

ynjeriay suek seururn

BS9(] UBP UBIBLWIEBIIY
sewur] sedies
13eq rese(] uendweuay

ueSunysury

UBUBIUBAUSY
uep UBUBIIEDY

dd 1odyes ueyeday 09 uejeiday 09 uejeysuruad uejeidoy yepunp BI083UY 2SBIUIS0I] uejeysuIus | uelenBurued weidold
BQO}IRU
UEp SeIs UBwINUIL BOONIBN
ueeungsuad /uerepaiag uep SBIaY UBWNUIRW
Fuejua) 1SESIRISOS ueeUNFIudd /ueIepaIad
810 O 810 Op ueeuesyerad yepunpe ueyedoouad meynniuag
epiad megsdueg
epiad redduelad umewLniuagd uep uewLnSuad
310 g 810 7 meguenua ueeuesyerad yepunp uep uedue[nwog
Buridy), ‘ueduemuag
uep gvdlLTddoM avidILTIdOM
ey £t ey et uit], IseradQ ueeuesye[ad yejunp wry, 1seradp
EMSIZ UBP SNd UBBUIQLUIS] BMSIS UBD
ey 0z ey 0 serad() ueuesyepd yepunp SNd ueBuIqUIad 1seIad()
.—ka.\—ﬂ.ﬂv =30
UBWEIUIDY]
uep wmnuip
ueqn)ey Buejudl 810%
unye],
g10 09 d10 09 ISesi[e1sos el1asad yejunp /, BpIad ISBSI[BIS0S
JeRIRASBIN JDRAUY]
UEBSEBIUBIOq UMD ]
HIprsIp qeIE(] uBp qelseq
ueyeUBSHR[IP| Suek eplag mesdue[ad 1eqelod uep JIAA uesuepunsuepunIad
dd 1odies 10 g1 10 ¢1 Sued veremesusd yeunp SNSE) 9SEIUISOI] J1eqelod ueremesuag uesedauad ureisold
d10 g1 810 g1 azoqure elrasad yepun dd 1odieg stoqurep
sewur] uep J4qd jodieg uajedngey] sewur]
210 009 410 009 ereoedn el19s9d yepumnp uep Jd [odies pep ey
Ty,
BME 3G dd [0dIeS LNH INWL], BME ISUIAOL]
210 1/ 810 12 ereoedn B1I9S94 yepwnp 9s ueeldeuresay] BquUIOT]

dd [odieg
z1

NVNVSHVIEd |

81c gcg

dd 'Tod eideuneg wep

{ISI4 UBBUIqUIS] YeTwn®
e
L0d1no
HOLVHIANI

IEBIRASEIN
UBIIBIIUIISY
uep wnun
UB(QILII]a3}Y ISBIUISOI]
. b
AWO0OLNO

dd [odreg

rl0d8Uuy

HIST UBBUIQIUID]

uep

sejisedey] uerey3uiusg

o
(=

NV.LVIDEM
ISMV VNVONTA

JeXRIRASEBIN

UBIIEIIUI]1DS]

WEp WINI
uBqIIa3ay]

UBBIBYIWI]

[

WVIDO0¥d

I
JAANTD NSI



qeI=ep

ISEISOAU] UBP ISBPOLIONZ 10)3{98
THIOU0? UBYNQWINLIa] ‘UBIBYISa}]
‘uesIpipuad Sunsnpuaw Suek

uejequaf ue

jun ¢ jun ¢ ereyradip Bued umequial Suslueq ereynewad /1selMqeyay]
pisry uep [edsy uerep jeyas dnpry
Areq sIsuoy i il
YBIJED ISBISOAU] UBD ISEPOLIONE urerep uajednqes yis1aq eod depeys) jexyeresseur
101328 TIOU0N3 UeNquIniiag uejEqUaP UBP uBlBqUD [ UBp ueureyewad eAuyepuSy
URIRY2SIY ‘UBNIpIpUad Sunynpuaul| UBeQ URBRIRYIRWS] uerel ue uBe UEBIBUIoUL] e ie|
Mqdndd w 00+8 w 00+e Sued ereyradip Sued uerel 3uelueq aseyuasold| ereymowad fisennqeysy| [/ senpqeysy uresforg| STHUES SISHE BAUEpURL YISEN
{aseuIRIp WIISIS
BIRYIQWIW WEEp Jeereiseur
uerepesay eAuduein
HAHSHED pe .szEmM
LR 5 A W ueuedueuad uexe e : Tedseur
LIIOU0Y2 UBYNQUNIag ‘URIRaSaY irore m“o MMMME_ES
‘uedipipuad Sunynpuaw Fuel P xﬁ:r_z x:EM
unSueqrp Sued uejequol yepunp ueyequual reumsuequs b
qune #LE awp i e bt g UBL[E] UBRIPISINIY UBSBIRGIS)RY
OexeIeiseur
UB[NST UBD UBYNINGaH
H{Ieq ISIpuoy rensas undueqrp jedep
EISEp ISBISAAU] UBD ISEPOUIONE weep uajedngey eAuynuadas winjaq wejeyasay
I01398 TIIOU0N UBYNWNLIa] uejRqUIaf UBp uep ueipipuad ‘uenuouoyarad
‘ujBYLSYy ‘UBYIpIpUad SunImpuaw uerel eAuundueqia) uejeqUWa( UBP UB[E jesnd sasye pefusur
ddnda w 000+ w 000t Fued un3ueqip Sued ueel Suelueq aseuasold uerel ueunsuequiad| veunduequiagd werdorg Fued uerel senu jedepia],
mygniseyuy Sueprg
uesuB[NSsUBUa]
uereeqal] B)19S
efeyeyg uenepuasuad ueyesaouad Fuejual
UEpP UBYESIUS] UBBUESHE[D 1exeIedise epeday
810 pR g10 OR ueyneRd elosiuy yepmne UBUBAB[S Uejeq3urua

BS9(] 1P
ueIeseqaly yesaouap
/1Bueniduruay weep Iesereq

ey g| uenduwrers}ay UBBUBSHE[Sd ye[unpy

BS3(] IP

uereyeqay yedoouap /
Buendduruap wWeEep
Iexeeq uendwelsioy
ueleysuIuag

cl

VNVSHVTEd

-0202

BUEIUS( Uesue[NZaueuad
ueuedueuad depeyas)
dd 1odyeg euegsuai]
ej038uy ruosiad yepunp
s e
L0dL0o
HOLYHIANI

+
« HJINOO.LNO

dd 1odyeg euediual],
B1083Uy [IU0SIa]
uBnjuBg UEILIISU,]

o
o

NVIVIOEM ¢
ISHV UNVONTN -

i

WVADOHUd

I

HAANTD NSI -



ungueqip ued vewpnuiad
uesemey Uep ueyewniad
1p uesunysur ueel sen

UETITHTULIGT UESERMEN
uep ueyewniad

1p ueSun{gur]

uee[ eueres ueerpaiuad

cW FEL'ST ¢ 061'vC
THEdUe)Ip
BY 0S° 0 ey 0S+7 Sued ynuwny Uesemey sen
Jjeyas eAuueduny3ur
Suef uewpnuLiad IeSEpD UB W NULIS]
uep ueyewntad 1Isejiues sueleseld| uep UBYBWINIIJ JBYSS
DIda M 06S1 3 S66 Iesep isejues jeejuewsad yepunp ISBJUISIY| UEDP BUEBIES UBBIPIAUI] uedunsdur] ueidord
ndwep Sueiny
wnp yede] ipelusu| jeqeIeASBIN UBYBUINID] UBYBUITLID]
uedueip uny yede] yeprL ueunguBquUIad ueduequaduad
IMda jun 9 4, un ggg9 Fued uny syele] yewnd yepunp UELWNY ISBIUISID| ISB[NUWNS UBD ISBIISE,] ureigold
Tmeq
LIEp Te3UNS UBIRUR( reduns [nd8ue] uep
ereyijedip uep qeyasap Suek reduns elulfepusyia)| uerejueq ueereynowad nfueg
Mdnda w 00S9 w 0OS9 n88ue; uep uerejueq Fuelueg 98BIUIS0I] uep Iselqqeysy| uenepusiusg wreisold
ueesaptad uejequal|
ereyradia) uep ueel ueereyIawag
w ST u QS| Fuef uedunysul werel Suelueyg Jsenqeysy
unsueqian ueesaplag
ungueqrp Sued uedunydury ueesaplad uelequs|| INPNIISBIJU]
MdNdd w ezl w Gy Fuek ueBunysur uerel Fuelueg uerel asejuasoid| uep uepel reunduequiad| veunsuequiag weidoig
YEBISED ISBISIAU] UED ISEPOWONE
101398 TWOUO0N? UBLNQUINIIS] IMe UBMEI Yequiry Iy uep
uep uUBBYISay Funynpuau (BIED IP UInUIW lexeredsewr 1Beq| wnuipy Iy ueejojeiusd
Sued Bunynpuaw Sued ereyradis) are ueeoPsuad| wnuiw Ie eueres uep| eloun] veSuequoiuay
AdNdd u Q0+1 W 00T uep unjueoia) sued ureds Sueluey ssejuasold| euereserd ueerpaiusg ureadolg
reguns
ISESI[BULIOUID UBIN[ES ISESI[EULIOU UB
W §Z97 W HEbT gued eSuns ueines Suelueq vreypuad/Isenngeyayl
T ueiueliad Jqreq 1IS1puo3y WEEp UBp BMEY ‘ISESLI]
I019S TWOUO0H3 UBYNYUWINIId] are edep Jequuns uedurre ueejoasusg
Surnpmpuatw Sues ereyadip uesduequaduad 1sesin uedurrel ue uep uesuequaguad
AdNdA ur 0oeel uwr QOGTT Fued wedun uefurrel Suelueg ssejuasold| ereynouwad /ISENIqEYYY uresgord

Gl

VYNVSHVTdd

YEIJED ISB)S9AU] UBD ISEPOLONE

J0733S UOUO0N3 UBYNQUINII3]

‘UBTRUISIY "UBNIPIPUIg

gunynpusw Jued ereyradial uep

ungueqrp Sued aseurerp Sueliued
<

1104100 -
. MOLIVIaNI

Areq ISTpUOY WeEp
uajednges sseurelp
ueunsuequad
2SBIUISOL]
+
HNOD.LNO

Suoio8-8uoiod/aseureip
ueIn[ES UBUNSUBQUSJ

o

<

NVLVIO@N .

Suoiony-Buoion
/ eseurRI UBINTES
ueunsuequag WeIFold
C
NYaAH0dd

: . ISMVYV'VNVONII

o

AANTD NST




AU FHE AN HHE ereyredip Buek nprd yepunp
UeBloIad ueduniygdur]
BUBRIBSEI] UBD
d¥Mda cut ++0°'ct CUL $8T 91 ereyadip Sued uewe) senq BUBIEG URBIBYIOWAJ
UTEUEIP SUER I
uerel meSuerauad
AN 08¢'T A08 008'1 Suesedia Sued nrd yermnpe ISBIUSIS I

ol

VNVSMVIEd

gw £95°4¢

g £8E°ST

unsueqip Sued uswe] sen|
c :

. LAdIN0

; HJOLVAIANI

undueqip Sued

LB UIE] 258)UIsIad
.wj - .
FNODLAO

ueejoxIad ueSunydury
BUBJIESEI] UBD BURIEG
usUnIUBqUID UBlBISay

- NVLIVIDEN

uee10¥19d uedunidur]
ueeopeSuad weidold

(&
WVID0Hd

ISHV VNVONTA

I

" ydanNao nsI



67

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten
Situbondo Tahun 2020-2021 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit
organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun pihak-
pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG.

Dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini
diharapkan percepatan pelaksanaan pembangunan responsif gender di
Kabupaten Situbondo dapat terwujud, dan hasil-hasil pembangunan dapat
dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian, dengan
menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka,
tumbuhnya pertumbuhan ekonomi, serta semakin terbuka dan mudahnya
akses pendidikan dan kesehatan.

Rencana Aksi Daerah ini bersifat dinamis, dapat direview dan
dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan di
Kabupaten Situbondo. Diharapkan dengan adanya Rencana Aksi Daerah ini
pelaksanaan PUG di Kabupaten Situbondo dapat berkontribusi lebih besar

dalam mengurangi kesenjangan gender di Indonesia.
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